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KONSEP DASAR
HUKUM PIDANA ISLAM

A.  Pengertian Hukum Pidana IslamA.  Pengertian Hukum Pidana Islam
Secara etimologis, fiqh berasal dari kata fiqhan yang meru-

pakan mas}dar dari kata faqiha-yafqahu yang berarti paham. Se-
lain itu, fiqh juga berarti paham yang mendalam melalui proses 
pemikiran yang sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh itu dipakai 
para ulama. Semua kata faqaha dalam al-Qur’a>n memiliki arti 
paham, misalnya dalam al-Qur’a>n surat al-Tawbah ayat 122: 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa  orang untuk memahami pengetahuan 
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.
Secara terminologis, fiqh didefinisikan:
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM2

Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum shara‘ yang 
berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang 
terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum 
shara‘ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil 
yang terperinci.1

Pidana dalam bahasa Arab adalah jari>mah yang secara 
etimo logis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.2 Menurut 
al-Ma>wardi>, pengertian jari>mah secara terminologis ialah 
larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman  
h}add atau ta‘zi>r ( ).3 
Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang 
dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah.4 
Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang 
dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang di-
perintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang 
diperbuat dan apa yang ditinggalkan.

H{add dalam pengertian di atas mempunyai dua makna, yaitu 
umum dan khusus. H{add dalam arti umum meliputi semua hukum-
an yang ditentukan oleh shara‘, baik hal itu merupakan hak Allah 
maupun hak individu. Dalam pengertian umum, hukum an qis}a>s} dan 
diyah termasuk di dalamnya. Dalam arti khusus h}add adalah hukum-
an yang telah ditentukan oleh shara‘ dan merupakan hak Allah 
seperti hukum potong tangan untuk pidana pencuri an, dera seratus 
kali untuk pidana zina, dan dera delapan puluh kali untuk pidana 
qadhaf. Dalam pengertian khusus, hukuman qis}a>s} dan diyah tidak 
termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Pengertian 
ta‘zi>r adalah hukuman yang belum ditentukan oleh shara‘ dan untuk 

1 ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Ushu>l al-Fiqh (t.t.p.: Da>r al-‘Ilm, 1978), 11.
2 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 

(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997), 669.
3 Abu> al-H{asan ‘Ali> bin Muh}ammad bin H{abi>b al-Bas}ri> al-Baghda>di> al-Ma>wardi>, 

al-Ah}ka>m al-Sult}a>ni>yah, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1992), 66.
4 ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi>  Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n 

al-Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 66.
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penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada uli> al-amr (penguasa) 
sesuai bidangnya. Misalnya, untuk penetapan hukuman maka yang 
berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedang yang berwenang 
untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.5

Jari>mah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti 
pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Istilah jari>mah jika 
dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan menjadi jari>mah 
pencurian, jari>mah pembunuhan, dan jari>mah perkosaan. Dalam 
hukum positif, jari>mah adalah tindak pidana atau pelanggaran. 
Istilah yang dipakai adalah tindak pidana pencurian, tindak 
pidana pembunuhan, tindak pidana perkosaan. Dalam hukum 
positif juga dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, 
pelanggaran pidana yang identik dengan delik. Istilah delik lebih 
sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan 
istilah tindak pidana seringkali dikaitkan dengan korupsi, yang 
dalam undang-undang disebut perbuatan pidana.

Tindak pidana juga disebut jina>yah yang berarti kejahatan 
atau kriminal.6 Menurut Ibn Nujaym sebagaimana dikutip 
‘Awdah,  jina>yah ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia 
atau bagian anggota tubuh yang lain seperti membunuh, melu-
kai, atau memukul.7 Dalam konsepsi ini, fuqaha>’ masih berbeda 
pendapat tentang penentuan itu. Ada yang berpendapat bahwa 
pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks 
jina>yah dan ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan, 
dan pemukulan berada dalam konteks jari>mah. 

Dengan demikian, meskipun larangan hukum itu berkaitan 
dengan perbuatan yang dilarang, namun fuqaha>’ menggunakan 
istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang men-
gancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan 

5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah 
(Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 10.

6 Ali dan Muhdlor, Kamus, 297.
7 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 66.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM4

sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha>’ lain yang membatasi 
istilah jina>yah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 
hukuman h}add dan qis}a>s}, bukan perbuatan yang diancam dengan 
hukuman ta‘zi>r.8 

Menurut H{anafi>yah, terdapat pemisahan dalam pengertian 
jina>yah. Kata jina>yah hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan 
yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa 
seperti melukai atau membunuh. Perbuatan dosa atau perbuatan 
salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang dan harta 
benda disebut ghas}ab. Oleh karena itu, pembahasan tentang pen-
curian dipisahkan dari jina>yah yang hanya membahas kejahatan 
atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. Pembahasan 
tentang jina>yah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan 
anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan keja-
hatan terhadap benda diatur dalam bab tersendiri. Sha>fi‘i>yah, 
Ma>liki>yah, dan H{ana>bilah tidak mengadakan pemisahan antara 
perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahat-
an terhadap harta benda. Oleh karena itu, pembahasan keduanya 
dimasukkan dalam jina>yah.

Secara umum, kata jina>yah yang berarti perbuatan jahat, 
salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik 
terhadap jiwa atau anggota badan. Oleh karena itu, kejahatan 
terhadap harta benda secara otomatis termasuk dalam pemba-
hasan jina>yah tanpa perlu diadakan pemisahan. Di samping itu, 
pengertian jina>yah pada awalnya diartikan hanya bagi semua 
jenis perbuatan yang dilarang dengan tidak memasukkan yang 
diperintah. Dalam konteks ini, perbuatan dosa, perbuatan salah, 
dan sejenisnya dapat berupa perbuatan atau meninggalkan per-
buatan yang diperintah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap 
peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang 

8 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1.
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dilarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang harus 
dikerjakan (bersifat pasif). Untuk itu, jina>yah memiliki makna 
umum yang mencakup segala aspek kejahatan.

Jika kata fiqh dan jina>yah digabung, maka pengertian fiqh 
jina>yah adalah ilmu tentang hukum shara‘ yang berkaitan dengan 
masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, yang diambil 
dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam konteks Indonesia, hukum 
pidana adalah hukum tentang delik yang diancam dengan hukuman 
pidana dan hukuman atau serangkaian peraturan yang mengatur 
masalah tindak pidana dan hukumannya.

B.  Objek Hukum Pidana IslamB.  Objek Hukum Pidana Islam
Secara umum objek hukum pidana Islam (fiqh jina>yah) adalah 

hukum shara‘ yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman-
nya. Maksud tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang 
dilarang oleh shara‘ dan diancam dengan hukuman h}add, qis}a>s}, 
dan ta‘zi>r. Sedang yang dimaksud dengan hukuman adalah pemba-
lasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena 
melanggar ketentuan-ketentuan shara‘. 

Makna hukuman tersebut hampir sama dengan pengertian 
yang tertuang dalam hukum pidana umum bahwa yang dimaksud 
dengan hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu.9

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, larangan 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup 
dengan “niat baik,” tetapi disertai dengan hukuman. Hukuman 
itu diancamkan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya 
dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak mengerjakan 
kejahatan. Oleh karena itu, dasar larangan terhadap perbuatan 

9 Mushtafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983), 48. 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM6

karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dengan demi-
kian, penetapan perbuatan pidana dan hukumannya dimaksud-
kan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan 
kehidupan masyarakat.

C.  Sejarah Hukum Pidana IslamC.  Sejarah Hukum Pidana Islam
Pada masa Rasulullah hukum pidana Islam (fiqh jin>ayah) 

sudah berlaku. Hukum pidana Islam yang merupakan bagian 
syariat Islam adalah hukum publik. Pada zaman Rasulullah 
dan al-Khulafa>’ al-Rasyidu>n (Abu> Bakr, ‘Umar, ‘Uthma>n, dan 
‘Ali>), hukum pidana Islam diatur dan diterapkan oleh negara. 
Pemerintah (uli> al-amr) selaku penguasa yang sah, pada saat itu 
dipegang oleh Rasulullah, setelah itu dipegang oleh al-Khulafa>’ 
al-Rasyidu>n. Hukum pidana Islam sebagai hukum publik dan 
dilaksanakan oleh pemerintah diungkap oleh Allah dalam 
al-Qur’a>n:

Dan Kami telah menurunkan al-Qur’a>n kepadamu de-
ngan membawa kebanaran, membenarkan apa yang 
sebalumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebe-
lumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain 
itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa 
nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 
telah datang kepadamu.10

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang kewajiban 
untuk menerapkan hukum pidana Islam yang bersumber dari al-
Qur’a>n. Sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan hukum 

10 al-Qur’a>n, 5 [al-Ma>’idah]: 48.
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pidana itu adalah Rasulullah sebagai kepala negara. Oleh karena 
itu, hukum pidana Islam bukan hukum yang berlaku secara per-
sonal tetapi berlaku secara umum.

Perintah melaksanakan hukum pidana Islam dengan mem-
berikan hukuman kepada pelaku tindak pidana diungkap oleh 
Allah dalam beberapa ayat, misalnya pencurian (surat al-Ma>’idah 
ayat 38), perzinaan (surat al-Nu>r ayat 2), dan tuduhan zina (surat 
al-Nu>r ayat 4). Allah berfirman di dalam al-Qur’a>n:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri 
potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.11

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 
maka deralah tiap-tiap dari saeorang dari keduanya se-
ratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepadanya 
mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah jika 
kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah 
pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekum-
pulan orang yang beriman.12

11 Ibid., 5 [al-Ma>’idah]: 38.
12 Ibid., 24 [al-Nu>r]: 2.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM8

Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik 
berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 
delapan puluh kali dera. Janganlah kalian terima kesak-
sian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang 
yang fasik.13

Dalam beberapa hadis Rasulullah juga mengungkapkan 
tentang pelaksanaan hukum pidana Islam:

Tangan seorang pencuri dipotong jika barang yang dicuri 
mencapai seperempat dinar atau lebih.14

Ambillah (terimalah) dariku, Allah telah memberikan 
jalan kepada para wanita yang berzina. Bujangan yang 
berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasing-
kan selama satu tahun. Duda yang berzina dengan janda 
dirajam seratus kali dan dirajam dengan batu.15

13 Ibid., 24 [al-Nu>r]: 4.
14 Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Isma>‘il bin Ibra>hi>m bin Mughi>rah bin 

Bardazbah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>,. S{ah}ih} al-Bukha>ri>,  juz 8 (Beirut: Da>r al-Fikr, 
1981), 199.

15 Abu> al-H{asan Muslim bin Hajja>j al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, juz 
3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1992), 1316. Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad 
bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, juz 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 
t.t.), 853. Abu> Da>wud Sulayma>n bin Ash‘ath al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, juz 
2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), 348.
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“Hindarilah tujuh hal yang merusak.” Para sahabat 
bertanya, “apa tujuh hal yang merusak itu ya Rasu-
lullah?.” Rasulullah menjawab, “menyekutukan Allah, 
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, mema-
kan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan 
perang, dan menuduh wanita muh}s}an yang beriman 
lagi menjaga diri.”16

Dalam konteks minum khamer, al-Qur’a>n hanya menjelas-
kan keharaman khamer, Rasulullah juga tidak menentukan 
hukuman h}add secara pasti bagi orang yang minum khamer. 
Rasulullah dalam memberikan hukuman h}add terkadang 
sedikit dan terkadang banyak tetapi tidak melebihi empat 
puluh jilid.17 Menurut al-Shayra>zi> dan Ibn Qayyim yang 
mensinyalir dari hadis, Rasulullah memberlakukan hukuman 
h}add empat puluh kali jilid, Abu> Bakr juga empat puluh, dan 
‘Umar delapan puluh.18 

Menurut sebagian fuqaha>‘, hukuman delapan puluh jilid 
didasarkan pada kesepakatan sahabat. Menurut fuqaha>‘ yang 
lain, hukuman empat puluh jilid didasarkan pada praktik ‘Ali> 
yang memberlakukan jilid kepada Wali>d bin ‘Uqbah empat puluh 
jilid, praktik Rasulullah empat puluh jilid, Abu> Bakr empat puluh 
jilid, ‘Umar delapan puluh jilid. 

Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa sejarah 
penentuan hukuman minuman khamer pada zaman Rasulullah 
dan al-Khulafa>’ al-Rasyidu>n telah terjadi, meskipun mereka 
berbeda pendapat dalam penerapannya. Tentang perbedaan 

16 al-Bukha>ri, S{ah}i>h}, juz 8, 218.
17 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 2, 506. Menurut keterangan Shaltu>t, Rasulullah pernah 

memukul orang yang minum khamer dengan pelepah kurma kurang lebih 
empat puluh kali. Mah}mu>d Shaltu>t, al-Isla>m ‘Aqi>dah wa Shari>‘ah (Beirut: Da>r 
al-Qalam, 1966), 295.

18 Abu> Ish}a>q Ibra>him bin ‘Ali> bin Yu>suf al-Fi>ru>zabadi>, al-Muhadhdhab fi> Fiqh 
al-Ima>m al-Sha>fi‘i> al-Shayra>zi>, juz 3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1995), 
371. Ibn al-Qayyim al-Jawzi>yah, Za>d al-Ma‘a>d fi> Hady Khayr al-‘Iba>d, juz 5 
(Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 46.

KONSEP DASAR HUKUM PIDANA ISLAM 9
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM10

pendapat, ijtihad mereka sangat menentukan. Hal ini membuk-
tikan bahwa hukum pidana Islam pada zaman Rasulullah dan 
al-Khulafa>’ al-Rasyidu>n telah diterapkan.
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A. Unsur-unsur A. Unsur-unsur Jari>mahJari>mah
Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana 

(jari>mah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur 
umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua 
tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-
masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak 
pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Unsur formal ( ), yakni adanya undang-undang atau 

nas}s}), yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nas}s} dengan 
melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. 
Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum 
dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas}s} atau 
undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal 
ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan 
tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat 
dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundang-
kannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada 
perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada 
hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas}s}” 
( ). Kaidah lain menyebutkan “tidak 
ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya keten-

KLASIFIKASI JARI<MAH 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM12

tuan nas}s}” ( ). Misalnya, 
ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-Qur’a>n 
surat al-Ma>’idah ayat 38, yaitu dipotong tangannya.

2. Unsur material ( ), yakni sifat melawan hukum, 
yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak 
berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang mem-
bentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun 
sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan 
pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang 
lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu 
perilaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum 
positif, perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu peri-
laku yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur moral ( ), yakni pelakunya mukallaf, yaitu 
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak 
pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana 
atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatnnya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus 
orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, 
dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap 
orang mukallaf adalah orang yang ‘a>qil dan ba>ligh. Dengan 
demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang 
gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan 
hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertang-
gungjawaban.1

1 Lihat ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi>  Muqa>ranan bi al-
Qa>nu>n al-Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 110-111. Ahmad 
Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah 
(Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 28. Makhrus Munajat, Dekonstruksi 
Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 10. Haliman, 
Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah wal-Jamaah (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1968), 48. Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, juz 2 (Beirut: Da>r al-
Fikr, 1992), 127. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: 
Penerbit Pustaka Setia, 2000), 52-53.
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Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan 
berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, 
tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur 
khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak 
pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. 
Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah 
unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga 
menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada 
pada tindak pidana pembunuhan.

B.  Pembagian B.  Pembagian Jari>mahJari>mah
1.  Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jari>mah dibagi 
menjadi tiga, yaitu h}udu>d, qis}a>s}-diyah, dan ta‘zi>r. Para penulis 
modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelang-
garan, yaitu h}udu>d, jina>ya>h, dan ta‘zi>r. H}udu>d adalah suatu 
pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara 
keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik 
lembaga, badan maupun seseorang.2 Dalam jurisprudensi Islam, 
kata h}udu>d dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang 
disebutkan dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah.3 Jina>ya>h adalah 
pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan. Orang 
yang mengerjakan dikenai hukuman qis}a>s} (pembalasan yang 
setimpal) atau membayar diya>h (kompensasi uang/nilai) bagi 
korban atau diberikan kepada sanak familinya. Ta‘zi>r merupa-
kan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan 
penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui 
dan mendisiplinkan warga mereka.4 Dalam hal ini, ta’zi>r meru-

2 Abdullahi Ahmed an-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, 
Human Rights, and International Law (New York: Syracuse University Press, 
1990), 104-105.

3 ‘Abdur Rahman I Doi, Shari>‘ah: The Islamic Law (Malaysia: A.S. Noordeen 
Kuala Lumpur, 1996), 221.

4 an-Na‘im, Toward, 105.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM14

pakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada 
ketetapan h}add dan kaffa>rah.

Menurut ‘Awdah, jari>mah dilihat dari aspek ukuran 
hukum an yang ditetapkan dibagi menjadi tiga. Pertama, 
jari>mah h}udu>d, yakni jari>mah yang ditetapkan dengan sanksi 
h}add, yaitu hukum an yang ditetapkan sebagai hak Allah,5 ke-
cuali jari>mah yang berkaitan dengan qadhaf. Kedua, jari>mah 
qis}a>s} dan diyah, yakni jari>mah yang ditetapkan dengan sanksi 
qis}a>s} dan diyah. Semua ketentuan qis}a>s} dan diyah adalah hu-
kuman yang ditetapkan sebagai hak individu.6 Ketiga, jari>mah 
ta‘zi>r, yakni jari>mah yang ditetapkan dengan satu sanksi atau 
lebih7 sebagai hukuman moral atau pengajaran.

Urgensi pembagian tindak pidana dalam h}udu>d, qis}a>s}-
diyah, dan ta‘zi>r  dapat ditinjau dari berbagai aspek.8 Pertama, 
ditinjau dari segi kekuasaan hakim.  Dalam jari>mah h}udu>d 
apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim da-
pat menjatuhkan hukuman secara definitif menurut ketentuan 
shara‘. Hakim dalam tugasnya pada jari>mah ini tidak berhak 
menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi 
ketetapan shara‘. Pada jari>mah qis}a>s}-diyah hakim berwenang 
atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh 
shara‘ dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang. 
Dalam hal ini, hakim tidak boleh ikut campur tentang keten-
tuan yang akan diterapkan oleh si korban atau wali. Apabila si 
korban memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukum an 
qis}a>s} tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan shara‘ 
seperti matinya terpidana sebelum dihukum qis}a>s}, maka ha-
kim mewajibkan diyah. Apabila korban memberikan maaf, 
maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta‘zi>r. Adapun 

5 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 78.
6 Ibid., 79.
7 Ibid., 80.
8 Ibid., 81-83. Munajat, Dekonstruksi, 15-16.
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dalam jari>mah ta‘zi>r, hakim mempunyai kekuasaan yang luas 
dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai 
kepada tingkatan hukuman yang teringan.

Kedua, ditinjau dari segi ampunan. Dalam jari>mah h}udu>d, 
pemaafan tidak diperkenankan dari pihak manapun, baik dari si 
korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala 
pemerintahan. Pada jari>mah qis}a>s-diyah unsur pemaafan ada 
pada pihak si korban atau wali, sedang pada jari>mah ta‘zi>r unsur 
pemaafan sepenuhnya ada pada pihak hakim atau penguasa.

Ketiga, ditinjau dari segi pengaruh lingkungan. Jari>mah 
h}udu>d dan qis}a>s-diyah sama sekali tidak dipengaruhi oleh 
lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya 
tindakan pidana h}udu>d dan qis}a>s}-diyah, maka hakim akan 
menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini 
berbeda dengan jari>mah ta‘zi>r, lingkungan sangat berpengaruh 
dalam menentukan hukuman.

Keempat, ditinjau dari segi alat bukti. Berdasarkan alat 
bukti, jari>mah h}udu>d lebih diperketat pembuktiannya seperti 
dalam delik zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi. Da-
lam jari>mah qis}a>s}-diyah, saksi cukup dua orang. Untuk jari>mah 
ta‘zi>r, satu orang saksi dianggap cukup.

2.  Ditinjau dari Segi Niat
Ditinjau dari segi niat, jari>mah dibagi menjadi dua, yaitu 

jari>mah sengaja dan jari>mah tidak sengaja (dolus dan colpus). 
Yang dimaksud jari>mah sengaja (al-jara>’im al-maqs}u>dah) adalah 
jari>mah yang dilakukan oleh seseorang dengan kese nga jaan dan 
atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa per buatan tersebut 
dilarang dan diancam dengan hukuman (

).9 Pada jari>-
mah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu 

9 Ibid., 83.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM16

sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan akibat perbuat-
an itu dikehendaki. Pelaku yang dengan sengaja berbuat tetapi 
tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya, tindakannya 
disebut “pembunuhan semi sengaja.” Dalam hukum positif, hal 
ini disebut “penganiayaan yang membawa kematian.”10 

Definisi di atas menunjukkan bahwa untuk jari>mah sengaja 
harus dipenuhi tiga unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, 
unsur kehendak yang bebas dalam melakukan. Ketiga, unsur 
pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan. 

Yang dimaksud jari>mah tidak sengaja (al-jara>’im ghayr al-
maqs}u>dah) adalah jari>mah yang pelakunya tidak sengaja (berniat) 
untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan terse-
but terjadi sebagai akibat kesalahannya (

). 
Definisi ini mengilustrasikan bahwa kesalahan (kelalaian) dari 
pelaku merupakan faktor penting untuk jari>mah tidak sengaja.11 
Kesalahan atau kekeliruan terdapat dua macam:
a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi 

jari>mah, tetapi jari>mah ini sama sekali tidak diniatkannya. 
Kekeliruan ini terdapat dua macam. Pertama, keliru dalam 
perbuatan ( ). Misalnya, orang yang melempar-
kan batu karena merintangi jalannya, tetapi kemudian 
menge nai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang 
sama. Contoh yang lain adalah seseorang yang menembak 
binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai 
manusia. Kedua, keliru dalam dugaan ( ). 
Misalnya, seorang pemburu menembak sasarannya yang 
disangkanya binatang, tetapi sebenarnya ia adalah manusia. 
Contoh yang lain adalah seseorang yang menembak orang 

10 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 
12.

11 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 83.
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lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejar, ternyata 
dia adalah penduduk biasa.

b. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jari>mah yang terjadi tidak 
diniatkannya. Dalam hal ini, jari>mah tersebut terjadi sebagai 
akibat kelalaiannya atau ketidakhati-hatiannya. Misalnya, 
seseorang sedang tidur dan jatuh mengenai orang lain se-
hingga meninggal. Contoh yang lain adalah seseorang yang 
tidur di samping seorang bayi dalam barak pengungsian dan 
dia menindih bayi itu sampai menginggal.12

3.  Ditinjau dari Segi Waktu Tertangkap
Ditinjau dari segi waktu tertangkap, jari>mah dibagi menjadi 

dua, yaitu jari>mah tertangkap basah ( ) dan jari>mah 
yang tidak tertangkap basah ( ). Yang dimaksud 
jari>mah yang tertangkap basah adalah jari>mah yang pelakunya 
tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau se-
sudahnya tetapi dalam masa yang dekat (

) .  Sedang yang dimaksud 
dengan jari>mah yang tidak tertangkap basah adalah jari>mah 
yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan 
perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya 
waktu yang tidak sedikit (  

).13

Urgensi pembagian tersebut dapat dilihat dari dua aspek. 
Pertama, segi pembuktian. Apabila jari>mah yang dilakukan 
adalah jari>mah h}udu>d dan pembuktiannya dengan saksi maka 
dalam jari>mah yang tertangkap basah, para saksi harus me-
nyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pada saat terjadinya 
jari>mah tersebut. Kedua, dalam jari>mah yang tertangkap ba-
sah, orang yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana 

12 Ibid., 84. Lihat Muslich, Asas, 23
13 Ibid., 85.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM18

dapat dicegah dengan kekerasan agar dia tidak melanjutkan 
tindakannya.14 

4.  Ditinjau dari Segi Cara Melakukan
Ditinjau dari segi cara melakukan, jari>mah dibagi menjadi 

dua, yaitu jari>mah positif ( ) dan jari>mah negatif 
( ). Yang dimaksud jari>mah positif adalah jari>mah 
yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang seper-
ti pencurian, perzinaan. dan pemukulan. Jari>mah ini disebut 
delicta commissionis. Sedang yang dimaksud jari>mah negatif 
adalah jari>mah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan 
yang diperintahkan seperti tidak mau menjadi saksi dan 
tidak menunaikan zakat. Jari>mah ini disebut delicta ommis-
sionis.15

Selain dua bentuk tersebut terdapat jari>mah positif dengan 
jalan negatif yang disebut delicta commissionis per ommissio-
nis.16 Hukuman untuk jari>mah semata adalah ta‘zi>r. Hukum-
an untuk jari>mah negatif yang menimbulkan jari>mah positif, 
fuqaha>’ berbeda pendapat. Misalnya, menahan orang lain dan 
tidak diberi makan atau minum, sehingga dia mati karena 
kelaparan. Penahana n tersebut dianggap pembunuhan dengan 
sengaja jika dilakukan dengan tidak memberinya makan atau 
minum yang tujuannya untuk membunuh. Hal ini adalah pendapat 
Ma>lik, Sha>fi‘i>, dan Ah}mad. Menurut Abu> H}ani>fah, perbuatan 
tersebut tidak digolongkan pada pembunuhan, karena kematian 
tersebut disebabkan lapar atau haus, bukan akibat penahan-
an. Hanya saja Abu> Yu>suf dan Muh}ammad bin H{asan ber-
pendapat bahwa penahanan tersebut dapat digolongkan pada 
pembunuhan sengaja, karena pada umumnya manusia tidak akan 

14 Muslich, Asas, 24.
15 ‘Awdah, al-Tashri‘, juz, 1, 86-87.
16 Hanafi, Asas, 14.
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dapat tahan hidup tanpa makan dan minum. Oleh karenanya, 
manahan makanan dan minuman pada saat terjadi lapar atau 
haus berarti membunuh.17

5.  Ditinjau dari Segi Objek
Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkana jari>-

mah, jari>mah dibagi menjadi dua, yaitu jari>mah perseorang-
an ( ) dan jari>mah masyarakat ( ). 
Yang dimaksud jari>mah perseorangan adalah jari>mah yang hukum-
annya ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi kemas lahatan 
perseorangan (individu), walaupun hal yang berkenaan dengan 
kemaslahatan individu secara substansial berkaitan dengan ke-
maslahatan masyarakat (  

) . 18 
Dalam jari>mah perseorangan, segi individual lebih menonjol. 
Jari>mah qis}a>s} dan diyah termasuk dalam kelompok jari>mah 
perseorangan. Oleh karena itu, korban atau walinya dapat me-
maafkan pelaku dari hukuman qis}a>s} atau diyah. Jari>mah ta‘zi>r 
sebagian ada yang termasuk jari>mah perseorangan apabila 
yang dirugikan adalah hak perseorangan seperti penghinaan 
dan penipuan.19

Yang dimaksud jari>mah masyarakat adalah jari>mah yang hu-
kumannya ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi kepenting-
an masyarakat, baik jari>mah itu berkenaan dengan individu, 
masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturannya 
(

).20 Dengan 
demikian dalam jari>mah masyarakat, segi masyarakat yang 
terkena jari>mah lebih dominan. Jari>mah h}udu>d termasuk ke da-

17 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz, 1, 87. Lihat ibid., 15. Muslich, Asas, 25-26.
18 Ibid., 99. 
19 Muslich, Asas, 26.
20 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz, 1, 98-99.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM20

lam kelompok jari>mah masyarakat meskipun sebagian ada yang 
mengenai perseorangan seperti pencurian dan qadhaf. Jari>mah 
ta‘zi>r sebagian ada yang termasuk jari>mah masyarakat jika yang 
disinggung hak masyarakat seperti penimbunan bahan-bahan 
pokok dan korupsi. Berbeda dengan jari>mah perseorangan, dalam 
jari>mah masyarakat tidak ada pengaruh maaf, karena hukuman-
nya merupakan hak Allah (hak masyarakat).21

6.  Ditinjau dari Segi Karakter
Ditinjau dari segi karakter (watak atau tabiat), jari>mah 

dibagi menjadi dua, yaitu jari>mah politik ( ) dan 
jari>mah biasa ( ). Jari>mah politik adalah jari>mah 
yang didesain untuk merealisasikan tujuan politik atau fak-
tornya adalah motivasi politik (  

).22 Menurut Abu> Zahrah, 
jari>mah politik adalah jari>mah yang merupakan pelanggaran 
terhadap peraturan pemerintah, terhadap pejabat pemerintah, 
atau terhadap garis-garis (ideologi) politik yang telah ditentu-
kan oleh pemerintah (  

 
).23 Dengan kata lain, jari>mah politik 

adalah jari>mah yang faktor pendorongnya adalah suatu ide atau 
pandangan dan ideologi yang motifnya adalah politik dalam 
sistem ketatanegaraan yang dibangun.

Jari>mah biasa adalah jari>mah yang pangkalnya adalah moti-
vasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya 
adalah motif politik (  

) . 24 Dalam 

21 Muslich, Asas, 26.
22 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz, 1, 100.
23 Muh}ammad Abu> Zahrah, al-Jari>mah wa al-‘Uqu>bah fi> al-Fiqh al-Isla>mi> (Kairo: 

al-Maktabah al-Angelo al-Mis}ri>yah, t.t.), 153.
24 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz, 1, 100
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hal ini, faktor pendorongnya bukan ide atau pandangan dan 
ideologi yang mengarah pada politik. Dengan demikian, motif 
dilakukannya jari>mah biasa adalah hal yang biasa, walaupun 
kadang-kadang jari>mah biasa dilakukan untuk maksud-maksud 
politik.25

25 Muslich, Asas, 27.
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1 ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi>  Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n 

al-Wad‘i>, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1992), 164. 

Di dalam fiqh kata “sumber” adalah terjemahan dari kata 
mas}dar ( ), jamaknya adalah mas}a>dir ( ). Kata itu 
hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai 
ganti dari kata al-dali>l ( ), lengkapnya adalah al-adillah 
al-shar‘i>yah ( ). Dalam literatur klasik, kata mas}a>dir 
al-ah{ka>m al-shar‘i>yah  ( ) tidak pernah 
digunakan, yang biasa digunakan adalah adillat al-ah}ka>m 
al-shar‘i>yah ( ).  Dalam realitas sekarang, 
penggunaan dua istilah itu pengertiannya adalah sama, yaitu 
sumber-sumber hukum Islam. 

Sumber-sumber hukum pidana Islam oleh mayoritas ulama 
dibagi menjadi empat, yaitu al-Qur’a>n, al-Sunnah, ijma>‘, dan 
qiya>s.1 Empat dalil itu oleh fuqaha>’ dijadikan sandaran dalam 
menetapkan berbagai masalah hukum dan penetapannya dilaku-
kan secara beruntun. Jika di dalam al-Qur’a>n tidak ditemukan 
ketetapan hukum, maka yang dijadikan sandaran adalah al-
Sunnah. Jika  di dalam al-Sunnah juga tidak ada ketetapan, maka 
sandarannya adalah ijma>‘. Jika di dalam ijma>‘ masih belum ada, 

SUMBER-SUMBER 
HUKUM PIDANA ISLAM
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM24

maka yang selanjutnya adalah qiya>s.
Selain empat sumber tersebut, terdapat sumber lain yang 

diperselisihkan, yaitu istih}sa>n, istis}h}a>b, mas}lah}ah mursalah, 
‘urf, mazhab sahabat, dan shar‘ man qablana>. Untuk hukum 
pidana Islam formil (hukum acara pidana Islam), semua 
sumber di atas dipakai. Untuk hukum pidana materiil, yaitu 
hukum-hukum yang berisi ketentuan macam-macam jari>mah 
dan sanksinya, hanya empat sumber di atas yang dipakai. 
Tiga sumber di antaranya telah disepakati, yaitu al-Qur’a>n, 
al-Sunnah, dan ijma>‘. Sedang satu sumber yang lain, yaitu 
qiya>s diperselisihkan. 

Jika diperhatikan, antara al-Qur’a>n dan al-Sunnah dengan 
kedua sumber lainnya, yaitu ijma>‘ dan qiya>s terdapat perbedaan. 
Al-Qur’a>n dan al-Sunnah adalah dasar syariat Islam yang berisi 
aturan-aturan hukum secara umum, sedang sumber yang lain 
tidak memuat aturan umum tetapi cara pengambilan hukum dari 
nas}s}-nas}s} al-Qur’a>n dan al-Sunnah. Oleh karena itu, sumber-
sumber yang lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
al-Qur’a>n dan al-Sunnah. 

A.  Al-Qur’a>nA.  Al-Qur’a>n
Secara etimologis al-Qur’a>n adalah bentuk mas}dar (kata 

benda verbal) dari kata qara’a ( ), sewazan dengan kata fu‘la>n 
( ) yang berarti bacaan, berbicara tentang apa yang tertu-
lis padanya, atau melihat dan menelaah.2 Al-Qur’a>n dalam 
pengertian ini adalah al-maqru>’ ( ) yang berarti sesuatu 
yang dibaca.3 Pemberian makna semacam ini sesuai dengan 
firman Alla>h:

2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 46.
3 al-Qur’a>n dalam arti harfiahnya adalah al-qira>’ah (bacaan). Dalam kebiasan yang 

berlaku, bacaan itu  diungkapkan kepada sesuatu yang spesifik, yakni kalam Allah. 
Oleh karena itu, al-Qur’a>n diartikan sebagai sesuatu yang dibaca ( ).
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Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpul-
kannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) mem-
bacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya 
maka ikutilah bacaannya itu.4

Makna perkataan itu sangat erat kaitannya dengan arti 
ayat:   (Bacalah dengan menyebut nama 
Tuhanmu yang telah menciptakan).5 Membaca adalah salah satu 
usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting 
bagi hidup dan kehidupan manusia.6 Aktivitas ilmiah dan pene-
muan ilmu beserta pengembangannya akan diperoleh hanya 
dengan membaca dalam pengertian luas.

Secara terminologis al-Qur’a>n ialah kitab Allah yang ditu-
runkan kepada Muhammad yang ditulis dalam mus}h}af, dimulai 
dengan surat al-Fa>tih}ah dan diakahiri dengan surat al-Na>s.7 

Dalam hal ini posisi al-Qur’a>n adalah qat}‘i>. Al-Qur’a>n sampai 
kepada kita dengan jalan mutawa>tir, tidak terputus.8 Al-Qur’a>n 
ditulis dari Rasulullah secara kolektif melalui wahyu dan dihafal 
oleh sekelompok sahabat yang tidak mungkin mereka bersepakat 
untuk berdusta, kemudian dinukil oleh sekelompok sahabat yang 

4 al-Qur’a>n, 75 [al-Qiya>mah]: 17-18.
5 Ibid, 96 [al-‘Alaq]: 1.
6 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 

di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 70.
7 ‘Awdah, al-Tashri>’, juz 1, 165. Definisi di atas tampak menekankan pada 

aspek urutan surat yang terdapat dalam al-Qur’a>n yang dimulai dari surat yang 
pertama dalam lembaran al-Qur’a>n sampai dengan yang terakhir. Definisi ini 
sangat relevan, karena dalam aspek hukum yang dikedepankan adalah aspek 
eksotorik dan eksplisit.

8 Selain nama al-Qur’a>n juga terdapat nama lain seperti al-Kita>b, al-Huda>, al-
Furqa>n, dan al-Dhikr. Jika kata sandang al ditambahkan pada kata Qur’a>n, 
maka pengertiannya adalah keseluruhan isi al-Qur’a>n. Jika Qur’a>n tanpa diberi 
al, pengertiannya bisa keseluruhan dan bisa juga sebagian. Dengan demikian, 
penyebutan terhadap satu ayat atau satu surat adalah Qur’a>n, bukan al-Qur’a>n. 
Tetapi dalam pengertian Indonesia, Qur’a>n dan al-Qur’a>n adalah sama.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM26

lain. Mereka tidak memperselisihkan satu huruf atau satu kata,9 

meskipun ayat-ayat al-Qur’a>n diturunkan di beberapa tempat 
yang berbeda dan beberapa daerah yang jauh.

Keutuhan al-Qur’a>n dari aspek penukilannya itu mendes-
kripsikan bahwa isi al-Qur’a>n adalah akurat. Keakuratan 
al-Qur’a>n itu ditunjukkan oleh adanya realitas yang menun-
jukkan bahwa isi al-Qur’a>n sejak masa Muhammad sampai 
sekarang belum ada perubahan. Al-Qur’a>n merupakan dalil 
tentang kerasulan Muhammad, pedoman yang paling otoritatif 
dan sumber pertama shari>‘ah. Oleh karena itu, ada sebagian 
ulama yang mengatakan bahwa al-Qur’a>n adalah satu-satunya 
sumber hukum Islam, sedang sumber-sumber yang lain hanya 
sebagai penjelas dan pelengkap.

Teks-teks al-Qur’a>n semuanya adalah qat}‘i> jika dilihat dari 
aspek datangnya, ketetapannya, dan dinukilnya dari Rasulullah.10 
Al-Qur’a>n dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawa>tir baik 
berupa tulisan maupun lisan.11 Karena al-Qur’a>n itu mutawa>tir 
jika dilihat dari aspek validnya penukilan, maka ia berfaidah 
qat}‘i>. Oleh karena itu, teks-teks al-Qur’a>n adalah qat}‘i>y al-wuru>d 
atau qat‘i>y al-thubu>t.

Di kalangan umat Islam kebenaran sumber al-Qur’a>n tidak 
diperselisihkan. Semua sepakat untuk meyakini bahwa redaksi 
ayat-ayat al-Qur’a>n yang terhimpun dalam mus}h}af dan dibaca 
oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama 
tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima oleh Rasulullah 
dari Allah melalui Jibril.12 Artinya, setiap teks al-Qur’a>n yang 
kita baca pada hakikatnya adalah teks al-Qur’a>n yang diturunkan 
kepada Muhammad tanpa ada perubahan dan penggantian.

9 ’Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 165. 
10 ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Beirut: Da>r al-Fikr, 1978), 34.
11 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 165.
12 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 137.
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Dalam prosesnya, al-Qur’a>n diturunkan oleh Allah melalui 
Muhammad. Cara datangnya al-Qur’a>n dari Muhammad itu 
melalui tulisan atau ucapan. Dalam hal ini al-Qur’a>n ditulis 
oleh sekelompok sahabat dan dihafalkan oleh sahabat yang lain. 
Dalam kapasitasnya mereka tidak mungkin bersepakat berbuat 
dusta terhadap al-Qur’a>n. Penukilan al-Qur’a>n yang berproses 
secara teratur itu, meskipun diturunkan di beberapa tempat dan 
di daerah yang berjauhan, tidak membawa perbedaan dalam 
huruf atau kata.

Kemutawa>tiran al-Qur’a>n itu telah menjadikan sanad 
(transmisi) al-Qur’a>n yang qat}‘i>. Setiap sanad yang mutawa>tir 
adalah beruntun, sehingga keabsahannya tidak mungkin 
diragukan lagi.13 Dalam hal ini, qira>’ah-qira>’ah (bacaan-
bacaan) yang terdapat dalam al-Qur’a>n sebenarnya ada yang 
mutawa>tir dan ada yang tidak, yakni sha>dh yang keabsahan-
nya tidak diakui. Walaupun demikian, qira>’ah yang diakui 
dan disepakati oleh ulama sebagai al-Qur’a>n adalah yang 
mutawa>tir. Oleh karena itu, yang menjadi tolok ukur adalah 
yang mutawa>tir. 

Jika teks al-Qur’a>n itu dilihat dari indikatornya, maka 
indikasi (dala>lah) teks ada yang qat}‘i> dan ada yang z}anni>. Jika 
teks-teks al-Qur’a>n itu qat}‘i>, maka petunjuk teks terhadap makna 
terkadang qat}‘i> dan terkadang z}anni>. Jika teks menunjukkan 
pada maknanya dan tidak memungkinkan adanya pena’wilan, 
maka indikasinya adalah qat}‘i>.14 Dengan kata lain, yang dimak-
sud dengan nas}s} atau teks yang qat}‘i> adalah teks yang jelas dan 
tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak membuka 
penafsiran yang lain.15 Allah berfirman: 

13 Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (Mesir: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.t.), 62.
14 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 166.
15 Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprodence (Cambridge: 

Islamic Texts Society, 1991), 21.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM28

Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 
delapan puluh kali dera.16 
Aspek-aspek kuantitatif adalah hal yang pasti, jelas, dan 

tidak membuka penafsiran seperti jumlah delapan, delapan belas, 
delapan puluh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, indikasi jum-
lah delapan puluh kali dalam ayat di atas adalah qat}‘i> (definitif, 
pasti). Artinya, makna kata itu tidak bisa dita’wilkan kepada arti 
yang lain, yakni selain delapan puluh kali sebagaimana tercantum 
dalam ayat di atas.

Jika teks menunjuk pada maknanya tetapi memungkinkan 
adanya pena’wilan, maka indikasi teks itu adalah z}anni> (speku-
latif, alternatif, tidak pasti).17 Dengan kata lain, yang dimaksud 
dengan teks atau nas}s} al-Qur’a>n yang z}anni> sifatnya adalah 
kata yang menunjukkan arti lebih dari satu dan masih mungkin 
ditafsirkan oleh orang yang berbeda dengan makna yang berbeda 
pula.18 Allah berfiman: 

Perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru>’.19 
Kata quru>’ terkadang diberi makna haid dan terkadang diberi 

makna suci. Artinya, masa iddah (masa tunggu) wanita yang dice-
rai kan mungkin diartikan tiga kali suci atau tiga kali haid. Kedua 
arti ini adalah benar. Jika diartikan tiga kali masa suci, lamanya 

16 al-Qur’a>n, 24 [al-Nu>r]: 4. 
17 Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 166.
18 Ali, Hukum, 79.
19 al-Qur’a>n, 2 [al-Baqarah]: 218.
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masa tunggu wanita akan berbeda dengan kalau kata tiga quru>’  itu 
diartikan tiga kali haid.20 Oleh karena itu, indikasi yang menunjuk-
kan maknanya adalah z}anni>, bukan qat}‘i>. Dengan demikian, 
kemungkinan yang dimaksud adalah haid dan kemungkinan juga 
yang dimaksud adalah suci. Jika teks itu mempunyai dala>lah qat}‘i>, 
perbedaan pendapat di kalangan ulama tentu tidak akan terjadi.

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’a>n disyariatkan 
untuk kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Hukum-hukum 
al-Qur’a>n terbagi menjadi dua macam. Pertama, hukum-hukum 
yang dimaksudkan untuk menegakkan agama; ini mencakup 
hukum-hukum akidah dan ibadah. Kedua, hukum-hukum yang 
dimaksudkan untuk mengatur negara dan masyarakat serta 
mengatur hubungan individu antara yang satu dengan yang 
lain; ini mencakup mu‘a>malah, pidana, perdata, konstitusi in-
ternasional.21 Inti penekanan hukum Islam yang diturunkan Al-
lah bertujuan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. 
Dalam hal ini, setiap amal yang berkaitan dengan dunia pasti 
bernuansa akhirat. Implikasinya, setiap orang yang melanggar 
hukum-hukum al-Qur’a>n, dia memperoleh dua konsekuensi pem-
balasan, yaitu pembalasan di dunia dan pembalasan di akhirat.22 
Allah mengharamkan pembunuhan. Bagi yang melakukannya, dia 
menerima dua hukuman, yaitu hukuman di dunia dan hukuman 
di akhirat. Pembalasan di dunia adalah qis}a>s} sedang pembalasan 
di akhirat adalah siksaan yang pedih.23

Hukum-hukum Islam tidak disyariatkan untuk permainan 
dan senda gurai. Ia sesuai dengan aturan shari>‘ah yang secara 
fundamental memberi pelajaran bahwa dunia adalah tempat 
ujian dan tidak abadi, sedang akhirat adalah tempat pem-

20 Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Hukum Fiqh-Islamiy, jilid 1 (Jakarta: Pustaka 
Alhusna, 1979), 34. 

21 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 166.
22 al-Qur’a>n, 17 [al-Isra>’]: 33.
23 Ibid., 2 [al-Baqarah]: 178, 4 [al-Nisa>’]: 93.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM30

balasan dan kekal. Shari>‘ah juga memberi pelajaran bahwa 
manusia dimintai pertanggungjawaban tentang amalnya di 
dunia dan akan dibalas di akhirat. Orang yang mengerjakan 
baik, kebaikan itu akan kembali pada dirinya. Jika dia menger-
jakan perbuatan buruk, keburukan itu juga akan kembali 
pada dirinya. Oleh karena itu, hukuman di dunia tidak akan 
menghapus hukuman di akhirat, kecuali dia bertobat kepada 
Allah.24 

Tobat sebagai satu-satunya langkah dan penyelesaian untuk 
menghapus siksaan akhirat. Tobat dalam pengertian ini bukan 
dalam formalitas minta ampun kepada Allah, tetapi pengertian-
nya sangat mendalam dan memiliki nilai moral, yaitu dia tidak 
boleh mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan.25 Meskipun 
Allah mengampuni orang yang bertobat setelah dia melakukan 
tindak pidana, hukuman di dunia harus dilaksanakan. Sanksi di 
akhirat tidak akan bebas sebelum palaku tindak pidana dikenai 
sanksi di dunia.26

Selain itu, membagi-bagi dan memisah-misah hukum 
shari>‘ah, tidak diperkenankan dan bertentangan dengan tujuan 
shari>‘ah. Teks-teks shari>‘ah itu sendiri melarang mengerjakan 
sebagian hukum dan meninggalkan sebagian yang lain seba-
gaimana dilarangnya mengamalkan sebagian iman dan menger-
jakan sebagian kekafiran.27 Kewajiban mengamalkan semua 
hukum dan keimanan sangat ditekankan oleh shari>‘ah.28 Teks 
al-Qur’a>n melarang mengamalkan sebagian shari>‘ah dan men-

24 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 169-170. 
25 al-Qur’a>n, 5 [al-Ma>’idah]: 39.
26 Menurut Ibn H{azm, nas}s} di atas diturunkan secara global untuk menegakkan 

hukuman h}udu>d dalam pencurian, minum khamer, zina, dan menuduh zina. 
Allah tidak mengecualikan orang yang tobat dengan orang yang tidak tobat. 
Oleh karena itu, menggugurkan hukuman h}add sama sekali tidak dibenarkan 
dari orang yang bertobat. Abu> Muh}ammad ‘Ali> bin Ah}mad bin Sa‘i>d bin H{azm 
al-Andalu>si>,  al-Muh}alla>  bi al-A<tha>r, juz 12 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 14.

27 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 170.
28 al-Qur’a>n, 2 [al-Baqarah]: 85.
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inggalkan sebagian yang lain.29 Hal ini dinilai menyembunyikan 
ayat al-Qur’a>n.

Pengertian menyembunyikan ( ) adalah mengamalkan 
sebagian hukum dan meninggalkan sebagian yang lain, mengakui 
sebagian hukum dan mengingkari sebagian yang lain. Meng-
amalkan dan meninggalkan serta mengakui dan mengingkari 
secara bersamaan tidak diperkenankan. Perbuatan semacam itu 
termasuk pembauran amal antara yang baik dan yang batil. Oleh 
karena itu, shari>‘ah sang at menekankan adanya pemurnian amal 
agar jangan sampai terjadi pembauran yang mengantarkan tidak 
diterimanya amal tersebut.

Pemilahan terhadap pelaksanaan hukum-hukum Allah, 
yang sebagian diamalkan dan sebagain yang lain ditinggalkan, 
kita dapat merujuk kepada hukuman h}udu>d dan qis}a>s}. Dalam 
merealisasikan dua hukuman itu, seorang hakim tidak boleh 
memilah antara keduanya, yaitu sebagian dilaksanakan dan 
sebagian yang lain ditinggalkan. Misalnya, hukuman yang 
berkaitan dengan h}udu>d diproses sesuai dengan ketentuan 
yang terdapat dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah, sedang hukum-
an yang berkaitan dengan qis}a>s} tidak diproses atau tidak di-
laksanakan. Perbuatan semacam ini termasuk penyimpangan 
terhadap aturan Allah yang seha rusnya dilaksanakan secara 
konsisten dan konsekuen.

B.  Al-SunnahB.  Al-Sunnah
Al-Sunnah secara etimologis berarti tradisi yang biasa di-

lakukan atau jalan yang dilalui (al-t}ari>qah al-maslu>kah), baik 
yang terpuji maupun yang tercela.30 Pengertian di atas dapat 
dipahami dari sabda Rasulullah: 

29 Ibid., 2 [al-Baqarah]: 159-160. Untuk ayat-ayat yang lain, lihat al-Qur‘a>n, 2 
[al-Baqarah]: 174-175; 3 [A<li ‘Imra>n]: 83, 85, 187; 5 [al-Ma>’idah]: 41-44, 48-
50, dan 67-68; 4 [al-Nisa>’]: 150 dan 64-65. 

30 Muhaimin et.al., Dimensi-dimensi Studi Islam (Surabaya: Karya Abditama, 
1994), 129.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM32

Barangsiapa yang mengerjakan (memelopori) sunnah 
(tradisi) yang baik, ia akan mendapatkan pahala atas 
perbuatan itu dan pahala orang yang mengerjakan sam-
pai hari kiamat. Barangsiapa yang mengerjakan sunnah 
yang jelek, ia akan mendapatkan dosa atas perbuatan 
itu dan dosa orang yang mengerjakannya sampai hari 
kiamat.31

Al-Sunnah juga berarti al-si>rah32 (perilaku, jalan hidup). 
Dalam hal ini al-Sunnah dapat diartikan shari>‘ah, hukum, atau 
aturan.33 Secara terminologis al-Sunnah ialah sesuatu yang da-
tang dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan maupun ketetap-
an.34 Dari definisi ini tampak jelas bahwa al-Sunnah ada tiga 
macam, yaitu Sunnah Qawli>yah, Sunnah Fi‘li>yah, dan Sunnah 
Taqri>ri>yah.

Sunnah Qawli>yah ialah ucapan Rasulullah yang didengar 
dan dinukil oleh sahabat, namun yang diucapkannya itu bukan 
wahyu al-Qur’a>n.35 Hadis-hadis yang disabdakan Rasulullah  itu 
misalnya adalah pembunuhan. Rasulullah bersabda: 

Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi 

31 Bandingkan dengan Abu> al-H{asan Muslim bin H{ajja>j al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>. 
S{ah}i>h} Muslim, juz 4 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1992), 46-47. 

32 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: 
Pustaka Amani, 1996), 716. Louis Ma’luf, al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A‘la>m 
(Da>r  al-Mashriq, t.t.), 353.

33 al-Qur’a>n, 35 [Fa>t}ir]: 43, 48 [al-Fath}]: 23, 17 [al-Isra>’]: 77.
34 ‘Awdah, al-Tashrî>‘, juz 1, 173.
35 Syarifuddin, Ushul, 77.
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bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah 
utusan Allah kecuali disebabkan salah satu dari tiga hal. 
Pertama, duda (janda) yang berzina. Kedua, membunuh 
seseorang. Ketiga, meninggalkan agama yang memecah 
belah kelompok.36

Sunnah Fi’li>yah ialah semua perbuatan dan tingkah laku 
Rasulullah yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat, kemudian 
disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahui-
nya.37 Hadis-hadis yang dikerjakan Rasulullah itu misalnya 
adalah keputusan dengan sanksi dalam kasus perzinaan setelah 
ada pengakuan, memotong tangan kanan dalam kasus pencurian, 
dan lain sebagainya.

Sunnah Taqri>ri>yah ialah suatu ucapan atau perbuatan sa-
habat yang dikerjakan di hadapan Rasulullah, namun beliau 
diam dan tidak menyanggahnya. Perbuatan itu dianggap se-
bagai pengakuan dan kesepakatan dari Rasulullah. Pengakuan 
Rasulullah terhadap praktik sahabat itu misalnya adalah hadis 
yang berkaitan dengan Mu‘a>dh bin Jabal ketika akan diutus ke 
Yaman sebagai Hakim dan Gubernur.38 Pengakuan Rasulullah 
ini bersifat general, tidak membedakan antara hukum pidana 
dan yang bukan pidana.

36 Abu> Da>wud Sulayma>n bin Ash‘ath al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, juz 3 
(Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), 333. Abu> ‘I<sa> Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Sawrah al-
Turmudhi>, al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} wa Huwa Sunan al-Turmudhi>, jilid 4 (Beirut: Da>r 
al-Fikr, 1988), 13.

37 Syarifuddin, Ushul, 78. 
38 Ketika Mu‘a>dh hendak meninggalkan Rasulullah, beliau bertanya tentang 

landasan yang akan dipergunakan untuk menghukum jika ia dihadapkan 
pada suatu masalah. Mu‘a>dh menjawab bahwa ia akan menghukum 
berlandaskan kandungan al-Qur’a>n. Rasulullah bertanya, andaikan engkau 
tak mendapatkannya dalam al-Qur’a>n, apa landasan hukummu? Ia menjawab 
bahwa ia akan menghukum berdasarkan al-Sunnah. Rasulullah bertanya lagi, 
andaikan engkau tidak mendapatkannya, baik dalam al-Qur’a>n maupun al-
Sunnah, lantas berdasarkan apa engkau menghukum? Ia menjawab bahwa ia 
akan menghukum dengan pertimbangannya sendiri. Rasulullah sangat gembira 
mendengar jawaban tersebut. Abu> Da>wud, Sunan, juz 3, 168.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM34

Dari segi kesejarahan, al-Sunnah berbeda dengan al-Qur’a>n. 
Al-Qur’a>n telah ditulis sejak zaman Rasulullah dan sempurna 
dibukukan pada masa pemerintahan ‘Uthma>n bin ‘Affa>n (23-
35 H). Sementara al-Sunnah baru mulai dikodifikasi pada masa 
peme rintahan ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z (99-101). Selama satu 
abad al-Sunnah terus berkembang tanpa kendali, sehingga banyak 
penetrasi pemikiran para perawi yang masuk tanpa kontrol. Atas 
dasar ini, pada abad ke-2 H, para ulama menyusun suatu metodo-
logi untuk menganalisis al-Sunnah agar dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah-masalah.39

Metode analisis itu, di antaranya mampu mengklasifikasi 
al-Sunnah dari segi jumlah para perawi pada setiap tingkatan, 
yaitu Sunnah Mutawa>tir, Sunnah Mashhu>r, dan Sunnah A<h}a>d. 
Pembagian ini kemudian menjadi tolak ukur dalam menentukan 
keqat}‘i>yan dan kez}anni>yan al-Sunnah.

Sunnah Mutawa>tir (al-Sunnah al-Mutawa>tirah)40 adalah 
qat}‘i>y al-wuru>d dari Rasulullah. Oleh karena itu, kemuatawa>tiran 
naql berfaidah pasti kerena kejujuran sahabat. Sunnah Mashhu>r 
(al-Sunnah al-Mashhu>rah)41 adalah qat}‘i>y al-wuru>d dari sahabat 
yang telah menukil dari Rasulullah. Sunnah Mashhu>r tidak qat}‘i>y 
al-wuru>d dari Rasulullah karena orang yang menerima al-Sunnah 
dari Rasulullah bukan sekelompok orang yang mencapai tingkat 
mutawa>tir. Sunnah A<h}a>d (Sunnat al-A<h}a>d)42 adalah z}anni>yat 
al-wuru>d dari Rasulullah.

Semua al-Sunnah di atas merupakan hujjah (argumentasi) 

39 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Manajemen PT Raja 
Grafindo Persada, 1996), 35-36. 

40 Sunnah Mutawa>tir ialah al-Sunnah yang diriwayatkan secara bersambung oleh 
orang banyak kepada orang banyak yang kuantitasnya mencapai jumlah tertentu 
dari setiap tingkatan dan mereka tidak mungkin bersepakat berbuat dusta.

41 Sunnah Mashhu>r ialah al-Sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang 
sahabat yang perawinya tidak mencapai batasan mutawa>tir. 

42 Sunnah A<h}a>d ialah al-Sunnah yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak 
mencapai tingkat Sunnah Mashhu>r.
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yang wajib diikuti dan diamalkan. Sunnah Mutawa>tir adalah 
hadis yang pasti datang dari Rasulullah, sedang Sunnah Mashhu>r 
atau Sunnah A<h}a>d meskipun statusnya z}anni>, ia menjadi kuat jika 
di dalam tingkatan para perawinya adil (‘ada>lah), kuat hafalannya 
(d}abt}), dan dapat dipercaya atau positif (itqa>n).43

Jika dilihat dari segi indikatornya, al-Sunnah ada yang qat}‘i> 
indikasinya  (qat}‘i>y al-dala>lah) dan ada yang z}anni> indikasinya  
(z}anni>y al-dala>lah). Al-Sunnah dikatakan qat}‘i>y al-dala>lah jika 
al-Sunnah tidak memungkinkan adanya pena’wilan. Al-Sunnah 
dikatakan  z}anni>y  al-dala>lah jika al-Sunnah memungkinkan 
adanya pena’wilan.44

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua 
teks al-Qur’a>n dan al-Sunnah dapat dilihat dari dua segi, yaitu 
segi qat}‘i> dan z}anni>. Semua teks al-Qur’a>n jika dilihat dari segi 
datangnya adalah qat}‘i>y al-wuru>d, sedang al-Sunnah ada yang 
qat}‘i>y al-wuru>d dan ada yang z}anni>y al-wuru>d. Jika dilihat dari 
indikatornya, antara teks al-Qur’a>n dan al-Sunnah terdapat 
persamaan, yaitu ada yang qat}‘i>y al-dala>lah dan ada yang z}anni> 
al-dala>lah.

C. C. Ijma>‘Ijma>‘
Ijma>’ secara etimologis ialah al-‘azm (maksud, cita-cita), 

al-tas}mi}m (bulat),45 dan al-ittifa>q (sepakat).46  Arti ijma>’ dengan 
al-‘azm dan al-tas}mi}m selaras dengan firman Allah dan sabda 
Rasulullah:

43 Lihat Khalla>f, ‘Ilm, 43.
44 Lihat ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 176. 
45 Wahbah al-Zuh}ayli>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr , 1986), 489.
46 ‘Ali> bin Muh}ammad al-Jurja>ni, Kita>b al-Ta‘ri>fa>t (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmi>yah, 1988), 10. Najm al-Di>n Abu> al-Rabi>‘ Sulayma>n bin ‘Abd al-Qawiyy 
bin ‘Abd al-Kari>m bin Sa‘i>d al-T{u>fi>, Sharh} Mukhtas}ar al-Rawd}ah, juz 3 (Beirut: 
Mu’assasat al-Risa>lah, 1989), 5.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM36

Bulatkanlah keputusan kalian.47 

Tidak sempurna puasanya seseorang yang tidak ber-
maksud (berniat) berpuasa sebelum fajar keluar pada 
Bulan Ramadan.48 
Ijma>’ diartikan ittifa>q dapat dituangkan dengan kata-

kata , yakni   yang berarti kaum 
bersepakat terhadap suatu persoalan. Pengertian ini mem-
butuhkan kebulatan. Arti yang kedua (al-tas}mi>m) dan yang 
pertama (al-‘azm) terdapat perbedaan. Arti yang pertama 
diungkapkan pada satu tujuan (cita-cita), sedang yang kedua 
diungkapkan lebih dari satu tujuan.49 

Secara terminologis ijma>‘ ialah kesepakatan semua imam 
mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah wafat 
tentang hukum shar‘i>.50 Jika terjadi suatu peristiwa yang di-
hadapkan kepada semua mujtahid di antara umat Islam pada 
saat terjadinya peristiwa, maka kesepakatan mereka itu disebut 
ijma>‘.51 Kesepakatan mereka terhadap satu hukum dalam satu 
kejadian dianggap sebagai dalil bahwa hukum itu adalah hukum 
shar‘i>.52

Menurut definisi tersebut, pijakan ijma>‘ kepada mujtahid 
mengaksentuasikan adanya isolasi pada kesepakatan orang-orang 
awam dari ruang lingkup ijma>‘. Di samping itu, mujtahid yang 
dijadikan referensi dalam suatu periode memberi pengertian 
bahwa dalam periode terdapat sejumlah mujtahid pada saat 
terjadinya suatu peristiwa. Dalam konteks ini, ijma>‘ tidak dapat 

47 al-Qur’a>n, 10 [Yu>nus]: 71. Artinya, cita-citakanlah urusan kalian atau 
tentukanlah cita-cita kalian.

48 al-Turmudhi>, al-Ja>mi‘, juz 3, 108.
49 al-Zuh}ayli>, Us}u>l, juz 1, 490. 
50 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 179. Lihat al-T{u>fi>, Sharh}, juz 3, 6. 
51 Khalla>f, ‘Ilm, 45.
52 Ibid.
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diperhitungkan apabila seorang mujtahid atau sejumlah mujtahid 
muncul setelah terjadinya peristiwa itu. Definisi di atas secara 
deskripsional sangat jelas bahwa ijma>‘ hanya terjadi setelah Ra-
sulullah wafat. Katika Rasulullah masih hidup, otoritas tertinggi 
terhadap hukum dipegang oleh beliau. Kesepakatan dan tidaknya 
orang lain terhadap suatu ketetapan hukum tidak mempengaruhi 
otoritasnya.

Jika semua imam mujtahid di tengah-tengah umat Islam 
sepakat baik mereka berpisah atau mengelompok terhadap 
hukum suatu kejadian, maka hukum yang disepakati itu wajib 
diikuti.53 Ijma>‘ yang disepakati oleh seluruh imam mujtahid 
dianggap sebagai dalil qat}‘i>. Jika pendapat itu muncul dari mayo-
ritas imam mujtahid, pendapat itu dianggap sebagai dalil z}anni>. 
Seseorang boleh mengikutinya dan para imam mujtahid boleh 
berpendapat yang berbeda selagi wali>y al-amr (pemerintah) tidak 
berpendapat untuk mewajibkan mengikutinya.54 Jika pemerintah 
menetapkan agar masyarakat ikut, maka setiap mereka wajib 
mengikutinya.

Menurut ‘Awdah, ijma>‘ merupakan sumber hukum Islam. Ijma>‘ 
bersumber dari al-Qur’a>n dan al-Sunnah,55 tidak seperti ijtihad. 
Ijtihad tidak dapat dijadikan standar dalam menetapkan hukum. 
Ijtihad dapat dijadikan standar hanya berdasarkan sumber-sumber 
shari>‘ah secara umum (maba>di’ al-shari>‘ah al-‘a>mmah) dan spiritu-
alitasnya tentang ketentuan yang tidak terdapat teks yang jelas 
di dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah. Sedang kesepakat an para 
imam mujtahid terhadap hukum yang ditentukan pasti sesuai 
dengan sumber-sumber shari>‘ah secara umum dan spirit tashri>‘ 
di dalamnya.56 Oleh karena itu, berhimpunnya mereka dalam 
menetapkan satu hukum meskipun berbeda daerah, situasi, dan 

53 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 179. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid.

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM 37



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM38

mazhab merupakan dalil bahwa satu kebenaran yang menjadi 
kesepakatan mereka.57

Ijma>‘ sebagai sumber hukum secara tersirat dianjurkan 
oleh al-Qur’a>n dan al-Sunnah. Di dalam al-Qur’a>n Allah 
berfirman: 

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul-Nya; dan uli> al-amr di antara kalian.58

Menurut ‘Awdah, yang dimaksud uli> al-amr di dalam ayat 
itu adalah ahli hukum dan ulama secara bersama-sama. Tiap-tiap 
dari mereka adalah wali>y al-amr jika dilihat dari perbuatannya. 
Jika ulama sepakat dalam menetapkan hukum-hukum, maka 
hukumnya wajib diikuti, karena taat kepada mereka adalah wajib 
berdasarkan teks al-Qur’a>n.59 Allah berfirman: 

 
Jika mereka menyerukannya kepada Rasul dan uli> al-
amr di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 
dari mereka (Rasul dan uli> al-amr).60

Menurut Kamali, ayat yang paling sering dikutip oleh para 
ulama untuk mendukung ijma>‘ adalah surat al-Nisa>’ ayat 115 
yang berbunyi:

Barangsiapa yang menentang Rasul setelah kebenaran jelas 
baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang 

57 Ibid.
58 al-Qur’a>n, 4 [al-Nisa>’]: 59.
59 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 179. 
60 al-Qur’a>n, 4 [al-Nisa>’]: 83. Yang dimaksud ulu> al-amr dalam ayat di atas adalah ulama. 
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mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang 
telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jaha-
nam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.61

Para mufassir berpendapat bahwa jalan orang-orang yang 
beriman ( ) dalam ayat itu berarti kesepakatan dan 
jalan yang mereka pilih, yakni konsensus mereka. Oleh karena 
itu, mentaati jalan umat adalah wajib dan mengingkarinya adalah 
haram. Berpaling dari jalan orang-orang yang beriman dianggap 
sebagai tidak mentaati Nabi, keduanya adalah dilarang.62

Al-Sunnah juga menjadikan pendapat kolektif sebagai kebe-
naran murni dan terhindar dari kesalahan63 dan kesesatan. Dalam 
berbagai riwayat Rasulullah bersabda: 

Umatku tidak akan bersepakat terhadap kesalahan.64

 

Sesungguhnya umatku tidak akan menyepakati kese-
satan. Jika kalian melihat perbedaan, maka ambillah 
pendapat mayoritas.65

Kata d}ala>lah ( ) dan khat}a’ ( ) dalam hadis-hadis di 
atas dapat bermakna kekafiran dan bid‘ah.66 Rasulullah mungkin 
memaksudkan bahwa umatku tidak akan jatuh dalam kekafiran. 
Kata khat}a’ tampaknya bersifat umum dan dapat mencakup keka-
firan, sedang kata d}ala>lah tidak, yakni bermakna tindakan salah 
atau keliru. Jika d}ala>lah bermakna kekafiran, maka hadis-hadis 
tersebut gagal memberikan otoritas bagi infallibilitas umat. Jika 

61 Ibid., 4 [al-Nisa>’]: 115.
62 Kamali, Principles, 176.
63 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 179.
64 Arti khat}a’ oleh ulama masih dipertanyakan. 
65 Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, juz 2 

(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, t.t.), 1303. 
66 Kamali, Principles, 178
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d}ala>lah bermakna kesalahan, maka hadis-hadis tersebut dapat 
memberikan otoritas semacam itu.67

D.  D.  Qiya>sQiya>s
Secara etimologis qiya>s berarti ukuran (mikya>l), takaran 

(mi‘ya>r), persesuaian (al-tana>sub), kaidah/aturan (qa>’idah).68 Qiya>s 
merupakan ibarat (ungkapan) dari pengukuran (al-taqdi>r)69 atau pe-
nyamaan (al-taswi>yah).70 Dengan demikian, qiya>s berarti mengukur 
atau menyamakan sesuatu dengan benda lain yang sepadan.

Secara terminologis qiya>s ialah menghubungkan atau menya-
makan ketentuan yang tidak ada nas}s} dengan ketentuan lain yang 
ada nas}s} di dalam hukum shar‘i> yang dinas}s}kan karena keduanya 
ada kesamaan kausa hukum.71 Dari segi teknis, qiya>s merupakan 
perluasan nilai shari>‘ah yang terdapat dalam kasus as}l (asal) kepada 
kasus baru karena yang disebut terakhir mempunyai kausa yang 
sama dengan kasus yang pertama. Kasus asal ditentukan oleh nas}s} 
yang ada dan qiya>s berusaha memperluas ketentuan tekstual tersebut 
kepada kasus yang baru. Dengan adanya kesamaan kausa antara 
kasus asal dan kasus baru, penerapan qiya>s dapat dijustifikasi.72

67 Ibid., 180. Lihat Abu> H{a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad bin Muh}ammad bin 
Muh}ammad al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa> fi> ‘Ilm al-Us}u>l (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmi>yah, 1993), 140.

68 Munawwir, Kamus, 1266. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus 
Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok 
Pesantren Krapyak, 1997), 1479.

69 al-Jurja>ni>, Kita>b, 181. Menurut al-Jurja>ni>, qiya>s merupakan ungkapan tentang 
pengambilan sesuatu terhadap sesuatu yang sebanding. Ibid.

70 Fakhr al-Di>n Muh}ammad bin ‘Umar bin H{usayn al-Ra>zi>, al-Mah}s}u>l fi> ‘Ilm 
Us}u>l al-Fiqh, jilid 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1988), 236. Menurut 
al-Ra>zi>, penyamaan itu tidak akan terealisasi kecuali di antara dua hal. Ibid. 
Dari ungkapan al-Ra>zi> ini dapat dipahami bahwa hukum itu ada yang affirmasi 
(ithba>t) dan ada yang negasi (nafy). 

71 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 182. Yang dimaksud menghubungkan atau 
menyamakan (ilh}a>q) adalah menyingkap dan menampakkan hukum, bukan 
menetapkan dan memunculkan hukum. al-Zuh}ayli>, Us}u>l, juz 1, 603. Dalam hal 
ini, hukum yang ditetapkan dengan qiya>s (maqi>s) masih terpaku pada ketetapan 
hukum yang ada (maqi>s ‘alayh), bukan hukum baru. 

72 Kamali, Principles, 199.



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk merealisasikan konsep qiya>s sesuai dengan definisi 
di atas dibutuhkan beberapa unsur:
1.  Al-As}l, yaitu ketentuan yang ada hukumnya dalam nas}s}. 

Ketentuan itu dinamakan maqi>s ‘alayh (yang dijadikan ukur-
an), mah}mu>l ‘alayh (yang dijadikan bawaan/pemahaman), 
dan mushabbah bih (yang dijadikan keserupaan).

2.  Al-Far‘, yaitu ketentuan yang tidak ada hukumnya di dalam 
nas}s}, tetapi ada maksud menyamakannya kepada as}l dalam 
hukumnya. Ketentuan itu dinamakan maqi>s (yang diukur), 
mah}mu>l (yang dibawa/dipahami), dan mushabbah (yang 
diserupakan).

3.  H{ukm al-as}l, yaitu hukum shar‘i> yang ada nas}s}nya di dalam 
as}l dan yang dimaksud adalah pangkal hukum.

4.  Al-‘Illah, yaitu sifat (keadaan) yang dijadikan dasar h}ukm 
as}l (hukum asal) berdasarkan wujudnya keadaan itu dalam 
far‘ (cabang) dan cabang itu disamakan dengan as}l dalam 
hukumnya.73

Jika nas}s} telah menunjukkan hukum tentang suatu keja-
dian dan kausa hukum telah diketahui melalui kausa-kausa 
hukum yang lain, maka kejadian lain harus disamakan dengan 
kejadian yang terdapat dalam nas}s} yang kausanya sama.74 
Misalnya, minum-minuman keras adalah kejadian yang 
hukum nya telah ditetapkan berdasarkan nas}s}, yaitu haram. 
Allah berfirman: 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum 
khamer, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi 
nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk 

73 Khalla>f, ‘Ilm, 60. 
74 Ibid., 52. 

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM 41



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM42

perbuatan syetan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.75

Ayat itu didukung dan diperkuat oleh hadis yang diriwayat-
kan oleh Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Tiap-tiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer dan 
setiap khamer adalah haram.76

Hadis di atas menjelaskan bahwa kausa hukum khamer ada-
lah memabukkan. Oleh karena itu, setiap arak atau minum-minu-
man keras yang terdapat kausa memabukkan disamakan dengan  
kausa hukum yang terdapat dalam khamer, yaitu diharamkannya 
meminum khamer. Dengan demikian, minum-minuman keras 
hukumnya adalah haram.

Sekalipun tidak ada otoritas yang jelas bagi qiya>s di dalam 
al-Qur’a>n, tetapi beberapa ulama dari empat mazhab Sunni dan 
Shi>‘ah Zaydi>yah telah memvalidasi qiya>s dan mengutip berbagai 
ayat al-Qur’a>n untuk mendukung pendapat mereka.77 Mereka itu 
termasuk mayoritas ulama yang membolehkan qiya>s. Menurut 
mereka, qiya>s adalah h}ujjah shar‘i>yah terhadap hukum-hukum 
praksis.78 Mereka merujuk kepada surat al-Nisa>’ ayat 59. Menu-
rut mereka, perselisihan hanya dapat dirujuk kepada Allah dan 
Rasul dengan mengikuti tanda-tanda dan indikasi-indikasi yang 
kita temukan dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah. Satu-satunya 
cara untuk mencapai hal itu adalah mengidentifikasi alasan 
ah}ka>m dan menerapkannya kepada persoalan-persoalan yang 
dipertentangkan,79 yaitu qiya>s.

Para pendukung qiya>s juga mengutip firman Allah surat 

75 al-Qur’a>n, 3 [A<li ‘Imra>n]: 90.
76 Muslim, S{ah}i>h}, juz 3, 1588. 
77 Kamali, Principles, 216.
78 Khalla>f, ‘Ilm, 54. 
79 Kamali, Principles, 216. Lihat Khalla>f, ‘Ilm, 54.
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al-H{ashr ayat 2, yaitu:  (Pikirkanlah wahai 
orang-orang yang mempunyai pandangan). Pemikiran dalam kon-
teks ini memperhatikan kesamaan dan perbedaan antara dua hal 
yang serupa. Dua ayat lain yang dikutip oleh ulama adalah surat 
al-Na>zi‘a>t ayat 26, yaitu  (Sesungguhnya 
pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut) 
dan surat A<li ‘Imra>n ayat 13, yaitu  
(Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai pandangan).

Selain berargumentasi dengan al-Qur’a>n, mereka juga men-
dasarkan qiya>s pada al-Sunnah untuk memperkuat kehujjahan-
nya, di antaranya adalah hadis yang berkaitan dengan Mu‘a>dh 
bin Jabal ketika dia diutus ke Yaman untuk menjadi Hakim  
dan Gubernur. Di dalam hadis itu Rasulullah mengakui Mu‘a>dh 
untuk berijtihad ketika tidak menemukan nas}s} al-Qur’a>n dan 
al-Sunnah.

Praktik Rasulullah juga menunjukkan adanya qiya>s. Dalam 
suatu peristiwa, Rasulullah pernah menggunakan analogi pada 
kesempatan-kesempatan ketika beliau tidak menerima wahyu 
tentang suatu persoalan. Dalam suatu riwayat dijelaskan, se-
orang wanita Khathami>yah bertanya kepada Rasulullah tentang 
ayahnya yang telah meninggal dunia sebelum melaksanakan 
ibadah haji, apakah bermanfaat jika dia melaksanakan ibadah haji 
atas nama ayahnya. Rasulullah menjawab, seandainya ayahnya 
mempunyai utang yang harus dibayar dan engkau membayar atas 
nama dia, maka apakah hal itu menguntungkan baginya? Dia 
menjawab, ya. Rasulullah bersabda, utang kepada Allah lebih 
berhak dibayar lebih dahulu.80

Tentang pemberlakuan qiya>s pada masalah hukum pidana 
ta‘zi>r, secara umum diperkenankan. Jari>mah ta‘zi>r hukumannya 
diserahkan kepada uli> al-amr (penguasa, hakim, pemerintah) yang 

80 Ibid., 218.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM44

secara otomatis menggunakan ra’y.81 
Fuqaha>’ berbeda pendapat tentang pemberlakuan qiya>s pada 

masalah h}udu>d dan kaffa>ra>t. Yang sepakat berargumentasi dengan 
dua alasan. Pertama, hadis yang berkaitan dengan Mu‘a>dh bin 
Jabal ketika akan diutus Rasulullah merupakan ungkapan umum, 
tanpa ada rincian. Keumuman hadis ini menunjukkan kebolehan 
qiya>s dalam masalah pidana. Dalam hal ini, kata-kata Mu‘a>dh 
tentang “ijtihad” dibenarkan oleh Rasulullah. Kata “ijtihad” 
adalah umum dan macamnya tidak ditentukan. Jika dikaitkan 
dengan qiya>s, qiya>s adalah salah satu cara ijtihad yang tidak di-
tentukan untuk salah satu lapangan hukum tertentu. Oleh karena 
itu, pemakaian qiya>s dalam jari>mah dan sanksi dapat dibenarkan.82 
Kedua, ketika sahabat bermusyawarah tentang h}add khamer, 
‘Ali> berpendapat bahwa orang yang minum, dia akan mabuk. 
Jika dia mabuk, dia akan mengigau. Jika dia mengigau, dia akan 
memfitnah (menuduh zina). Oleh karena itu, hukumlah orang 
yang memfitnah. ‘Ali> dalam hal ini menganalogkan orang yang 
minum khamer dengan orang yang memfitnah dan tak satupun 
sahabat yang mengingkarinya sehingga menjadi ijma>‘.83

Fuqaha>’ yang tidak sependapat berargumentasi dengan ala-
san. Pertama, h}udu>d dan kaffa>ra>t termasuk ketentuan yang telah 
ditentukan dan ketetapan tersebut tidak diketahui alasannya. Hal 
ini berbeda dengan qiya>s yang dasarnya adalah logika dengan 
menggunakan kausa hukum asal. Oleh karena itu, ketentuan 
itu tidak boleh berdasarkan logika.84 Kedua, qiya>s didasarkan 
pada ‘illah yang sifatnya spekulatif, bisa benar dan bisa salah. 
Spekulasi termasuk syubhat yang tidak boleh diterapkan dalam 
masalah h}udu>d dan kaffa>ra>t.

81 Muh}ammad Abu> Zahrah, al-Jari>mah wa al-’Uqu>bah fi> al-Fiqh al-Isla>mi (Kairo: 
Maktabat al-Angelo al-Mis}ri>yah, t.t.), 227.

82 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 34. 
83 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 183-184. 
84 Ibid., 184.
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85 Ibid.

Menurut ‘Awdah, pendapat yang tidak membolehkan qiya>s 
dalam masalah pidana lebih kuat. Menurutnya, qiya>s dalam 
masalah pidana bukan termasuk sumber hukum, tetapi sebagai 
sumber penafsir yang membantu berbagai aktivitas yang di-
masukkan dalam nas}s}. Jika nas}s} mengharamkan sesuatu secara 
jelas dengan memberikan ‘illah, maka berbagai ketentuan yang 
sepadan dimasukkan dalam ‘illah tah}ri>m.85 Misalnya, tindak 
pidana liwa>t} dapat disamakan dengan zina. Meskipun qiya>s 
sebagai penafsir, secara umum dia menetapkan bahwa qiya>s 
sebagai sumber hukum pidana Islam. Untuk itu, seringkali dia 
menetapkan hukum berdasarkan qiya>s jika tidak terdapat nas}s} 
secara jelas. 
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A.  Asas LegalitasA.  Asas Legalitas
Kata “asas” berasal dari bahasa Arab asas yang berarti dasar 

atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa 
Latin, yaitu lex (kata benda) yang berarti undang-undang, atau 
dari kata legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan 
undang-undang. Dengan demikian, arti legalitas adalah keabsah-
an sesuatu menurut undang-undang.1

Asas hukum pidana Islam merujuk pada kaidah us}u>l fiqh. 
Di antara kaidah yang dituangkan adalah  

 (tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang 
mukallaf kecuali ada nas}s}).2 Dengan perkataan lain, perbuatan 
seseorang yang cakap tidak dilarang selama belum ada nas}s} (ke-
tentuan) yang melarangnya. Dia mempunyai kebebasan untuk 
melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada 
nas}s} yang melarangnya.3

Selain kaidah di atas terdapat kaidah lain, yaitu 

ASAS-ASAS
HUKUM PIDANA ISLAM

1 Subekti Tjitrosudibyo, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), 63.
2 ‘Abd al-Qa>dir ‘‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi> Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n 

al-Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 115.
3 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 

58.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM48

 (asal dalam segala sesuatu dan 
perbuatan adalah boleh).4 Artinya, melakukan atau meninggalkan 
perbuatan pada dasarnya adalah boleh jika tidak ada nas}s} yang 
melarangnya. Dengan demikian, selama belum ada nas}s} yang 
melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan 
dan sikap tidak berbuat tersebut.

Dua kaidah di atas dituangkan dalam satu pengertian bahwa  
perbuatan itu tidak boleh dianggap tindak pidana kecuali ber-
dasarkan nas}s} yang jelas mengharamkan melakukan atau mening-
galkan. Jika tidak ada nas}s} yang mengharamkan, maka tidak ada 
pertanggungjawaban dan sanksi bagi orang yang berbuat atau 
yang tidak berbuat.5

Dari dua kaidah di atas, muncul kaidah us}u>l yang ketiga, 
yaitu:

Menurut shara‘, orang yang diberi beban hanya orang 
yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil 
pembebanan terhadap apa yang dibebankan. Menurut 
shara‘, pekerjaan yang dibebankan hanya pekerjaan 
yang mungkin dilaksanakan, disanggupi, dan diketahui  
sehingga dia terdorong untuk melakukannya.6

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa seorang mukal-
laf harus mampu memahami nas}s}-nas}s} shara‘ yang berisi hukum 

4 Kaidah yang sama adalah  
(Hukum asal sesuatu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya). 
Jala>l al-Di>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, al-Ashba>h wa al-Naz}a>’ir fi> 
al-Furu>‘ (Semarang: Thoha Putra, t.t), 43. 

5 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 116.
6 Ibid.
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takli>fi>.7 Dalam konteks ini, orang yang tidak mengetahui adanya 
perintah atau larangan, dia tidak akan melakukan perbuatan 
sesuai dengan perintah atau larangan tersebut. Dalam undang-
undang sendiri, faktor-faktor yang mendorong seseorang berbuat 
pasti ada. Oleh karena itu, dia mengatahui bahwa dia akan dike-
nai hukuman jika tidak berbuat. Jika ketetapan tidak ada, sese-
orang tidak mungkin diklasifikasikan dalam pengertian di atas.  
Artinya, seseorang yang berbuat tidak bisa dikatakan melanggar 
kecuali ada ketentuan (nas}s}). Dalam kaidah lain disebutkan:

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak dapat 
dipandang sebagai tindak pidana sebelum adanya nas}s} 
yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. 
Apabila tidak ada ketentuan nas}s} yang mengharamkan 
suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat maka seseorang 
tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan orang yang 
berbuat dan yang tidak berbuat tidak dipidana.8

Berangkat dari kaidah di atas, asas hukum pidana Islam ada-
lah asas legalitas. Rumusannya adalah  

 (tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa 
ada nas}s}  dalam shari>‘ah Islam). Menurutnya, konsep ini tidak 
bisa disandarkan pada rasio dan logika serta nas}s} shari>‘ah secara 
umum yang menganjurkan berbuat adil dan baik, mengharam-
kan penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Hal ini harus 
disandarkan pada nas}s} shari>‘ah secara spesifik dan jelas dalam 
pengertiannya.9 Allah berfirman:

7 Ibid., 117.
8 al-A<midi>, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 52.
9 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 117.
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Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga Kami 
mengutus seorang rasul.10

Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota sebelum 
Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang mem-
bacakan ayat-ayat Kami; dan tidak pernah (pula) Kami 
membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam 
keadaan melakukan kezaliman.11

Dan Kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan 
sesudah ada baginya orang-orang yang memberi perin-
gatan.12

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita 
gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan 
bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-
rasul itu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.13

Sesungguhnya Kami mengutusmu dengan membawa 
kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

10 al-Qur’a>n, al-Isra>’ [17]: 15.
11 Ibid., al-Qas}as} [28]: 59. Untuk ayat-ayat yang lain, lihat al-Qur’a>n, al-Nisa>’ 

[4]: 16, al-An‘a>m [6]: 19, dan al-Anfa>l [8]: 38.
12 Ibid., al-Shu‘ara>’ [26]: 208.
13 Ibid., al-Nisa>’ [4]: 165.
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pemberi peringatan. Tidak ada suatu umatpun melainkan 
telah ada padanya seorang pemberi peringatan.14

Nas}s} di atas secara riil menjelaskan bahwa pidana dan hukuman 
itu tidak ada kecuali sebelumnya ada penjelasan dan peringatan. 
Oleh karena itu, siksaan tidak akan ditimpakan oleh Allah kepada 
manusia tanpa ada penjelasan dan peringatan sebelumnya  dari para 
rasul. Hal ini terlihat dari kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum 
Muhammad, misalnya kisah kaum ‘A<d. Thamu>d, Madyan, Qa>ru>n, 
dan Fir‘awn.  Selain itu, Allah tidak akan memberikan beban kepada 
mereka  kecuali berdasarkan kemampuannya. 

Penerapan asas legalitas tersebut ditunjukkan oleh Rasulullah. 
Beliau memberikan hukuman sesuai nas}s}-nas}s} yang telah sampai 
kepadanya, misalnya hukuman jilid yang diberikan kepada pelaku 
minum khamer. Sebelum adanya nas}s} yang menunjukkan kehara-
man khamer  dan hukuman bagi para pelanggarnya, para peminum 
khamer tidak diberikan hukuman. Contoh yang lain adalah hukuman 
bagi pelaku zina. Sebelum adanya nas}s} yang menjelaskan hukuman 
dera bagi pelaku zina bukan muh}s}an dan rajam bagi pelaku zina 
muh}s}an, hukuman bagi mereka ditahan di rumah sampai meninggal 
sesuai nas}s} yang berlaku pada saat itu. 

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’a>n dan kaidah-kaidah di atas, 
seseorang atau perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana 
jika dua syarat terpenuhi:
1. Syarat yang berkaitan dengan sifat mukallaf, yaitu:

a. Sanggup memahami nas}s} shara‘ yang berisi takli>f baik 
yang berbentuk tuntutan maupun larangan. Dengan de-
mikian, orang gila tidak termasuk kategori mukallaf.

b. Pantas dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat 
dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, orang yang dipaksa atau 
berbuat karena membela diri tidak termasuk dalam kategori 
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

14 Ibid., Fa>t}ir [35]: 24.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM52

2. Syarat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dalam 
hal ini ada unsur yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Perbuatan ini sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
b. Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh 

orang yang berakal dan mukallaf, artinya beban yang 
berisi larangan atau perintah itu sudah disiarkan dan 
jelas ada ancaman hukuman bagi orang yang melanggar 
aturan tersebut.15

Berpijak dari ketentuan di atas, maka ketentuan hukum pidana 
h}udu>d dan qis}a>s}-diyah telah ditetapkan oleh shari>‘ah. Asas legalitas 
diterapkan oleh shara‘ pada semua jari>mah dengan cara yang ber-
beda, baik pada jari>mah h}udu>d, qis}a>s}-diyah, maupun ta‘zi>r. Dalam 
jari>mah h}udu>d dan qis}a>s}-diyah yang hukumannya telah ditentukan 
oleh shara‘, nas}s}-nas}s} tentang hukuman tersebut secara tegas dan 
jelas dinyatakan dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah. Dalam jari>mah 
ta‘zi>r penerapan asas legalitas berbeda dengan jarimah h}udu>d dan 
qis}a>s}-diyah, karena dalam jarimah ta‘zi>r syariat Islam tidak me-
nentukan secara tegas dan terperinci. Jari>mah ta‘zi>r sebagian sudah 
ditentukan oleh shara‘ tetapi hukumannya belum ada dan ada pula 
sebagian yang belum ditentukan oleh shara‘ dan diserahkan kepada 
pemerintah untuk menetapkannya. 

Secara garis besar jari>mah ta‘zi>r sudah ditentukan oleh 
shara‘ karena hukumannya bersifat mendidik terhadap perbuatan 
maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh shara‘. De-
ngan demikian, setiap perbuatan maksiat adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum shara‘ dan merupakan jari>mah yang 
harus dikenakan hukuman. 

Landasan tersebut merupakan wujud dinamisasi hukum pi-
dana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang 
belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang 
dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat 

15 Hanafi, Asas, 59-60. Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam 
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 22-23.
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dituntut dan dihukum. Berpegang pada asas legalitas secara kaku 
menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan 
masyarakat. Banyak kejahatan baru yang tidak diatur dalam 
undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu 
ketertiban masyarakat.16 

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa 
Latin: Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tiada 
delik dan tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu).17 
Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu 
dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan 
jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau 
kesewenang-wenangan hakim, menjamin kesamaan individu de-
ngan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus 
diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal 
dan hukumannya. Berdasarkan asas ini, tiada suatu pelanggaran 
boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyata-
kan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu 
belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap 
orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya 
sebagai tindak pidana.18

Di Barat asas legalitas baru dikenal pada abad ke-18. Orang 
yang memiliki peranan penting dalam memperkenalkan asas ini 
di Barat adalah Cecaria Beccaria. Ia menulis buku Dei Delit-
tie e Della Pene (On Crimes and Punishment) yang pertama 
kali diterbitkan pada tahun 1964 di Tuscany. Dalam karyanya 
tersebut ia menyatakan bahwa agar hukuman yang sama itu 

16 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum 
Pidana Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.

17 Menurut Moeljatno, secara historis istilah tersebut digagas oleh Anselm 
van Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya Lehrbuch des 
Peinlichen Recht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat pasal 1 ayat (1) 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 23.

18 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam 
Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Oress, 2003), 10-11.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM54

tidak diterapkan kepada setiap keadaan baik yang dilakukan 
oleh seorang maupun beberapa orang, melainkan diterapkan 
secara tepat, sesuai kebutuhan dan proporsional, maka hukuman 
tersebut harus didasarkan pada kepentingan publik (umum) dan 
ditetapkan melalui aturan (undang-undang).19

Menurut Andi Hamzah, negara Barat yang pertama kali 
mencantumkan asas legalitas dalam KUHP-nya adalah Austria. 
Austria mencantumkan asas tersebut dalam KUHP-nya pada 
tahun 1787. Sedangkan negara yang pertama kali mencantum-
kannya dalam konstitusi adalah Amerika Serikat. Amerika 
Serikat mencantumkan asas tersebut dalam konstitusinya pada 
tahun 1783.20 

‘Awdah menyebutkan bahwa negara yang pertama kali 
menerapkan asas legalitas adalah Perancis yang ditandai dengan 
tercantumnya asas tersebut dalam perundang-undangannya pada 
tahun 1789 sebagai akibat dari terjadinya revolusi Perancis. 
Sebelumnya, hakim-hakim memiliki kekuasaan yang luas dan 
mutlak dalam memutuskan perkara sehingga banyak melukai 
perasaan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai keadilan. 
Kesewenang-wenangan hakim ini menjadi salah satu faktor dari 
pencetus evolusi Perancis itu sendiri. Dengan adanya asas legali-
tas, hakim menjadi terikat dengan undang-undang sehingga tidak 
bisa sewenang-wenang memberikan hukuman. Dari Perancis, 
asas ini kemudian menyebar ke negara-negara lainnya.21

Di Indonesia asas legalitas tertuang dalam KUHP pasal (1) 
ayat 1 yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana 
melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-
undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.22

Terlepas dari perbedaan mana yang pertama kali mene-

19 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam 
dalam Konteks Modernitas (Bandung: Asy-Syamli, 2001), 113-114.

20 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 28-29.
21 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 118.
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rapkan asas legalitas, Islam telah menerapkannya sejak empat 
belas abad lalu sejak Rasulullah diutus. Hal ini dapat dilihat dari 
ayat-ayat di atas dan penerapan asas legalitas yang dilakukan 
oleh Rasulullah. 

B.  Asas Praduga Tak BersalahB.  Asas Praduga Tak Bersalah
Konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari asas legali-

tas adalah asas praduga tidak bersalah (principle of lawfullness/
presumption of innocence). Menurut asas ini, semua perbuatan 
dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh nas}s}  hu-
kum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk 
suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada 
sebuah kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang 
beralasan muncul, seorang dituduh harus dibebaskan. Konsep 
ini telah diletakkan dalam hukum pidana Islam jauh sebelum 
dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Dalam sebuah hadis 
Rasulullah bersabda: 

Hindarilah h}add dari umat Islam semampu kalian. 
Jika kalian mendapat kelonggaran bagi orang Islam, 
berilah jalan keluarnya. Imam jika salah dalam mem-
berikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam 
memberikan sanksi.23

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun kaidah 
 (h}udu>d gugur karena syubhat).24 Menu-

rut Ibn Surayh, keraguan (syubhat) adalah sesuatu yang tidak 

22 M. Boediarto dan K. Wantjik Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 9. 

23 Abu> Bakr Ah}mad bin H{usayn bin ‘Ali> al-Bayhaqi>, al-Sunan al-Kubra>, juz 8 
(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1994), 413.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM56

diketahui dengan pasti kehalalannya atau keharamannya. Sebe-
lum ada petunjuk yang pasti, langkah yang paling baik adalah 
al-tawaqquf (berdiam diri).25 Ibn Nujaym menjelaskan bahwa 
syubhat adalah sesuatu yang membuat samar sesuatu yang tetap 
sehingga menjadi tidak ada kepastian.26

Asas praduga tidak bersalah ini berkaitan erat dengan batal-
nya hukum karena karaguan (doubt). Putusan untuk menjatuhkan 
hukum harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan, 
misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian 
harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki 
bersama orang lain, hukuman h}add bagi pencurian menjadi tidak 
valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki 
orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga 
dari pelaku perbuatan itu. Contoh lain adalah pencurian harta milik 
seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak 
ayah terhadap hak milik anaknya muncul.

Dalam kejahatan-kejahatan h}udu>d, keraguan membawa 
pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman h}add. Akan 
tetapi, ketika membatalkan hukuman h}add  ini, hakim masih 
memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta‘zi>r kepada 
terdakwa jika diperlukan. Para sarjana sepakat pada penerapan 
prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan h}udu>d, namun mereka 
berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan ta‘zi>r. 
Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak 
meliputi kejahatan-kejahatan ta‘zi>r. Akan tetapi, sebagian sar-
jana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi 
semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak sesuatu 

24 al-Suyu>t}i>, al-Ashba>h, 84. Ibn Nujaym memberi rumusan  
(h}udu>d dapat digugurkan karena syubhat). Zayn al-‘A<bidi>n bin Ibra>him bin 
Nujaym, al-Ashba>h wa Naz}a>‘ir ‘ala> Madhhab Abi> H{ani>fah al-Nu‘ma>n (al-
Qa>hirah: Mu’assasat al-Risa>lah, 1968), 127.

25 ‘Abd Alla>h bin Sulayma>n al-Jurhazi> al-Sha>fi‘i>, al-Mawa>hib al-Sani>yah: Ha>mish 
al-Ashba>h wa al-Naz}a>’ir fi> al-Furu>‘ li Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> (Semarang: Thoha 
Putra, t.t.), 188.

26 Ibn Nujaym, al-Ashba>h, 127.
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pun dalam jiwa dari syariat menghalangi keberlakuannya. Menu-
rut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin 
keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan 
itu untuk kejahatan h}add, qis}a>s}, atau ta‘zi>r. 

C. Asas Tidak Berlaku SurutC. Asas Tidak Berlaku Surut
Nas}s}-nas}s} pidana dalam syariat Islam dinyatakan berlaku 

sete lah dikeluarkan dan diketahui oleh orang banyak; tidak 
berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 
dikeluarkannya dan diketahuinya nas}s}-nas}s} tersebut. Kelanjutan 
yang logis dari konsepsi ini adalah bahwa nas}s}-nas}s} pidana tidak 
mempunyai kekuatan berlaku surut dan perbuatan jari>mah dike-
nai hukuman menurut aturan pidana yang berlaku pada terjadinya 
jari>mah itu. Dalam kaidah disebutkan:  
(aturan pidana tidak berlaku surut). 

Kaidah tersebut mengandung arti bahwa setiap aturan pi-
dana yang dibuat terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan 
pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Misalnya, 
menikahi bekas istri ayah yang telah disetubuhi (al-Nisa>’ [4] 
ayat 22), memakan riba (al-Nisa>’ [4] ayat 275), menikahi dua 
orang perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan (al-Nisa>’ 
[4] ayat 23), dan berburu di waktu sedang melaksanakan ihram 
adalah perbuatan yang dibolehkan sebelum ada larangan (al-
Baqarah [2] ayat 95). Perbuatan tersebut sebelum datang ayat 
yang melarangnya (mengharamkan) tidak dapat dikenai sanksi, 
melainkan dimaafkan. Oleh karena itu, aturan yang datang 
terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan-perbuatan yang 
dikategorikan sebagai perbuatan jari>mah oleh aturan tersebut, 
yang dilakukan sebelum datang aturan tersebut.

Contoh yang lain, sebelum datang aturan tentang pem-
batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang 
laki-laki dalam waktu bersamaan (al-Nisa>’ [4] ayat 3), laki-laki 
dibolehkan berpoligami tanpa batas. Setelah datang ayat terse-
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM58

but, laki-laki hanya dibolehkan berpoligami maksimal empat 
istri. Perbuatan poligami lebih dari empat menjadi haram, tetapi 
ayat tersebut tidak dapat menjerat (menghukum) perbuatan 
poligami yang lebih dari empat orang yang dilakukan sebelum 
datang ayat tersebut. Demikian juga tentang mabuk dan judi, 
perbuatan tersebut yang dilakukan sebelum datang ayat yang 
mengharamkan tidak dikenai sanksi, tetapi dimaafkan.

 Meskipun demikian, penerapan asas tidak berlaku surut 
tersebut terdapat pengecualian. Pertama, hukum pidana Islam 
boleh berlaku surut pada jari>mah-jari>mah yang sangat berba-
haya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum 
(

).27 Hal ini didasarkan pada 
perbuatan Rasulullah yang telah menghukum suatu kaum dengan 
nas}s} yang datang terkemudian. Allah berfirman:

Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang meme-
rangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hendaknya mereka dibunuh, disalib, dipotong 
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian 
itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan 
di akhirat mereka mendapat siksaan yang berat.28

Ayat tersebut menjadi landasan bagi Rasulullah untuk 
menghukum suatu kaum dari ‘Uraynah yang melakukan peram-
pokan dan pembunuhan terhadap sahabat Rasulullah, meskipun 

27 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz, 1, 261.
28 al-Qur’a>n, al-Ma>’idah [5]: 33.



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perbuatan tersebut dilakukan sebelum turun ayat di atas. Hal 
ini menunjukkan bahwa ayat tersebut dapat menjerat perbuat-

an yang dilakukan sebelum aturan tersebut ada. Dalam suatu 
riwayat diceritakan:

Dari Anas ra ia berkata: Telah datang suatu kaum dari 
‘Uraynah ke Madinah dalam keadaan sakit. Lalu Rasu-
lullah saw memberikan onta kepada mereka untuk dijadi-
kan obat. Mereka meminum susu dan air kencing onta 
tersebut. Mereka kemudian membunuh pengembala dan 
membawa lari onta. Rasulullah saw mengutus sahabat 
untuk menangkap mereka. Setelah ditangkap, Rasulullah 
memotong tangan dan kaki mereka dan membutakan 
matanya serta meninggalkannya di H{arrah.29

Dasar lainnya adalah Rasulullah pernah menghukum orang-
orang yang telah menuduh zina kepada ‘A<ishah dengan dasar 
al-Qur’a>n surat al-Nu>r [24] ayat 4 yang turun setelah perbuatan 
menuduh zina itu dilakukan. Perbuatan Rasulullah tersebut 
didasarkan atas akibat yang ditimbulkan dan membahayakan 
stabilitas keamanan negara pada saat itu. Hal ini terlihat dari 
terjadinya kerenggangan hubungan antara suku ‘Aws dan Khaz-
raj, bahkan nyaris terjadi pertumpahan darah.

Kedua, hukum pidana Islam wajib berlaku surut apabila 
aturan pidana yang terkemudian menguntungkan pelaku jari>mah 

29 Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Isma>‘il bin Ibra>hi>m bin Mughi>rah bin Bardazbah 
al-Bukha>ri>, S{ah}ih} al-Bukha>ri>, juz 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 546.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM60

(  
).30 Hal ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah 

yang pernah menghukum orang yang telah menzihar istrinya 
dengan nas}s} yang datang kemudian karena nas}s} tersebut lebih 
menguntungkan. Allah berfirman:

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perem-
puan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang 
suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. 
Allah mendengar tanya jawab antara kalian berdua. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Me-
lihat. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara 
kalian, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) 
tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka 
tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mere-
ka. Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan 
suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungghnya 
Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-

30 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 262.
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orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, 
maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak 
sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah 
yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Menge-
tahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang 
tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) 
berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya 
bercampur. Barangsiapa yang tidak mampu (wajib 
atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. 
Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi 
orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.31 
Ayat di atas turun berkenaan dengan kasus ‘Aws bin S}a>mit 

yang menzihar istrinya, Khawlah bint Tha‘labah. Sebelum ayat 
ini turun, hukuman bagi mereka yang menzihar istrinya adalah 
memutuskan ikatan pernikahan untuk selama-lamanya. Dengan 
ayat ini, hukuman menjadi lebih ringan, yaitu membayar kaffa>rah. 
Perbuatan Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa aturan pidana 
dapat berlaku surut jika aturan tersebut lebih menguntungkan 
pelaku. Pada dasarnya hukum dibuat untuk mewujudkan ke-
maslahatan. Oleh karena itu, aturan yang paling menguntungkan 
bagi pelaku jari>mah lebih diutamakan walaupun aturan itu dibuat 
setelah perbuatan jari>mah tersebut dilakukan.

Menurut Hanafi,32 untuk memakai nas}s}-nas}s} yang mengun-
tungkan bagi tersangka, beberapa akibat logis akan muncul:
1. Jika nas}s} baru dikeluarkan sebelum ada keputusan bagi 

suatu jari>mah, sedang nas}s} tersebut lebih menguntungkan 
bagi tersangka, maka ia harus diadili berdasarkan nas}s} baru, 
meskipun jari>mah yang dibuatnya terjadi pada masa berlaku-
nya nas}s} yang lama;

31 al-Qur’a>n, al-Muja>dalah [58]: 1-4.
32 Hanafi, Asas, 88-89.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM62

2. Jika nas}s} baru dikeluarkan sesudah ada keputusan, sedang 
nas}s} tersebut lebih menguntungkan bagi si terhukum, maka 
hukuman yang telah dijatuhkan harus dijalankan dengan 
disesuaikan kepada hukuman menurut nas}s} baru;

3. Jika nas}s} baru dikeluarkan sesudah ada keputusan, sedang 
nas}s} tersebut tidak lagi memandang jari>mah dan tidak 
menjatuhi hukuman atas perbuatan yang telah terjadi, maka 
keputusan yang telah dijatuhkan berdasarkan nas}s} lama tidak 
boleh dilaksanakan. Jika sudah dilaksanakan, maka harus 
dihentikan;

4. Jika nas}s} baru mencantumkan hukuman yang lebih berat, 
maka nas}s} tidak berlaku bagi pelaku, karena nas}s} baru terse-
but bukan memajukan nas}s} yang menguntungkan yang pada 
dasarnya semua jari>mah yang diadili berdasarkan nas}s} yang 
berlaku pada waktu terjadinya.
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A.  Pengertian Percobaan Melakukan A.  Pengertian Percobaan Melakukan Jari>mahJari>mah
Secara etimologis percobaan atau permulaan dalam bahasa 

Arab adalah al-shuru>‘. Dalam hukum pidana, istilah ini disebut 
jari>mat al-shuru>‘ (delik percobaan).1 Jika dikaitkan dengan pi-
dana seperti pencurian dan perzinaan, ungkapan ini disebut delik 
percobaan pencurian atau perzinaan. 

Secara terminologis percobaan melakukan tindak pidana 
(jari>mah) (delik percobaan) ialah memulai melakukan suatu 
perbuatan dengan maksud melakukan tindak pidana, tetapi 
perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab 
yang tidak ada kaitannya dengan kehendak pelaku.2 Definisi yang 
lain mengungkapkan bahwa percobaan ialah tidak selesainya per-
buatan pidana karena adanya faktor eksternal, namun si pelaku 
mempunyai niat dan memiliki permulaan perbuatan pidana.3

PERCOBAAN
MELAKUKAN JARI<MAH 

1 Ahmad Warson Munawwir,  Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: 
Pustaka CV Progresif, 1996), 762. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 
Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum 
Pondok Pesantren Ali Maksum, 1996), 1131,

2 Muh}ammad Abu> Zahrah, al-Jari>mah wa al-‘Uqu>bah fi> al-Fiqh al-Isla>mi> (Kairo: 
Maktabat al-Angelo al-Mis}ri>yah, t.t.), 381.

3 Lihat Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah: Asas-
asas Hukum Pidana Islam (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 177.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM64

B.  Pendapat Fuqaha>’ tentang Percobaan Melakukan B.  Pendapat Fuqaha>’ tentang Percobaan Melakukan Jari>mahJari>mah 
Di kalangan fuqaha>’ klasik, konsep percobaan tidak dibahas 

secara menyendiri. Mereka membahas secara menyatu dengan 
tidak memberikan pemisahan antara jari>mah yang sudah selesai 
dan jari>mah yang belum selesai. Tidak adanya pembahasan fuqaha>’ 
secara khusus terhadap jari>mah percobaan disebabkan dua hal:
1. Percobaan melakukan percobaan tidak dikenakan hukuman 

h}add atau qis}a>s} melainkan dengan hukuman ta‘zi>r. Perhatian 
fuqaha>’ diarahkan pada jari>mah-jari>mah h}udu>d dan qis}a>s}, kare-
na unsur-unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa meng-
alami perubahan. Selain itu, macam dan jenis hukumannya 
sudah ditentukan tanpa ada pengurangan dan penambahan. 
Untuk jari>mah-jari>mah ta‘zi>r, hampir seluruhnya diserahkan 
kepada uli> al-amr untuk menetapkannya, terutama sanksi hu-
kum. Hakim diberi wewenang yang luas dalam menjatuhkan 
hukuman dengan berpedoman kepada batas maksimal dan 
minimal yang telah ditetapkan. Ta‘zi>r juga dapat mengalami 
perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Oleh karena 
itu, fuqaha>’ tidak mencurahkan perhatian dan pembicaraan 
secara khusus dan tersendiri, karena percobaan melakukan 
jari>mah sudah termasuk jari>mah ta‘zi>r. 

2. Dengan adanya aturan yang sudah mencakup dari shara‘ tentang 
hukuman jari>mah ta‘zi>r maka aturan yang khusus untuk percobaan 
tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta‘zi>r dijatuhkan atas perbuat-
an maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman h}add atau 
kaffa>rah. Percobaan yang pengertiannya adalah memulai perbuatan 
yang dilarang tetapi tidak selesai, termasuk kepada maksiat yang 
hukumannya adalah ta‘zi>r. Dengan demikian, percobaan sudah 
termasuk ke dalam kelompok ta‘zi>r.4 Pencuri misalnya, apabila 
telah melobangi dinding rumah kemudian ditangkap sebelum 

4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah 
(Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 60-61.
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sempat masuk, maka perbuatannya hanya dianggap maksiat yang 
dijatuhi hukuman meskipun hanya permulaan dari pelaksanaan 
jari>mah pencurian. Demikian juga jika ia memasuki rumah orang 
lain dengan maksud untuk mencuri tanpa melobangi dindingnya 
atau menaiki atapnya, ia dianggap melakukan jari>mah meskipun 
tindakan mencuri belum selesai.5

Pendirian hukum pidana Islam tentang percobaan malakukan 
jari>mah lebih mencakup daripada hukum pidana positif. Menurut 
hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang tidak selesai yang ter-
masuk maksiat harus dijatuhi hukuman dan tidak ada pengecualian. 
Menurut hukum pidana positif, tidak semua percobaan dikenai 
hukum an. Dalam KUHP Mesir misalnya, percobaan melakukan 
jari>mah jina>yah dan beberapa jari>mah janhah saja yang dapat dikena-
kan hukuman, sedangkan percobaan melakukan jari>mah mukha>lafah 
tidak dikenai hukuman (pasal 46 dan 47). Menurut pasal 54 KUHP 
bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.6

C.  Fase Pelaksanaan Percobaan Melakukan C.  Fase Pelaksanaan Percobaan Melakukan Jari>mahJari>mah
Setiap jari>mah mengalami fase tertentu sebelum melaksana-

kan kegiatan. Proses pemikiran dan perencanaan, proses persiap-
an, dan proses pelaksanaan menjadi penentu dalam mengukur 
tindak pidana. Untuk itu, pembagian fase sangat urgen untuk 
menentukan bahwa pelaku dikenai hukuman. Salah satu fase 
yang dilalui, pelaku dapat dituntut hukuman, sedang dalam fase 
yang lain, pelaku tidak dituntut. 

1.  Fase Pemikiran dan Perencanaan (Marh}alat al-Tafki>r wa 
al-Tas}mi>m) 
Memikirkan dan merencanakan suatu jari>mah tidak dianggap 

5 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 
118-119. Lihat ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi>  Muqa>ranan 
bi al-Qa>nu>n al-Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 344.

6 Muslich, Pengantar, 61.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM66

sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman. Menurut ketentuan yang 
berlaku dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dituntut 
atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung 
dalam hatinya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw:

Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari apa yang 
dibisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama belum 
dikerjakan atau diucapkan.7

Aturan tersebut sudah terdapat dalam shari>‘ah sejak mulai 
diturunkannya tanpa mengenal pengecualian. Jika mengkaji pada 
hukum pidana positif, hal tersebut baru dikenal pada akhir abad 
ke-18 Masehi, yaitu sesudah revolusi Perancis. Sebelum masa itu, 
niat dan pemikiran terhadap perbuatan jari>mah dapat dihukum 
kalau dapat dibuktikan.

Sebagai contoh adalah adanya perbedaan antara hukuman 
untuk pembunuhan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu 
dengan hukuman untuk pembunuhan biasa yang tidak direncana-
kan. Menurut KUHP Mesir misalnya, pembunuhan biasa dikena-
kan hukuman kerja berat seumur hidup atau sementara, sedang 
pembunuhan berencana dikenakan hukuman mati (pasal 230 
dan 234). Menurut hukum pidana di Indonesia, pembunuhan 
berencana dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup 
atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, sedang 
pembunuhan biasa dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 
lima belas tahun (pasal 338 dan 340 KUHP).8

2.  Fase Persiapan (Marh}alat al-Tah}d}i>r)
Fase ini merupakan penyiapan alat yang dipakai untuk 

7 Abu> al-H{usayn Muslim bin H{ajja>j al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>, Sah}i>h} Muslim, juz 
1 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 116.

8 Muslich, Pengantar, 61-62. Hanafi, Asas, 121-122.
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melaksanakan jari>mah, misalnya membeli senjata untuk mem-
bunuh orang lain atau membuat kunci duplikat untuk mencuri. 
Fase persiapan tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dikenai 
hukuman kecuali apabila perbuatan persiapan dipandang sebagai 
tindakan maksiat, misalnya hendak mencuri milik seseorang de-
ngan membius. Contoh ini menggambarkan bahwa membeli alat 
bius atau membius  orang lain dianggap maksiat yang dikenai 
sanksi hukum, tanpa memerlukan selesainya maksud yang hen-
dak dituju, yaitu mencuri.9 Contoh yang lain adalah bercumbu 
dengan perempuan lain yang bukan istri di tempat yang sunyi, 
sebagai persiapan untuk melakukan zina.10

Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan ini sebagai 
jari>mah, karena perbuatan yang dapat dihukum harus berupa mak-
siat dan baru terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak 
masyarakat atau hak individu, sedang pada penyiapan alat pada 
umumnya tidak berisi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Oleh 
karena itu, penyiapan alat masih multi tafsir dan mengandung kera-
guan. Dalam hal ini, shari>‘ah tidak mengkategorikan jari>mah pada 
tindakan yang diragukan tapi diarahkan pada hal yang mengandung 
keyakinan. Untuk itu, hukuman yang layak bagi pelakunya adalah 
ta‘zi>r.11 Hal ini sesuai dengan kaidah:

Sesungguhnya percobaan melakukan jari>mah tidak di-
hukum qis}a>s} dan atau h}add tetapi dihukum ta‘zi>r.

3.  Fase Pelaksanaan (Marh}alat al-Tanfi>dh)
Fase ini adalah fase perbuatan pelaku. Hukuman ini dapat 

9 ‘Awdah, al-Tashri‘, juz 1, 347. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di 
Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), 46-47.

10 Muslich, Pengantar, 62.
11 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 348. Lihat Munajat, Hukum, 47.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM68

diberikan apabila perbuatan itu dianggap maksiat berupa pelang-
garan terhadap hak masyarakat atau hak individu. Dalam jari>mah 
pencurian misalnya, melobangi tembok atau membongkar pintu 
sudah dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman dan merupakan 
percobaan pencurian atau pencurian yang tidak selesai. Dengan 
demikian, kriteria untuk menentukan permulaan pelaksanaan 
jari>mah dan merupakan percobaan yang bisa dihukum adalah 
apabila perbuatan tersebut sudah termasuk maksiat. Selain itu, 
niat dan tujuan pelaku juga sangat penting untuk menentukan 
apakah perbuatan itu maksiat atau bukan.12

Hukum pidana positif sama pendapatnya dengan hukum 
pidana Islam tentang tidak adanya hukuman pada fase pemikiran 
atau perencanaan dan persiapan serta membatasi hukuman pada 
fase pelaksanaan. Hanya saja, pandangan sarjana hukum pidana 
positif berbeda pendapat tentang penentuan saat permulaan 
pelaksanaan tindak pidana.

Menurut aliran objektif (objectieve leer), penentuan saat 
permulaan pelaksanaan tindak pidana ialah ketika pelaku melak-
sanakan perbuatan materiil yang membentuk suatu jari>mah. Jika 
jari>mah tersebut terdiri atas satu perbuatan, maka percobaan 
jari>mah itu ialah ketika memulai perbuatan tersebut. Jika jari>mah 
itu terdiri atas beberapa perbuatan, maka memulai salah satunya 
dianggap melakukan perbuatan jari>mah. Mengerjakan perbuatan 
lain yang tidak masuk dalam rangka pembentukan jari>mah tidak 
dianggap telah mulai melaksanakan. Dengan perkataan lain, 
aliran objektif memandang kepada objek atau perbuatan yang 
telah dikerjakan oleh pembuat.13

Menurut aliran subjektif (sujectieve leer), untuk dikatakan 
melakukan percobaan cukup apabila pembuat telah memulai 
pekerjaan yang mengarah pada jari>mah. Aliran tersebut memakai 

12 Muslich, Pengantar, 63.
13 Hanafi, Asas, 123.



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niat atau pribadi pembuat untuk mengetahui maksud yang dituju 
oleh perbuatannya itu. Dengan perkataan lain, aliran tersebut 
lebih menekankan kepada subjek atau niatan pembuat.14

Jika dianalisis, hukum pidana Islam dapat mengakomodasi 
dua aliran di atas. Perbuatan yang bisa dihukum menurut aliran 
subjektif bisa dihukum menurut hukum pidana Islam. Hanya saja 
hukum pidana Islam memberikan syarat bahwa perbuatan yang 
dilakukan bisa dikualifikasi sebagai perbuatan maksiat; tidak 
seperti aliran subjektif yang mengarahkan perbuatan yang mulai 
dikerjakan harus bisa mendatangkan kepada unsur materiilnya 
jari>mah.

Sebagai contoh, orang yang memasuki rumah dengan tujuan 
berzina dengan seorang perempuan yang ada di dalamnya dan 
niat melakukan itu tidak terjadi karena ada di dalam rumah 
tersebut ada orang lain. Menurut aliran objektif, perbuatan itu 
tidak dikenai hukuman karena tidak ada yang dirugikan. Menu-
rut aliran subjektif, perbuatan tersebut dapat dihukum karena 
telah menunjukkan kuatnya tujuan untuk berzina. Menurut 
hukum pidana Islam, perbuatan di atas dapat dihukum karena 
terkategori maksiat.

D.  Hukuman Percobaan Melakukan D.  Hukuman Percobaan Melakukan Jari>mahJari>mah
Untuk jari>mah h}udu>d dan qis}a>s}, menurut hukum pidana Is-

lam, jari>mah yang selesai tidak dapat disamakan dengan jari>mah 
yang tidak selesai (percobaan). Ketentuan ini berdasarkan hadis 
Rasulullah:

Barangsiapa yang mencapai hukuman h}add, bukan jari>mah 
h}u>du>d, maka ia termasuk orang yang melampau batas.15 

14 Ibid., 124.
15 Muslim, S{ah}i>h} Muslim, jilid 1, 119.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM70

Hadis tersebut meskipun hanya menyebutkan kata h}addan 
( ) tidak hanya terfokus pada hukum pidana h}udu>d. Kata 
h}addan dalam hadis di atas mengkafer hukum pidana qis}a>s} dan 
h}udu>d, karena menunjuk pada hukuman yang ditentukan

Percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan 
h}add zina, yaitu seratus kali jilid atau rajam. Percobaan pencu-
rian tidak boleh dihukum dengan h}add pencurian, yaitu potong 
tangan.16 Demikian juga, percobaan melakukan pembunuhan, 
tidak boleh dihukum dengan hukuman mati. Oleh karena itu, 
hukuman untuk jari>mah percobaan adalah hukuman ta‘zi>r. 
Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman untuk percobaan 
tercantum dalam pasal 53 ayat (2) KUHP:
1) Maksimum pidana pokok yang diancam atas kejahatan atau 

dikurangi sepertiganya.
2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau 

penjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara 
selama-lamanya lima tahun.
Apabila tidak selesainya kejahatan itu adalah jari>mah h}ira>bah 

dan pelakunya bertobat, fuqaha>’ sepakat bahwa pelaku tidak dike-
nai sanksi hukuman. Hal ini didasarkan pada firman Allah ketika 
membicarakan jari>mah hira>bah yang pada akhir ayat tersebut Allah 
berfirman:

Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) 
sebelum kalian dapat menguasai (menangkap) mereka, 
maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.`17

Fuqaha>’ berbeda pendapat tentang pengaruh tobat dan pe-
nyesalan pada jari>mah selain h}ira>bah. Dalam hal ini, ‘Awdah18 

16 ‘Awdah, al-Tashri‘, juz 1, 351.
17 al-Qur’a>n, 5 [al-Ma>’idah]: 34.
18 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 353-355. Hanafi, Asas, 128-132. Munajat, Hukum, 54-59.
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mengungkap tiga pendapat:
1. Beberapa fuqaha>’ dari mazhab Sha>fi‘i> dan H{anbali> ber-

pendapat bahwa tobat dapat menghapuskan hukuman. 
Menurut mereka, al-Qur’a>n menyatakan bahwa hapusnya 
hukuman h}ira>bah karena tobat, sedang h}ira>bah adalah 
jari>mah yang paling berbahaya. Jika tobat dapat meng-
hapuskan jari>mah yang paling berbahaya, maka jari>mah 
lainnya tentu hukumannya dihapuskan. Selain itu, beberapa 
jari>mah yang lain terdapat pernyataan bahwa tobat dapat 
menghapuskan hukuman. Misalnya, tobat dapat menghapus 
hukuman dalam kasus zina dan pencurian. Allah berfirman:

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan 
keji di antara kalian, maka berilah hukuman ke-
pada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat 
dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. 
Sesung gunya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha 
Penyayang.19

Maka barang siapa bertobat (di antara para pencuri 
itu) sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki 
diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.20

19 al-Qur’a>n, 4 [al-Nisa>’]; 16>
20 Ibid., 5 [al-Ma>’idah]: 39.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM72

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah 
Rasulullah bersabda:

Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak 
berdosa.

2. Abu> H{ani>fah, Ma>lik, dan beberapa fuqaha>’ di kalangan 
mazhab Sha>fi‘i> dan Ah}mad berpendapat bahwa tobat tidak 
menghapuskan hukuman kecuali untuk jari>mah h}ira>bah. Pada 
dasarnya tobat tidak dapat menghapuskan hukuman, karena 
kedudukan hukuman adalah penebus kesalahan. Perintah 
untuk menjatuhkan hukuman pada orang yang berzina dan 
mencuri bersifat umum, baik yang bertobat maupun yang 
tidak. Rasulullah pernah menyuruh melaksanakan hukuman 
rajam kepada Ma‘iz dan wanita dari kampung Ghamidiyah 
serta hukuman potong tangan atas orang yang mengaku 
telah mencuri. Menurut mereka, antara jari>mah h}ira>bah dan 
jari>mah yang lain tidak ada kemiripan yang memungkinkan 
keduanya dapat dipersamakan.

3. Ibn Taymi>yah dan Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hu-
kuman dapat membersihkan maksiat dan tobat bisa meng-
hapuskan hukuman jari>mah yang berhubungan dengan hak 
Allah kecuali apabila pelaku menginginkan penyucian diri 
dengan hukuman. Dengan demikian, dia bisa dijatuhi huku-
man meskipun bertobat.
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A.  Pengertian Turut Serta Melakukan A.  Pengertian Turut Serta Melakukan Jari>mahJari>mah
Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah 

al-isytira>k. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut 
al-isytira>k fi> al-jari>mah (delik penyertaan)1 atau isytira>k al-jari>mah. 
Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinaan, ung-
kapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinaan. 

Secara terminologis turut serta berbuat jari>mah ialah 
melakukan tindak pidana (jari>mah) secara bersama-sama baik 
melalui kesepakatan atau kebetulan, meghasut, menyuruh orang, 
memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.2 Dalam 
suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Da>r Qut}ni>, Rasulullah 
bersabda:

TURUT SERTA
MELAKUKAN JARI<MAH 

1 Ahmad Warson Munawwir,  Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: 
Pustaka CV Progresif, 1996), 766. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 
Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum 
Pondok Pesantren Ali Maksum, 1996), 1131,

2 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah (Bandung: Penerbit 
Pustaka Setia, 2000), 55.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM74

Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang 
lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh 
hendaknya dibunuh dan orang yang manahan hendaknya 
dikurung.3

B.  Bentuk Turut Serta Melakukan B.  Bentuk Turut Serta Melakukan Jari>mahJari>mah
Dalam hukum pidana positif di Indonesia, bentuk turut serta 

melakukan tindak pidana diatur dalam bab 5 pasal 55 KUHP, 
yaitu menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan meng-
hasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pelaku. Dalam pasal 55 
disebutkan:
1) Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana. Pertama, 

orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan perbuatan itu. Kedua, orang yang dengan 
pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 
martabat, memakai paksaan atau ancaman atau tipu daya, 
atau dengan karena memberi kesempatan, iktikad atau kete-
rangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu 
dilakukan.

2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang 
boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuat-
an yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan 
itu.
Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain, dalam pasal 56 

KUHP disebutkan sebagai berikut:
Sebagai pembantu melakukan kejahatan. Pertama, 
orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu 
dilakukan. Kedua, orang yang dengan sengaja memberi 
kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan 
kejahatan itu.

3 al-Shawka>ni>, Nayl al-Awt}a>r, juz 5 (Mesir: Da>r al-Ba>b al-H{alabi> wa Awla>duh, 
t.t.), 168
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Dalam pasal 56 tersebut, terdapat bentuk pidana yang di-
ancam sebagai pembantu melakukan jari>mah, yaitu membantu 
waktu kejahatan dilakukan serta memberi kesempatan, ikhtiyar 
dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Orang yang tidak 
berbuat sering menjadi perencana (otak) kejahatan (intelectual 
dader), pembuat tidak langsung (middelijke dader) atau pemin-
jam tangan. Orang yang melakukan sendiri sering hanya menjadi 
kaki tangan atau alat (warktuig) yang disebut pembuat langsung 
(on middelijke dader).4

Jari>mah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan terkadang 
dilakukan oleh beberapa orang. Apabila dilakukan oleh beberapa 
orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat 
dirumuskan serbagai berikut:
1. Pelaku melakukan jari>mah bersama orang lain (mengambil 

bagiannya dalam melaksanakan jari>mah). Artinya, tindakan 
bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.

2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk 
melakukan jari>mah.

3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan 
jari>mah.

4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jari>mah 
deng an berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.5

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan 
berbuat tidak langsung, fuqaha>’ memberikan pembedaan:
1. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melak-

sanakan jari>mah disebut shari>k muba>shir, dan perbuatannya 
disebut ishtira>k muba>shir.

2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam 
melaksanakan jari>mah disebut shari>k mutasabbib, dan per-

4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 63.
5 ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi> Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-

Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 487. Ahmad Hanafi, Asas-
asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM76

buatannya disebut ishtira>k ghayr al-muba>shir atau ishtira>k 
bi al-tasabbub.6

Perbedaan antara kedua orang di atas, orang pertama menjadi 
kawan nyata dalam melaksanakan jari>mah, sedang orang kedua 
menjadi sebab adanya jari>mah, baik karena janji-janji menyuruh, 
menghasut, atau memberikan bantuan tetapi tidak ikut serta 
dalam melaksanakan jari>mah.7

C.  Turut Serta MelakukanC.  Turut Serta Melakukan Jari>mah Jari>mah secara Langsung secara Langsung
Turut serta secara langsung (al-ishtira>k al-muba>shir) terjadi 

apabila orang-orang yang melakukan jari>mah dengan nyata lebih 
dari satu orang. Yang dimaksud pengertian “melakukan jari>mah 
dengan nyata” adalah bahwa orang yang turut serta itu masing-
masing mengambil bagian secara langsung meskipun tidak 
sampai selesai. Pelaku dianggap cukup sebagai turut serta secara 
langsung apabila ia telah melakukan perbuatan yang dianggap 
sebagai permulaan pelaksanaan jari>mah. Misalnya, dua orang 
(A dan B) akan membunuh seseorang (C). A sudah memukul 
kepala dengan besi kemudian pergi, dan B meneruskan sehingga 
C meninggal. Dalam hal ini, A tidak turut serta menyelesaikan 
jari>mah, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang merupakan 
permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Contoh ini 
menggambarkan bahwa A dianggap sebagai orang yang turut 
serta secara langsung.

Bentuk perbuatan secara tidak langsung juga dianggap turut 
serta secara langsung apabila pelaku menjadi kaki tangan atau 
alat. Misalnya, apabila seseorang memerintah anak di bawah 
umur untuk membunuh orang dan perintah itu dilaksanakan, 
maka orang yang memerintah dianggap sebagai pelaku lang-
sung. Menurut Abu> H{ani>fah, orang yang memerintah tersebut 

6 Hanafi, Asas-asas, 136. 
7 Ibid.
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tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali apabila perin-
tahnya itu merupakan paksaan bagi orang yang melaksanakan-
nya. Deng an demikian, apabila perin tah itu tidak sampai pada 
tingkatan paksaan, maka perbuatan itu tetap dianggap sebagai 
turut serta secara tidak langsung.8

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung 
dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipan-
dang sebagai permulaan pelaksanaan jari>mah yang sudah cukup 
dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak 
pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya 
tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat 
langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, 
apabila jari>mah yang dikerjakan selesai dan jari>mah itu berupa 
h}add, maka pelaku dijatuhi hukuman h}add. Jika tidak selesai, 
maka pelaku dijatuhi hukuman ta‘zi>r.9

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya banyaknya 
pelaku jari>mah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang 
dijatuhkan atas masing-masing pelaku. Seseorang yang melaku-
kan jari>mah bersama-sama dengan orang lain, hukumannya 
tidak berbeda dengan jari>mah yang dilakukan oleh seorang diri. 
Masing-masing pelaku dalam jari>mah tidak bisa mempengaruhi 
hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-
masing pelaku dalam jari>mah itu bisa terpengaruh oleh keadaan 
dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang 
lain. Seorang kawan pelaku jari>mah yang masih di bawah umur 
atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman kare-
na keadannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya 
hukum an atas dirinya.

Apabila jari>mah yang mereka lakukan adalah jari>mah pembu-
nuhan, maka hukuman terhadap mereka diperselisihkan. Mayo-

8 ‘Awdah, al-Tashri>‘,  juz 1, 362. 
9 ‘Abd al-‘Azi>z Ami>r, al-Ta‘zi>r fi> al-Shari>‘ah al-Isla>mi>yah (Beirut: Da>r al-Fikr, 

1969), 122. 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM78

ritas fuqaha>’ seperti Ma>lik, Abu> H}ani>fah, Sha>fi‘i>, al-Thawri>, 
Ah}mad bin H{anbal, Abu> Thawr berpendapat, apabila beberapa 
orang membunuh satu orang, mereka harus dibunuh semuanya. 
Pendapat ini adalah pandangan ‘Umar bin Khat}t}a>b. Dalam satu 
riwayat beliau pernah berkata:

Seandainya penduduk S{an‘a>’ bersepakat membunuh 
seseorang, saya akan membunuh mereka semuanya.10

Menurut Da>wu>d al-Dha>hiri>, apabila beberapa orang mem-
bunuh satu orang, yang dihukum bunuh adalah salah seorang 
saja. Pendapat ini adalah pandangan Ibn Zubayr, al-Zuhri>, dan 
Ja>bir.11

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara 
kebetulan dan adakalanya dilakukan secara terencana. Kerja 
sama yang dilakukan secara kebetulan disebut tawa>fuq ( ). 
Misalnya, A sedang berkelahi dengan B. C yang mempu-
nyai dendam kepada B kebetulan lewat dan ia menusukkan 
pisau ke perut B sehingga meninggal. Dalam hal ini A dan C 
bersama-sama membunuh B, tetapi antara mereka tidak ada 
kesepakatan sebelumnya. Kerja sama yang dilakukan secara 
terencana disebut tama>lu’ ( ). Misalnya, A dan B bersepakat 
untuk membunuh C. A kemudian mengikat C dan memukulnya 
sampai meninggal. Dalam hal ini A dan B dianggap sebagai 
pelaku atau orang yang turut serta secara langsung atas dasar 
kesepakatan.

 Pertanggungjawaban pelaku secara langsung dalam 
tawa>fuq dan tama>lu’, fuqaha>’ berbeda pendapat. Menu-
rut jumhu>r al-‘ulama>’, pertanggungjawaban pelaku antara 
tawa>fuq dan tama>lu’ terdapat perbedaan. Di dalam tawa>fuq, 

10 Muh}ammad bin Ah}mad bin Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 
juz 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 299.

11 Ibid.
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masing-masing pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya 
sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. 
Di dalam tama>lu’, para pelaku harus bertanggung jawab atas 
perbuatan mereka secara keseluruhan. Jika korbannya mening-
gal, masing-masing pelaku dianggap sebagai pembunuh.12

Menurut Abu> H{ani>fah dan sebagian Sha>fi‘i>yah, antara per-
tanggungjawaban para pelaku dalam tawa>fuq dan tama>lu’ tidak 
ada perbedaan. Artinya, masing-masing pelaku bertanggung 
jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab 
atas akibat perbuatan secara keseluruhan.13

D.  Turut Serta Melakukan D.  Turut Serta Melakukan Jari>mahJari>mah secara Tidak Langsung secara Tidak Langsung
Turut serta secara tidak langsung (al-ishtira>k bi al-tasabbub) 

adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan 
orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, 
menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan 
dalam perbuat an tersebut dengan disertai kesengajaan. Hal 
ini menunjukkan bahwa unsur-unsur turut serta berbuat tidak 
langsung ada tiga macam. Pertama, adanya perbuatan yang 
dapat dihukum. Kedua, adanya niat dari orang yang turut 
berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat 
terjadi. Ketiga, cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah 
dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh atau memberi 
bantuan.14

Memberi bantuan tidak langsung bisa berupa sikap tidak 
berbuat seperti orang yang melihat segerombolan penjahat yang 
membunuh orang, kemudian didiamkan atau melihat orang 
membuang anak kecil di sungai dengan didiamkan dan tidak 
diselamatkan.

12 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 361. 
13 Ibid.
14 Ibid., 366. 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM80

Berdiam diri pada contoh di atas, menurut jumhu>r al-fuqaha>’, 
tidak dianggap memberikan bantuan kepada pembuat jari>mah. 
Dalam hal ini, pemberian bantuan yang dapat dihukum adalah 
tindakan yang didasarkan pada saling mengerti antara pemberi 
bantuan dengan pembuat langsung dan jari>mah yang terjadi 
dikehendaki oleh pelaku.15

Fuqaha>’ yang lain membedakan antara orang yang sanggup 
menahan terjadinya jari>mah atau menyelamatkan korban dengan 
orang yang tidak sanggup. Bagi orang yang sanggup, ia bisa di-
tuntut dari segi kepidanaan karena diamnya sebagai pembantu. 
Bagi orang yang tidak sanggup, ia tidak dapat dipersalahkan, 
karena ia tidak bisa berbuat apa-apa.16

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang 
telah ditetapkan jumlahnya dalam jari>mah h}udu>d dan qis}a>s} hanya 
dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. 
Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam 
jari>mah dijatuhi hukuman ta‘zi>r.17

Spesifikasi terhadap jari>mah h}udu>d dan qis}a>s} karena pada 
umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan 
pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang meng-
gugurkan hukuman h}add. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak 
sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika 
perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku 
langsung—karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang dige-
rakkan oleh pelaku tidak langsung—maka pelaku tidak langsung 
tersebut bisa dijatuhi hukuman h}add atau qis}a>s}. Menurut Ma>lik, 
pelaku tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung 
apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya jari>mah.18

15 Hanafi, Asas-asas, 149.
16 Ibid.
17 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 73.
18 Ibid.
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Perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak 
langsung hanya berlaku dalam jari>mah h}udu>d dan qis}a>s} dan 
tidak berlaku untuk jari>mah ta‘zi>r. Dalam jari>mah ta‘zi>r tidak 
ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku 
tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing termasuk 
jari>mah ta‘zi>r dan hukumannya juga hukuman ta‘zi>r. Dalam 
hal ini, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar 
dan kecilnya hukum an ta‘zi>r. Dengan demikian, hukuman 
pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama, atau lebih ringan 
daripada pelaku langsung dengan mempertimbangkan situasi 
dan kondisi. 

E.  Pertalian antara Perbuatan Langsung dengan Perbuatan E.  Pertalian antara Perbuatan Langsung dengan Perbuatan 
Tidak LangsungTidak Langsung
Apabila perbuatan langsung berkumpul dengan perbuatan 

tidak langsung dalam satu tindak pidana, menurut deskripsi 
Muslich19 dengan mengutip pandangan ‘Awdah, maka pertalian 
antara keduanya ada tiga kemungkinan.
1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan 

langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bu-
kan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, seperti 
persaksi an palsu yang mengakibatkan adanya putusan ha-
kim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. 
Dalam contoh ini, persaksian palsu adalah perbuatan tidak 
langsung.

2. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak 
langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung da-
pat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung; dan 
perbuat an tidak langsung sendiri tidak menimbulkan 
akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan 
orang lain ke dalam jurang, kemudian orang ketiga datang 

19 Ibid., 72-73.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM82

membunuh orang tersebut dalam jurang.
3. Kedua perbuatan tersebut seimbang. Hal ini terjadi 

apabila daya kerjanya sama kuat, seperti orang yang 
memaksa orang lain untuk melakukaan pembunuhan. 
Dalam contoh ini, orang yang memaksa itulah yang 
menggerak kan pelaku langsung untuk melakukan pem-
bunuhan. Jika tidak ada orang yang memaksa, orang 
kedua tidak akan berbuat. Demikian juga jika tidak ada 
orang kedua, belum tentu paksaan orang pertama akan 
menimbulkan pembunuhan.20

Untuk menerapkan kaidah tersebut, para fuqaha>’ berbeda 
pendapat dalam memberikan penilaian terhadap suatu perbua-
tan, apakah termasuk perbuatan langsung atau tidak langsung. 
Misalnya, Ahmad (A) menahan Hasan (B) agar dibunuh oleh 
Husain (C). Abu> H{ani>fah dan al-Sha>fi‘i> berpendapat, orang yang 
menahan adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak 
langsung), bukan pelaku langsung. Menurut mereka, tindakan 
itu merupakan perbuatan langsung, yaitu membunuh lebih kuat 
daripada perbuatan tidak langsung, yaitu menahan. Meskipun 
penahanan menyebabkan kematian, tetapi penahan itu tidak 
menimbulkan akibat. Ma>lik dan sebagian ulama H{ana>bilah 
berpendapat, orang yang menahan dan orang yang membunuh 
dianggap sebagai pembunuh langsung. Menurut mereka, per-
buatan langsung dan tidak langsung sama-sama minimbulkan 
akibat, yaitu kematian korban.21

20 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 369-370. 
21 Ibid.
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A. Pengertian HukumanA. Pengertian Hukuman
Secara etimologis hukuman dalam istilah Arab sering dise-

but ‘uqu>bah ( ), yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang 
atas perbuatannya melanggar ketentuan shara‘ yang ditetapkan 
Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.1 Kata ‘uqu>bah 
menurut bahasa berasal kata  ‘aqaba ( ) yang sinonimnya 
adalah  (mengiringi dan datang di belakangnya). 
Kata ‘uqu>bah juga berasal dari kata  yang sinonimnya 

(membalasnya sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan)2 atau  (menghukumnya sesuai 
dosa atau berdasarkan dosanya).3 Hukuman juga berarti siksa, 
yaitu ‘adha>b ( ). Allah berfirman:

HUKUMAN DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM

1 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung 
Pustaka, 2004), 39.

2 Ibra>hi>m Unays et.al., al-Mu‘jam al-Wasi>t}, juz 2 (t.t.p.: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th al-
‘Arabi>, t.t.), 612.

3 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: 
Pustaka Progressif, 1996), 1022.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM84

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian 
qis}a>s} berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti de ngan cara yang baik, 
dan hendak (yang diberi maaf) membayar (diyah) kepada 
yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian 
dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.4

Selain ‘adha>b, dalam al-Qur’a>n kata ‘iqa>b yang berarti 
siksaan juga digunakan. Allah berfirman:

Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan (da-
tangnya) siksa, sebelum (mereka meminta) kebaikan, 
padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa 
sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia seka-
lipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-
benar sangat keras siksaNya.”5

Menurut ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, definisi hukuman adalah:

4 al-Qur’a>n, 2 [al-Baqarah]: 178.
5 Ibid, 12 [al-Ra‘d]: 6.
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Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 
memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya 
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sha>ri‘.6  
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah 

salah satu tindakan yang diberikan oleh shara‘ sebagai pem-
balasan perbuatan yang melanggar shara‘, dengan tujuan untuk 
memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus 
juga untuk melindungi kepentingan individu.7 Dengan demikian, 
inti pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan ke-
maslahatan manusia agar terhindar dari mafsadah.

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melang-
gar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hukuman harus 
mempunyai dasar baik dalam al-Qur’a>n, hadis atau lembaga 
legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman. 
Hukuman juga harus bersifat pribadi yang hanya dijatuhkan pada 
orang yang melakukan kejahatan. Selain itu, hukuman bersifat 
umum yang berlaku bagi semua orang.8 Dalam hal ini, semua 
orang sama di hadapan hukum. Diskriminasi dalam penjatuhan 
hukum tidak diperkenankan.

B.  Dasar HukumanB.  Dasar Hukuman
Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamat-

kan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan 
menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum 
pidana Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan ber-
bagai ketentuan. Dasar yang digunakan adalah al-Qur’a>n, hadis, 
dan berbagai keputusan uli> al-amr yang mempunyai wewenang 
menetapkan hukuman. 

6 ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi> Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-
Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assat al-Risa>lah, 1992), 609.

7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah 
(Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 136-137. 

8 A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 1997) 25-26.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM86

Dasar hukum tersebut di antaranya adalah firman Allah di 
dalam al-Qur’a>n:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah 
di muka bumi, maka berikanlah keputusan (hukuman) 
di antara manusia dengan adil dan janganlah mengi-
kuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari 
jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari 
jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat, karena 
mereka melupakan hari perhitungan.9

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-
orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah baik terhadap diri kalian 
atau ibu bapak dari kerabat kalian. Jika ia kaya atau 
miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatan-
nya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah 
kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi 
saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
segala apa yang kalian kerjakan.10

9 al-Qur’a>n, 38 [S{a>d]: 26. 
10 Ibid., 4 [al-Nisa>’]: 135.
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Sesungguhna Allah menyuruh kalian menyampaikan 
amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada 
kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi 
Maha Melihat.11

Selain firman Allah tersebut, di dalam sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibn Buraydah, dari ayahnya bahwa Rasulullah 
bersabda:

Para hakim ada dua golongan; satu golongan ada di 
sorga dan dua golongan ada di neraka. Adapun hakim 
yang ada di sorga adalah hakim yang mengetahui ke-
benaran kemudian memberikan keputusan berdasarkan 
kebenaran. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran 
kemudian curang dalam mengambil keputusan, dia 
ditempatkan di neraka. Seorang hakim yang memberi 
keputusan berdasarkan kebodohan, dia juga akan 
ditempatkan di dalam neraka.12

11 Ibid., 4 [al-Nisa>’]: 58.
12 Abu> Da>wud Sulayma>n bin Ash‘ath al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, juz 3 (Beirut: 

al-Maktabah al-‘As}ri>yah, 2007), 675. Lihat Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Sawrah al-
Turmudhi>, Sunan al-Turmudhi>, juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘As}ri>yah, 2009), 
442. Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, juz 2 
(Beirut: al-Maktabah al-‘As}ri>yah, 2010), 400.
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C. Tujuan HukumanC. Tujuan Hukuman
Tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum pidana 

Islam ada dua, yaitu:
1. Pencegahan ( ). Pencegahan adalah menahan orang 

yang berbuat jari>mah agar ia tidak mengulangi perbuatannya 
atau agar tidak terus-menerus melakukan jari>mah.13 Selain 
mencegah pelaku, pencegahan juga diarahkan kepada orang 
lain agar tidak ikut-ikutan melakukan jari>mah. Dalam hal 
ini, hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan 
terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. 
Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, 
yaitu menahan orang yang berbuat untuk tidak mengulangi 
perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat 
serta menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan. 

2. Perbaikan dan pendidikan ( ). Tujuan ini 
adalah untuk mendidik pelaku jari>mah agar menjadi orang 
yang baik dan menyadari kesalahannya.14 Adanya hukuman 
ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku bahwa 
ia menjauhi jari>mah bukan karena takut hukuman, melainkan 
karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jari>mah 
serta dengan harapan mendapat rida Allah.
Kesadaran yang demikian itu merupakan alat yang sangat am-

puh untuk memberantas kejahatan. Seseorang sebelum melakukan 
kejahatan, ia akan berpikir bahwa Allah mengetahui perbutannya 
dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu dike-
tahui oleh orang lain atau tidak.

Selain untuk kebaikan pribadi pelaku, penjatuhan hukuman 
bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik serta saling 
menghormati dan mencintai antarsesama anggotanya dengan 
mengetahui batas hak dan kewajiban. Pada hakikatnya, kejahatan 

13 Muslich, Pengantar, 137.
14 Ibid, 138.
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adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menimbulkan kemarah-
an masyarakat terhadap pelakunya serta memunculkan rasa iba dan 
kasih sayang terhadap korban yang terkena kejahatan.  

Hukuman atas diri pelaku adalah salah satu cara menya-
takan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan 
pelaku yang telah melanggar kehormatan sekaligus merupa-
kan upaya menenangkan hati korban. Hukuman dimaksudkan 
untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku 
sebagai imbangan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk 
mensuci kan diri. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan 
dan masyarakat merasa damai. 

Menurut Rahmat Hakim, tujuan hukuman sebagai berikut:
1. Untuk memelihara masyarakat. Dalam kaitan ini, pentingnya 

hukuman bagi pelaku jari>mah sebagai upaya menyelamatkan 
masyarakat dari perbuatannya. Dalam hukum positif disebut 
prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan pada kha-
layak ramai atau kepada semua orang agar tidak melakukan 
pelanggaran terhadap kepentingan umum.

2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. 
Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan mene-
rima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan 
balasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadinya dua 
hal. Pertama, pelaku diharapkan menjadi jera sehingga ia 
tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang 
akan datang. Kedua, orang lain tidak menerima perbuatan si 
pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada 
orang yang meniru.

3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (ta’di>b dan 
tahdhi>b). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya sebagai 
upaya mendidik agar menjadi orang baik, demikian juga 
masyarakatnya. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilaku-
kan telah mengganggu hak orang lain baik materiil maupun 
moril. Pemberian hukuman juga sebagai upaya mendidik 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM90

pelaku jari>mah mengetahui kewajiban dan hak orang lain.
4. Sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jari>mah akan menda-

pat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini 
setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang setimpal 
sesuai nilai keadilan.15

Menurut Ash Shieddiqi, tujuan hukuman dalam Shari>‘ah  merupa-
kan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pem-
balasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan 
secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.16

Beberapa ketentuan tersebut mengilustrasikan bahwa inti 
tujuan dijatuhkannya hukuman ialah menyadarkan semua ang-
gota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan 
yang dilarang. Perbuatan baik yang dilakukan oleh pelaku ke-
jahatan didasarkan pada kesadaran hukum, bukan karena takut 
hukuman. Untuk itu, kemaslahatan umat berdasarkan nilai-nilai 
keadilan dapat diwujudkan.

Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan hukuman, berberapa 
kriteria harus dipenuhi, yaitu:
a. Hukuman bersifat universal. Artinya, hukuman dapat 

menghentikan orang dari tindakan kejahatan serta dapat 
menyadarkan dan mendidik pelaku kejahatan.

b. Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan 
kemaslahatan masyarakat.

c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai 
kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang 
disyariatkan.

d. Hukuman tidak berorientasi balas dendam, tetapi untuk 
melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.17

15 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: Penerbit Pustaka 
Setia, 2000), 64-65.

16 M. Hasbi Ash Shieddiqi, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 177.
17 A. Rahman Ritonga et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abd. Azizi Dahlan 

et.al. (Jakarta: PT Intermassa, 1997), 1872.



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Syarat-syarat HukumanD. Syarat-syarat Hukuman
Hukuman pada setiap kejahatan harus memenuhi berberapa 

persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Hukuman harus mempunyai dasar shar‘i>. Hukuman dianggap 

mempunyai dasar (shar‘i>yah) apabila ia didasarkan kepada 
sumber-sumber shara‘ seperti al-Qur’a>n, al-Sunnah, ijma>‘, 
atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang ber-
wenang (uli> al-amr) seperti dalam hukuman ta‘zi>r. Dalam hal 
hukuman ditetapkan oleh uli> al-amr maka disyaratkan tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan shara‘. Apabila ber-
tentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. 
Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim 
tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya 
sendiri walaupun dia berkeyakinan bahwa hukum an tersebut 
lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah 
ditetapkan.

2. Hukuman harus bersifat pribadi. Hukuman disyaratkan harus 
bersifat pribadi atau perseorangan. Artinya, hukuman itu hanya 
dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggung-
jawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain 
tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan 
oleh seseorang.18 Ini mengandung arti bahwa hukum an harus 
dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan 
tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah.

3. Hukuman harus berlaku umum atau universal. Hukuman juga 
disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti, hukuman harus 
berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi baik 
pangkat, jabatan, status, dan kedudukan. Di depan hukum 
semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara 
kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Persamaan 

18 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Jakarta: Penerbit Teras, 
2009), 115.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM92

yang sempurna tersebut hanya terdapat dalam jari>mah yang 
dikenai hukuman h}add dan qis}a>s}, karena keduanya meru-
pakan hukuman yang telah ditentukan oleh shara‘. Setiap 
orang yang melakukan jari>mah h}udu>d seperti zina, mencuri, 
dan sebagainya, akan dihukum dengan hukuman yang sesuai 
dengan jari>mah yang dilakukannya. Adapun dalam hukuman 
ta‘zi>r, persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak 
diperlukan. Persamaan yang dituntut dari hukuman ta‘zi>r itu 
adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap 
pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya.19

Universalitas hukum ini pernah dipraktikkan oleh para 
sahabat. Misalnya, ‘Ali> pernah menguji Abu> Surayh} sebagai 
hakim pada saat itu, yang kebetulan ‘Ali> berperkara dengan 
orang Yahudi. Dalam keputusannya, Abu> Surayh} memenangkan 
orang Yahudi. Pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah 
Ha>ru>n al-Rashi>d menguji Abu> Yu>suf sebagai qa>d}i> dengan adanya 
perselisihan antara Khalifah dengan orang Majusi. Dalam kepu-
tusannya, Abu> Yu>suf memenangkan orang Majusi. Peristiwa ini 
mencerminkan keadilan hakum yang terjadi pada saat itu.20

E. Macam-macam HukumanE. Macam-macam Hukuman
Hukuman dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi ber-

berapa bagian, dengan meninjaunya dari berberapa segi, dalam 
hal ini ada lima penggolongan, yaitu:
1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan 

hukuman yang lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat 
bagian, yaitu:
a. Hukuman pokok (‘uqu>bah as}li>yah), yaitu hukuman yang 

ditetapkan untuk jari>mah yang bersangkutan sebagai 

19 Muslich, Pengantar, 142.
20 M. Hasbi Ash Shieddiqi, Hukum Acara Peradilan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), 38.
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hukum an yang asli, seperti hukuman qis}a>s} untuk jari>mah 
pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jari>mah 
zina, atau hukuman potong tangan untuk jari>mah pen-
curian.

b. Hukuman pengganti (‘uqu>bah badali>yah), yaitu hu-
kuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila 
hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena ala-
san yang sah, seperti hukuman diyah (denda) sebagai 
pengganti hukuman qis}a>s} atau hukuman ta‘zi>r sebagai 
pengganti hukuman h}add atau qis}a>s} yang tidak bisa 
dilaksanakan.

c. Hukuman tambahan (‘uqu>bah taba‘i>yah), yaitu hukum-
an yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan 
keputusan secara tersendiri. Misalnya, larangan men-
erima warisan bagi yang membunuh orang yang diwaris-
kan, sebagai tambahan untuk hukuman qis}a>s} atau diyah 
di samping hukuman pokoknya.

d. Hukuman pelengkap (‘uqu>bah takmi>li>yah), yaitu hu-
kuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat 
harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat 
ini membedakan dengan hukuman tambahan. Misalnya, 
mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong le-
hernya.

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat 
ringannya hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu:
a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada 

batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman 
jilid (dera) sebagai hukuman h}add (delapan puluh kali 
atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak 
berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman 
tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas ter-
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM94

tinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi 
kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman 
yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukum an 
penjara atau jilid pada jari>mah-jari>mah ta‘zi>r.21

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan 
hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Hukuman yang sudah ditentukan (‘uqu>bah maqaddarah), 

yaitu hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan 
oleh shara‘ dan hakim berkewajiban untuk memutuskan 
tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan 
hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan hukum-
an keharusan (‘uqu>bah la>zimah), karena uli> al-amr tidak 
berhak untuk menggugurkan atau memaafkan.

b. Hukuman yang belum ditentukan (‘uqu>bah gayr 
muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada 
hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukuman 
yang diterapkan oleh shara‘ dan menentukan jumlahnya 
untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatan-
nya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (‘uqu>bah 
mukhayyarah) karena hakim dibolehkan untuk memilih 
di antara hukuman-hukuman tersebut. 

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, hukuman 
dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Hukuman badan, (‘uqu>bah badani>yah), yaitu hukuman 

yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman 
mati, dera, dan penjara.

b. Hukuman jiwa (‘uqu>bah nafsi>yah), yaitu hukuman yang 
dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti 
ancaman, peringatan atau teguran.

c. Hukuman harta (‘uqu>bah ma>li>yah), yaitu hukuman yang 

21 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1999), 
261.
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dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyah, denda 
dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi macamnya jari>mah yang diancam hukum-
an, hukuman dibagi menjadi empat, yaitu:
a. Hukuman h}udu>d, yaitu hukuman yang ditetapkan atau 

jari>mah-jari>mah h}udu>d.
b. Hukuman qis}a>s} dan diyah, yaitu hukuman yang ditetap-

kan atas jari>mah-jari>mah qis}a>s} dan diyah.
c. Hukuman kaffa>rah, yaitu hukuman yang ditetapkan 

untuk sebagian jari>mah qis}a>s} dan diyah dan berberapa 
jari>mah ta‘zi>r.

d. Hukuman ta‘zi>r, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk 
jari>mah-jari>mah ta‘zi>r.

 
F.  Gabungan HukumanF.  Gabungan Hukuman

Yang dimaksud gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi 
yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan 
jari>mah secara berulang-ulang dan antara perbuatan jari>mah yang 
satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan terakhir.22

Gabungan hukuman bagi pelaku jari>mah pada intinya dapat 
dibagi menjadi dua sifat, yaitu: 

1. Gabungan anggapan (concurcus idealis), yakni adanya 
gabungan jari>mah itu karena hanya bersifat anggapan, sedang 
pelakunya hanya berbuat satu jari>mah. Misal, seseorang yang 
memukul petugas, dia dianggap melakukan jari>mah ganda 
walaupun pelakunya menganggap berbuat jari>mah tunggal, 
karena yang dipukul adalah petugas sehingga oleh hukum 
dianggap berbuat jari>mah ganda, yaitu memukul seseorang 
dan melawan petugas. 

2. Gabungan nyata (concurcus realis), yaitu seseorang melaku-
kan perbuatan jari>mah ganda secara jelas, baik berkenaan 

22 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 267. Munajat, Hukum Pidana, 117.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM96

dengan jari>mah atau berbeda. Misal, A melakukan peng-
aniayaan terhadap B, sebelum dijatuhi hukuman juga 
melakukan pembunuhan terhadap C (contoh jari>mah ganda 
berbeda) atau A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan 
pencurian lagi (contoh jari>mah ganda sejenis).23

Dalam hukum pidana positif terdapat tiga teori mengenai 
gabungan jari>mah, yaitu:
1. Teori berganda. Menurut teori ini pelaku mendapat semua 

hukuman yang ditetapkan untuk tiap-tiap jari>mah yang di-
lakukannya. Kelemahan teori ini terletak pada banyaknya 
hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara misalnya, 
adalah hukuman sementara, tetapi apabila digabung akan 
berubah menjadi hukuman seumur hidup.

2. Teori penyerapan. Menurut teori ini, hukuman yang lebih be-
rat dapat menyerap hukuman yang lebih ringan. Kelemahan 
teori ini adalah kurangnya keseimbangan antara hukuman 
yang dijatuhkan dengan banyaknya jari>mah yang dilakukan, 
sehingga terkesan hukuman sangat ringan.

3. Teori campuran. Teori ini merupakan campuran antara 
berganda dan penyerapan. Teori ini dimakudkan untuk 
menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam 
kedua tersebut. Menurut teori campuran, hukuman bisa 
digabungkan jika hasil gabungan itu tidak melebihi batas 
tertentu, sehingga  tidak ada kesan berlebihan dalam penja-
tuhan hukuman.24

Dalam hukum pidana Islam, fuqaha>’ membatasi pada dua 
teori¸ yaitu:
1. Teori saling memasuki atau melengkapi (al-tada>khul). Dalam 

teori ini, pelaku jari>mah dikenakan satu hukuman, meskipun 
melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan 

23 Munajat, Hukum, 118. Ah}mad ‘Ali> al-Jurja>wi>, H{ikmat al-Tashri>‘ wa Falsafatuhu>, 
juz 2 (Kairo: al-Maktabah al-H{alabi, t.t.), 307.

24 Muslich, Pengantar, 167. Hanafi, Asas, 327. 
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yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. 
Teori ini didasarkan pada dua pertimbangan:
a. Bila pelaku jari>mah hanya melakukan tindakan kejahatan 

sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukuman-
nya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah 
edukasi (pendidikan) dan preventif (pencegahan). Jika 
satu hukuman dianggap cukup, maka hukuman berulang 
tidak dibutuhkan. Jika ia belum sadar dan mengulangi 
perbuatan jahat, ia dapat dikenai hukuman lagi.

b. Bila jari>mah yang dilakukan oleh seseorang berulang-
ulang dan terdiri atas macam-macam jari>mah, maka 
pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat 
penja tuhan hukuman itu melindungi kepentingan ber-
sama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misal-
nya, orang yang berjudi kemudian minum khamer.

2. Teori penyerapan (al-jabb). Dalam teori ini penjatuhan hukum-
an dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah 
diserap oleh hukuman yang lebih berat. Misalnya, hukuman 
mati yang dijatuhkan akan menyerap hukum yang lain.25

Fuqaha>’ berbeda pendapat tentang teori al-jabb. Ma>lik, Abu> 
H{ani>fah, dan Ah}mad bin H{anbal sepakat menggunakan teori 
al-jabb, sedang al-Sha>fi‘i> tidak sepakat. Fuqaha>’ yang sepakat 
berbeda pendapat tentang wilayah pemberlakukan tentang caku-
pan jenis jari>mah. Menurut Ma>lik, jika hukuman h}add berkumpul 
dengan hukuman mati, hukuman h}add tersebut gugur, karena 
hukuman mati telah menyerapnya kecuali hukuman qadhaf. 
Menurut Ah}mad bin H{anbal, jika terjadi dua jari>mah h}udu>d yang 
salah satunya diancam dengan hukuman mati, hanya hukuman 
mati yang diberlakukan, sedang hukuman yang lain menjadi 
gugur. Jika hukuman h}udu>d yang menjadi hak Allah berkumpul 
dengan hukuman yang merupakan hak manusia, yang salah sa-

25 Munajat, Hukum, 118-120.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM98

tunya diancam dengan hukuman mati, maka hak manusia harus 
dilaksanakan terlebih dahulu, sedang hukuman h}add yang lain 
diserap oleh hukuman mati.

Menurut Abu> H{ani>fah, jika terdapat gabungan hak dalam 
hukuman antara hak Allah dan hak manusia, hak manusia yang 
harus didahulukan. Jika sudah dilaksanakan, hak Allah (hukum-
an h}udu>d) tidak bisa dijalankan dan hukuman tersebut hapus 
dengan sendirinya. Jika masih diberlakukan dan hukuman yang 
merupakan hak Allah lebih dari satu, maka hukuman yang di-
jatuhkan hanya satu, yaitu hukuman yang dapat menggugurkan 
hukuman yang lain. 

Menurut al-Sha>fi‘i>, semua hukuman harus dilaksanakan 
selama hukuman tersebut tidak saling memasuki, yaitu dengan 
mendahulukan hukuman yang merupakan hak manusia dan 
bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak 
Allah yang bukan hukuman mati. Jika hukuman tersebut sudah 
dilaksanakan, hukuman mati kemudian dilaksanakan.26

G.  Pelaksanaan HukumanG.  Pelaksanaan Hukuman
1.  Pelaksanaan Hukuman dalam Jari>mah H{udu>d

Para fuqaha>’ sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan 
hukuman yang telah ditetapkan untuk jari>mah h}udu>d adalah 
kepala negara atau wakil. Hukuman tersebut merupakan hak 
Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Karena 
hukuman tersebut adalah hak Allah, maka pelaksanaannya harus 
diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara.27 
Karena pelaksanaan hukuman h}add memerlukan berbagai pertim-
bangan berupa ijtihad dan penelitian agar tidak terjadi kelebihan 
atau kekurangan yang berdampak pada ketidaktepatan, maka 

26 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 747-749. Hanafi, Asas, 331. Muslich, Pengantar, 169-
170.

27 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 755.
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pelaksanaan hukuman harus diserahkan kepada kepala negara 
atau wakil yang ditunjuk.28

Untuk melaksanakan hukuman h}add, kehadiran kepala 
negara tidak menjadi syarat. Rasulullah tidak memandang ke-
hadiran kepala negara sebagai suatu keharusan. Ketika beliau 
memerintahkan Ma>‘iz, beliau sendiri tidak hadir di tempat 
eksekusi. Meskipun demikian, persetujuan kepala negara dalam 
melaksanakan hukuman menjadi keharusan.29 Dalam sejarah 
perkembangan hukum pidana Islam, penerapan hukuman h}add 
yang dijalankan, baik pada masa Rasulullah maupun al-Khulafa>’ 
al-Ra>shidu>n, persetujuan mereka selalu ada. Dalam suatu hadis 
yang diriwayatkan oleh T{ah}a>wi> dari Muslim bin Yasa>r bahwa 
Rasulullah bersabda:

Seorang laki-laki dari sahabat Nabi berkata: “Zakat, hukum-
an harta fai’, dan salat Jumat adalah hak penguasa.”
Jika hukuman h}add dilaksanakan oleh orang yang tidak ber-

hak, maka akibatnya berbeda berdasarkan isi hukuman di atas. 
Jika hukuman h}add tersebut merupakan penghilangan nyawa 
atau pemotongan anggota badan, maka orang yang melakukan 
hukuman itu tidak dianggap sebagai pembunuh atau penganiaya 
melainkan sebagai orang yang melanggar kekuasaan umum. Jika 
hukuman h}add tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa, 
seperti jilid pada pelaku zina maka orang yang melaksanakannya 
bertanggung jawab atas perbuatannya, sebagai pemukulan atau 
penganiayaan dengan segala akibatnya.30

Perbedaan pertanggungjawaban dalam dua kasus di atas 
disebabkan, karena hukuman h}add yang mengakibatkan hilang-

28 Muslich, Pengantar, 170.
29 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 755.
30 Hanafi, Asas, 339.

HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 99



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM100

nya nyawa atau anggota badan, menghilangkan hak jaminan 
atas nyawa atau anggota badan tersebut dan hapusnya jaminan 
tersebut membolehkan ia dibunuh atau dipotong anggota badan-
nya. Akan tetapi hukuman h}add yang tidak menghilangkan 
nyawa atau anggota badan, tidak menghapuskan hak jaminan 
keselamatan jiwa atau anggota badan. Dengan demikian, orang 
yang melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya tidak 
sampai menghilangkan nyawa, masih tetap memiliki jaminan 
keselamatan jiwa, sedang pelaksanaan hukuman h}add yang tidak 
berwenang merupakan perbuatan jari>mah yang harus dipertang-
gungjawabkan.31

2.  Pelaksanaan Hukuman dalam Jari>mah Qis}a>s}
Pada dasarnya pelaksanaan hukuman untuk jari>mah qis}a>s} 

sama dengan hukuman yang lain, yaitu hak penguasa. Hanya 
saja pelaksanaan hukuman qis}a>s} diperkenankan atas dasar sepe-
nge tahuan atau persetujuan korban atau wali. Hal ini didasarkan 
pada firman Allah SWT:

Dan barangsiapa dibunuh secara zalim maka sesung-
guhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui 
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang 
yang mendapat pertolongan.32

Para fuqaha>’ sepakat bahwa wali korban bisa melaksanakan 
qis}a>s} dalam pembunuhan dengan syarat di bawah pengawasan 
penguasa, karena pelaksanaannya memerlukan ketelitian agar 
tidak melampau batas. Apabila hukuman qis}a>s} dilaksanakan 

31 Ibid.
32 al-Qur’a>n, 17 [al-Isra>’]: 33.
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tanpa kehadiran penguasa negara maka hukuman qis}a>s} tetap 
terjadi (berlaku), tetapi orang yang melaksanakannya dianggap 
melanggar hukum dan dikenakan hukuman ta‘zi>r.

Tentang alat yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman 
qis}a>s}, para fuqaha>’ berbeda pendapat. Menurut Abu> H{ani>fah dan 
Ah}mad, alat yang digunakan dalam hukuman qis}a>s} atas jiwa 
adalah pedang.33 Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan 
oleh al-Bazza>r dan Ibn ‘Adi> dari Abu> Bakrah bahwa Rasulullah 
bersabda:

Tidak ada qis}a>s} (hukuman mati) kecuali dengan pedang.
Menurut Ma>lik, al-Sha>fi‘i>, dan sebagian ulama H{ana>bilah, 

alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman qis}a>s} adalah 
alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pembunuh-
an.34 Allah berfirman:

Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang 
patut dihormati berlaku hukuman qis}a>s}. Oleh karena itu, 
barangsiapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya kepada kalian. Bertak-
walah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang bertakwa.35

33 ‘Awdah, al-Tashri‘, juz 1, 756. Hanafi, Asas, 341. Muslich, Pengantar, 171.
34 Ibid.
35 al-Qur’a>n, 2 [al-Baqarah]: 194.

HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 101



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM102

Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah 
dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditim-
pakan kepada kalian. Akan tetapi jika kalian bersabar, 
sesungguhnya itulah yang terbaik bagi orang-orang 
yang sabar.36

Penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan qis}a>s} didasar-
kan pada pertimbangan bahwa pedang merupakan alat yang 
paling cepat menghilangkan nyawa. Jika ada alat yang lebih 
cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita 
maka alat tersebut boleh digunakan.37 Dalam hal ini, fuqaha>’ 
kontemporer membolehkan penggunaan alat selain pedang 
dengan syarat lebih cepat mematikan dan lebih meringankan 
penderitaan terhukum, misalnya dengan menggunakan kursi 
listrik.38 Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 
Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada 
segala sesuatu. Apabila kalian membunuh (memberi 
hukuman mati), bunuhlah dengan cara yang baik. Apa-
bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang 
baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian memper-
tajam mata pedangnya dan meringankan binatang yang 
disembelihnya.
Untuk qis}a>s} selain jiwa, alat yang digunakan untuk melaksana-

kan hukuman qis}a>s} adalah alat yang sesuai yang tidak menimbulkan 
kelebihan dan menjamin ketepatan dalam pelaksanaan.

36 Ibid., 16 [al-Nah}l]: 126.
37 Hanafi, Asas, 341.
38 ‘Abd al-‘Azi>z Ami>r, al-Ta‘zi>r fi> al-Shari>‘ah al-Isla>mi>yah (Mesir: Da>r al-Fikr, 

1969), 372.
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3.  Pelaksanaan Hukuman dalam Jari>mah Ta‘zi>r
Pelaksanaan pada hukuman jari>mah ta‘zi>r juga menjadi hak 

penguasa atau petugas yang ditunjuk. Karena tujuan hukuman 
tersebut untuk melindungi masyarakat, maka hukuman tersebut 
menjadi hak penguasa dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, 
yaitu penguasa negara. Selain penguasa negara atau orang yang 
ditunjuk, orang lain tidak boleh melaksanakan hukuman ta‘zi>r, 
meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawa. Apabila ia 
melaksanakan sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati 
sebagai ta‘zi>r, maka ia dianggap sebagai pembunuh.39

Hal tersebut menggambarkan adanya perbedaan pertang-
gungjawaban dari pelaksana hukuman yang tidak mempunyai 
wewenang, yaitu pelaksanaan hukuman mati sebagai hukuman 
h}add atau sebagai hukuman ta‘zi>r. Orang yang melaksanakan 
sendiri hukuman mati sebagai hukuman h}add, tidak dianggap 
sebagai pembunuh, sedang yang melaksanakan sendiri hukuman 
mati sebagai hukuman ta‘zi>r dianggap sebagai pembunuh. Perbe-
daan keduanya adalah hukuman h}add merupakan hukuman yang 
sudah pasti yang tidak bisa digugurkan atau dimaafkan, sedang 
hukuman ta‘zi>r merupakan hukuman yang dapat dimaafkan oleh 
penguasa negara.40 

39 Muslich, Pengantar, 58.
40 Ibid.
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A.  Paksaaan A.  Paksaaan 
Secara etimologis, paksaan dalam bahasa Arab adalah 

al-ikra>h. Secara terminologis Khud}a>ri> Bik memberikan defi-
nisi, paksaan ialah mendorong orang lain terhadap sesuatu 
yang tidak diinginkan baik berupa perkataan maupun per-
buatan.1 Menurut ‘Awdah, paksaan ialah tindakan seseorang 
terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menerima 
dan tidak punya pilihan. Artinya, paksaan ialah tindakan yang 
timbul dari orang yang memaksa dan mendorong orang yang 
dipaksa pada kondisi untuk mengerjakan yang diinginkan. 
Dalam pengertian lain, paksaan ialah ancaman oleh seseorang 
atas orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi untuk 
mengerjakan pada sesuatu yang tidak diinginkan.2

Macam-macam paksaan ada dua, yaitu: 
1. Paksaan yang meniadakan kerelaan dan menghilangkan pilihan, 

yaitu paksaan yang dikhawatirkan menghilangkan nyawa. 
Paksaan ini disebut paksaan absolut ( ). Paksaan 

SEBAB-SEBAB
HAPUSNYA HUKUMAN 

1 Muh}ammad Khud}ari> Bik,, Us}u>l al-Fiqh (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 105.
2 ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi> Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n 

al-Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 563.

SEBAB-SEBAB HAPUSNYA HUKUMAN 105



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM106

absolut berpengaruh pada perbuatan yang memerlukan kerelaan 
dan pilihan secara bersama-sama seperti melakukan jari>mah.

2. Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak menia-
dakan pilihan, yaitu paksaan yang menurut kebiasaan tidak 
dikhawatirkan mengakibatkan hilangnya nyawa seperti 
dipenjara atau dipukuli dengan ringan. Paksaan ini disebut 
paksaan relatif ( ). Paksaan relatif hanya 
berpengaruh pada perbuatan yang memerlukan kerelaan, 
seperti jual beli dan sewa menyewa.
Menurut sebagian fuqaha>’ mazhab H{anbali>, ukuran pak-

saan adalah adanya siksaan (penganiayaan) berupa pukulan dan 
cekikan. Ancaman berupa siksaan semata tidak cukup membuat 
keadaan menjadi paksaan. Argumentasi yang mereka gunakan 
adalah peristiwa ‘Amma>r bin Ya>sir yang diculik oleh orang-orang 
kafir. Ia dipaksa menyekutukan Allah tapi menolak. Setelah ia 
ditenggelamkan ke dalam air, ia kemudian memenuhi keinginan 
mereka. Ketika Rasulullah mendatanginya, ia menangis. Rasu-
lullah mengusap air matanya seraya bersabda:

Orang-orang musyrik telah mengambilmu, kemudian 
mereka menenggelamkanmu ke dalam air, dan menyu-
ruhmu untuk menyekutukan Allah lalu engkau melaku-
kannya. Jika mereka mengambilmu kembali, lakukan 
hal itu kepada mereka.3 
Selain berdasarkan hadis tersebut, mazhab H{anbali> berargu-

mentasi dengan perkataan ‘Umar bin Khat}t}a>b:

3 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah (Bandung: Penerbit 
Pustaka Setia, 2000), 55. 
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Seseorang tidak percaya atas dirinya jika engkau mela-
parkannya, memukulnya, atau mengikatnya.4

Berdasarkan alasan tersebut, mazhab H{anbali> berpendapat 
bahwa paksaan mengharuskan adanya perbuatan materiil yang 
menimpa orang yang dipaksa, sehingga ia termotivasi melakukan 
hal-hal yang dipaksakan. Jika tidak ada perbuatan materiil yang 
memotivasi dan mendahului perbuatan yang dilakukan orang 
yang dipaksa, menurut mereka, paksaan dianggap tidak ada.

Menurut pendapat yang ra>jih} di kalangan mazhab H{anbali> 
yang juga pendapat Ma>lik, Abu> H{ani>fah, dan al-Sha>fi‘i>, ancaman 
sudah cukup dianggap paksaan meskipun tanpa disertai siksaan 
atau pukulan yang mengenai orang yang dipaksa. Menurut 
kelompok ini, ancaman untuk dibunuh, disiksa, dan dipukuli 
mendorong dilakukannya perbuatan yang dipaksakan, bukan 
perbuatan menyiksa, memukul, atau membunuh itu sendiri. Jika 
ancamannya diwujudkan dalam perbuatan nyata, orang yang 
dipaksa sudah tidak merasa takut dan kekhawatiran terhadap 
bukti ancaman hilang.

Paksaan dapat terwujud jika memenuhi beberapa syarat, 
yaitu:
1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat sehingga 

dapat menghilangkan kerelaan seperti ancaman dibunuh, 
dipukul dengan pukulan keras, atau dipenjara dalam waktu 
yang lama. Ukuran berat dan ringannya ancaman sangat 
subjektif, berbeda menurut perbedaan dan cara paksaan. Satu 
sisi, seseorang mungkin tidak merasa takut dan bertahan de-
ngan beberapa pukulan atau cambukan, sedang sisi yang lain 
seseorang merasa takut dengan satu pukulan atau cambukan. 
Para ulama sepakat bahwa ancaman berupa makian atau fit-
nah dengan tuduhan zina tidak termasuk paksaan. Perintah 

4 al-Shawka>ni>, Nayl al-Awt}a>r, juz 5 (Mesir: Da>r al-Ba>b al-H{alabi> wa Awla>duh, 
t.t.), 168
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pejabat meskipun tanpa disertai ancaman, cukup dianggap 
paksaan. Kesan yang diambil, jika perintah tersebut tidak 
dilaksanakan, balasannya adalah pembunuhan, penganiayaan 
berat atau penjara yang sangat lama. Para ulama sepakat 
bahwa ancaman dianggap sebagai paksaan apabila dituju-
kan kepada diri orang yang dipaksa. Jika ancaman tersebut 
ditujukan kepada orang lain bersama orang yang dipaksa, 
para ulama berbeda pendapat. Menurut Ma>liki>yah, ancaman 
sudah merupakan paksaan meskipun ditujukan kepada orang 
lain dan bukan keluarganya. Menurut H{anafi>yah, ancaman 
tidak dianggap sebagai paksaan jika ditujukan pada selain 
orang yang dipaksa. Hanya saja sebagian mazhab H{anafi>yah 
yang lain berpendapat bahwa paksaan dianggap ada jika 
ancaman ditujukan anaknya, orang tuanya, atau keluarga 
dekatnya. Pandapat ini sejalan dengan ulama Sha>fi‘i>yah. 
Mazhab H{ana>bilah berpendapat, paksaan dianggap ada jika 
ancamannya ditujukan kepada anak atau orang tuanya.

2. Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi jika 
orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan orang 
yang memaksa. Jika ancaman tidak seketika, paksaan diang-
gap tidak ada, karena orang yang dipaksa masih mempunyai 
kesempatan untuk melindungi dirinya dan pada saat itu tidak 
ada dorongan yang kuat untuk segera melaksanakan perintah 
orang yang memaksa.

3. Orang yang memaksa mempunyai kemampuan untuk melak-
sanakan ancamannya walaupun ia bukan penguasa atau 
petugas tertentu. Jika orang yang memaksa tidak memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan ancamannya, paksaan diang-
gap tidak ada.

4. Ada dugaan yang kuat pada diri orang yang dipaksa bahwa 
jika ia tidak memenuhi tuntutan orang yang memaksa, anca-
mannya benar-benar terjadi. Jika ia mempunyai keyakinan 
bahwa orang yang memaksa tidak sungguh-sungguh dalam 
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ancamannya atau ia mampu menghindari ancaman tersebut 
dengan berbagai cara tetapi ia masih juga mengerjakan 
perbuatan yang dituntut oleh orang yang mamaksa, paksaan 
dianggap tidak ada.

B.  MabukB.  Mabuk
Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilang-

nya akal karena meminum minuman keras atau minum khamer. 
Menurut Abu Hanifah, seseorang dikatakan mabuk jika ia telah 
kehilangan akal dan tidak bisa membedakan antara langit dan 
bumi, antara laki-laki dan perempuan. Menurut Muh}ammad bin 
H}asan dan Abu> Yu>suf, orang mabuk adalah orang yang banyak 
mengigau. Pandapat ini sejalan dengan pandangan ulama yang 
lain berdasarkan firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, 
sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian 
mengerti apa yang kalian ucapkan.5

Tentang pertanggungjawaban pidana orang yang mabuk, 
menurut pendapat yang ra>jih} dari mazhab yang empat, ia tidak 
dijatuhi hukuman atas jari>mah yang dilakukan apabila ia dipaksa 
atau terpaksa minum atau ia minum atas kemauannya sendiri 
tetapi tidak mengatahui bahwa yang diminum adalah khamer 
atau ia minum minuman keras untuk berobat lalu mabuk. Selain 
pendapaat yang ra>jih} tersebut, di kalangan mazhab yang empat 
terdapat pendapat yang marju>h}, yaitu bahwa orang yang mabuk 
tidak dibebani pertanggungjawaban pidana atas semua perbuatan 
jari>mah yang dilakukan dalam kondisi bagaimana pun dan ada 
sebab apa pun, karena akalnya sedang hilang. Dengan demikian, 

5 al-Qur’a>n, 4 [al-Nisa>’]: 43. 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM110

orang yang mabuk tidak menyadari perbuatannya dan kesadaran 
merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.

C.  GilaC.  Gila
Hukum pidana Islam memandang bahwa orang mukallaf 

dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki ke-
mampuan berpikir dan memilih. Jika salah satu dari kedua hal ini 
tidak ada, pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan 
berpikir seseorang dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir 
atau karena ganggun seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya 
kemampuan berpikir tersebut disebut gila. 

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak 
sama bergantung pada gila yang menyertai jari>mah atau sesu-
dahnya. Apabila gila menyertai perbuatan jari>mah, maka pelaku-
nya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada 
saat melakukan jari>mah ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. 
Keadaan gila ini tidak menjadikan jari>mah diperbolehkan, me-
lainkan hanya menghapuskan hukuman. Ketentuan ini adalah 
kesepakatan para fuqaha>’ dan para sarjana hukum positif. Dalam 
pasal 44 KUHP disebutkan:
1) Tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu 

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepa-
danya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah 
akal.

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah 
akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan 
dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk 
diperiksa.
Pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibe-

baskan dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta dan jiwa 
orang lain dijamin keselamatannya oleh shara‘ dan alasan-alasan 
yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Orang 
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gila masih tetap memiliki harta, demikian juga ia dapat dibebani 
pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang 
berkaitan dengan harta. 

Para fuqaha>’ berbeda pendapat tentang besarnya pertang-
gungjawaban dalam jari>mah pembunuhan dan penganiayaan. 
Perbedaan tersebut berpangkal pada perbedaan pendapat mereka 
tentang kesengajaan orang gila mengenai sengaja dalam makna 
sesungguhnya atau sengaja dalam makna kekeliruan atau ke-
salahan semata. Ma>lik, Abu> H{ani>fah, dan Ah}mad bin H{anbal 
berpendapat bahwa perbuatan sengaja dari orang gila termasuk 
kekeliruan atau kesalahan, karena ia tidak mungkin melakukan 
perbuatan dengan niat yang sesungguhnya. Menurut al-Sha>fi‘i>, 
perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan dan bu-
kan kesalahan, karena gila hanya membebaskan hukuman tetapi 
tidak mengubah sifat perbuatan.

Gila yang timbul setelah dilakukannya jari>mah terkadang 
sebelum ada keputusan hakim dan terkadang sesudah ada kepu-
tusan hakim. Menurut Sha>fi‘i>yah dan H{ana>bilah, gila yang tim-
bul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan 
menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Menurut 
mereka, adanya takli>f hanya disyaratkan pada waktu melakukan 
jari>mah. Pandangan ini tidak berarti menghina atau meremehkan 
kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap 
mereka yang melakukan jari>mah disertai dengan jaminan kea-
dilan yang kuat. Alasan mereka mungkin lebih kuat jika dilihat 
dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah 
melakukan jari>mah sudah sepantasnya dijatuhi hukuman. Kalau 
ia kemudian gila, pemeriksaan di pengadilan tetap jalan selama 
ada jalan mengadilinya. Dalam hal ini, pengaruh gila hanya ter-
batas pada ketidakmampuan sebagai tertuduh untuk membela 
diri. Menurut aturan hukum, ketidakmampuan tertuduh untuk 
membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan 
hakim. Orang bisu dan orang yang kehilangan suara setelah 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM112

melakukan jari>mah adalah orang-orang yang tidak mampu 
membela diri, tetapi mereka tetap dihadapkan ke pengadilan. 
Oleh karena itu, membedakan orang gila dengan orang yang 
bisu tidak diperlukan.  

Ma>liki>yah dan H{anafi>yah berpendapat, kondisi gila yang 
terjadi sebelum ada keputusan hakim dapat menghentikan proses 
pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gi-
lanya hilang. Menurut mereka, dijatuhkannya hukuman disyarat-
kan adanya takli>f. Syarat tersebut harus terdapat pada waktu 
dilakukannya pemeriksaan. Dengan demikian, pelaku harus tetap 
menjadi orang mukallaf pada saat diadili.

Apabila sesudah ada keputusan hakim orang yang terhukum 
menjadi gila, menurut al-Sha>fi‘i> dan Ah}mad bin H{anbal, pelak-
sanaan hukuman tidak dapat dihentikan kecuali jari>mah h}udu>d. 
Dalam jari>mah h}udu>d, pembuktiannya hanya dengan pengakuan 
terpidana. Dalam jari>mah h}udu>d, terpidana bisa menarik kem-
bali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman 
maupun sesudahnya. Apabila ia menark kembali pengakuannya, 
pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkin-
an penarikan kembali pengakuannya itu keluar dari hati yang 
tulus. Bagi orang gila, pelaksanaan hukuman harus dihentikan 
atau ditunda sampai ia sembuh.

Apabila keputusan hakim didasarkan pada bukti-bukti lain 
selain pengakuan seperti saksi, pelaksanaan hukuman tetap 
dijalankan. Dasar pendapat ini adalah bahwa pertanggungjawa-
ban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya 
jari>mah, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya. 

Ma>lik berpendapat, keadaan gila dapat menunda pelaksa-
naan hukuman sampai terpidana sembuh dari gilanya, kecuali 
apabila hukumannya adalah qis}a>s}. Menurut sebagian Ma>liki>yah, 
hukum an qis}a>s} menjadi gugur dan diganti dengan diyah. Menurut 
sebagian yang lain, jika harapan sembuh sangat kecil, keputusan 
terakhir diserahkan kepada keluarga korban. Apabila mereka 



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengambil pelaksanaan qis}a>s}, mereka boleh mengambil diyah. 
Abu> H{ani>fah berpendapat, apabila keadaan gila timbul setelah 
terpidana diserahkan untuk dilaksanakannya hukuman, hukuman 
tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya berupa qis}a>s} 
dan terpidana menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi, 
hukuman qis}a>s} diganti dengan diyah dengan menggunakan 
istih}sa>n. Pendirian tentang ditundanya hukuman  untuk orang 
gila didasarkan atas dua alasan. Pertama, penjatuhan hukuman 
harus didasarkan adanya takli>f pada diri terpidana dan hukuman 
tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. Dengan 
demikian, syarat takli>f  harus ada pada waktu pemeriksaan 
dan keputusan hukum. Kedua, pelaksanaan hukuman termasuk 
kelanjutan dari proses peradilan. 

Apabila syarat takli>f harus terdapat pada waktu dilakukan-
nya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus terdapat pada 
saat dilaksanakannya keputusan hakim, padahal adanya gila 
dapat menghapus takli>f.

D.  Anak di Bawah UmurD.  Anak di Bawah Umur
Hukum pidana Islam membahas tentang pertanggungjawaban 

anak di bawah umur secara konkret dalam kurun waktu yang sangat 
lama. Pada masa hukum pidana Islam, hukum Romawi sebagai 
bentuk hukum positif yang paling maju pada saat itu mengadakan 
pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan 
pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, 
yaitu usia tujuh tahun. Jika seorang anak belum mencapai usia tujuh 
tahun, ia tidak dikenai pertanggungjawaban pidana kecuali jari>mah 
yang dilakukan dengan niat merugikan orang lain. Jika tujuannya 
merugikan orang lain, meskipun umur tujuh tahun, dia dikenakan 
pertanggungjawaban pidana.6 

6 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 
368. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih 
Jinayah (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 132.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM114

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam 
berpijak pada dua hal, yaitu kekuatan berpikir (al-idra>k) dan 
pilihan (al-ikhtiya>r).  Atas dasar dua ketentuan tersebut, kedudu-
kan anak di bawah umur antara satu dengan yang lain berbeda 
sesuai perbedaan masa dalam kehidupannya sejak ia lahir sampai 
mencapai batas al-idra>k dan al-ikhtiya>r.7

Proses masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia lahir 
sampai dewasa, fuqaha>’ membagi menjadi tiga, yaitu:8

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (in‘ida>m al-idra>k). 
Masa ini dimulai sejak seseorang lahir dan berakhir pada 
masa tujuh tahun. Pada masa itu anak dianggap tidak 
mempunyai kemampuan berpikir (ghayr al-tamyi>z). Tamyi>z 
adalah masa seseorang bisa membedakan antara benar dan 
salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu. Tamyi>z terka-
dang bisa muncul sebelum usia tujuh tahun dan terkadang 
timbul sebelum usia tujuh tahun karena perbedaan situasi 
dan kondisi, misalnya lingkungan, kesehatan akal, dan keu-
tuhan mental. Para fuqaha>’ berpedoman pada usia dalam 
menentukan batasan tamyi>z dan kemampuan berpikir agar 
bisa berlaku untuk semua orang berdasarkan pada ketentuan 
umum yang dapat terjadi bagi anak. Dengan pembatasan ini, 
kekacauan hukum dapat dihindari. Selain itu, pembatasan 
tamyi>z dengan umur memungkinkan bagi hakim mengeta-
hui dengan mudah syarat kemampuan berpikir melalui usia. 
Anak yang berusia belum tujuh tahun—meskipun  menun-
jukkan kemampuan berpikir, mungkin melebihi anak yang 
berusia lebih tujuh tahun—dianggap belum tamyi>z. Ukuran 
yang dijadikan pegangan adalah kebanyakan orang, bukan 
personal. Jika seorang anak yang belum mencapai usia 
tujuh tahun (ghayr al-tamyi>z)  melakukan tindak pidana, 

7 ‘Awdah, al-Tashri>, juz 1, 600.
8 Ibid., 601-602.
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ia tidak dijatuhi hukuman. Ia tidak dikenai hukuman h}add 
jika melakukan jari>mah h}udu>d dan tidak dikenai hukuman 
qis}a>s} jika melakukan tindak pidana qis}a>s}. Pembebasan anak 
dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia be-
bas dari pertanggungjawaban perdata. Ia tetap diwajibkan 
membayar ganti rugi yang dibebankan dari harta miliknya 
jika tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, 
baik harta maupun jiwa.

2. Masa kemampuan berpikir lemah (al-idra>k al-d}a‘i>f). Masa 
ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun 
dan berakhir pada masa dewasa (ba>ligh). Mayoritas fuqaha>’ 
membatasi usia ba>ligh lima belas tahun. Jika seorang anak 
mencapai usia lima belas tahun, ia dianggap dewasa dalam 
pandangan hukum. Abu> H{ani>fah menetapkan usia dewasa 
delapan belas tahun. Dalam satu versi, usia dewasa adalah 
sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi 
perempuan. Pandangan yang masyhur di kalangan Ma>liki>yah 
adalah sama dengan pendapat Abu> H{ani>fah. Pada masa ini, 
seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban atas 
jari>mah yang dilakukan, baik jari>mah h}udu>d, qis}a>s} maupun 
ta‘zi>r. Meskipun demikian, ia dikenakan hukuman penga-
jaran. Jika seorang anak melakukan jari>mah berulang-ulang 
dan sering dikenakan hukuman pengajaran, ia tidak dianggap 
sebagai recidivis (pengulang kejahatan). Untuk pertang-
gungjawaban perdata ia tetap dikenakan sanksi meskipun 
dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika perbuatan-
nya merugikan orang lain baik harta maupun jiwa.

3. Masa kemampuan berpikir penuh (al-idra>k al-ta>mm). Masa 
ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu 
usia lima belas tahun menurut mayoritas fuqaha>’ atau de-
lapan belas tahun menurut Abu> H{ani>fah dan pendapat yang 
populer dari mazhab Ma>liki>. Pada periode ini, seorang anak 
dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jari>mah 

SEBAB-SEBAB HAPUSNYA HUKUMAN 115



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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yang dilakukan.
Ketentuan tersebut mengilustrasikan bahwa hukum pidana 

Islam membedakan pertanggungjawaban pidana menurut perbe-
daan umur anak di bawah umur, demikian juga hukum pidana 
positif. Selain itu, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 
mengenakan pertanggungjawaban perdata bagi anak di bawah 
umur. Dalam ketentuan kedua hukum ini, anak di bawah umur 
dibebaskan dari hukuman. Dengan demikian, ketentuan kedua 
hukum ini tidak terjadi pertentangan.

Ketentuan tentang anak di bawah umur dalam hukum pidana 
positif di Indonesia diatur dalam pasal 45 KUHP, yaitu:

Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melaku-
kan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam 
belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak 
yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya 
atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuh-
kan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak 
yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan 
tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu 
masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut 
dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-
519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu 
dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan 
yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran 
itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana 
anak yang bersalah itu.
Jika hakim memilih menghukum anak di bawah umur, huku-

man yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk 
tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya. 
Hal ini berdasarkan pasal 47 KUHP, yaitu:
1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka mak-

simum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi 
sepertiga.
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2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup maka anak itu dipidana dengan penjara 
selama-lamanya lima belas tahun.

3) Pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b, ke-1 
dan ke-3 tidak dijatuhkan.
Kedua pasal dalam KUHP di atas menjelaskan bahwa hukum 

pidana positif di Indonesia memberi celah untuk menjatuhkan 
hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan 
tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana Islam berbeda 
dengan hukum pidana positif di Indonesia. Hukum pidana Islam 
tidak memperkenankan menjatuhkan hukuman pidana kepada 
anak di bawah umur kecuali untuk pengajaran dan pendidikan 
tidak sebagaimana hukum pidana positif di Indonesia.
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A. Pengertian Pertanggungjawaban PidanaA. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Secara etimologis dalam bahasa Arab, pertanggungjawaban 

pidana adalah al-mas’u>li>yah al-jina>’i>yah. Secara terminologis 
pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di 
dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan 
dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan 
sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat 
yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.1 

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana di-
dasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. 
Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, 
kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.2

Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa 
yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek 
hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila 
ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban 
pidana harus dilakukan. Dengan demikian, orang gila, anak di 

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA 

1 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: Penerbit 
Pustaka Setia, 2000), 175.

2 Ibid. 
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM120

bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani 
pertanggungjawaban.3 Selain itu, badan hukum dikenai pertang-
gungjawaban pidana. Karena badan hukum tidak bisa berbuat 
secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, per-
tanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan 
hukum tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan 
yang dilarang yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas 
nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani pertang-
gungjawaban pidana. 

Dalam terminologi fiqh jina>yah, orang yang mendapatkan per-
tanggungjawaban adalah orang yang mendapat takli>f, yakni orang 
mukallaf. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap ketiga orang 
tersebut berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah: 

Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, 
kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya masih iman, 
tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, 
maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan 
yang besar.4

Dari ‘A<’ishah ra, ia berkata: Rasulullah SAW telah 
bersabda: Terdapat tiga catatan yang dihapus, yaitu dari 
orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sam-

3 Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama‘ah 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1968). 111.

4 al-Qur’a>n, 16 [al-Nah}l]: 178.
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pai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.5

Dalam hukum positif pada masa sebelum revolusi Perancis, 
kondisinya tidak demikian. Setiap orang dapat dibebani pertang-
gungjawaban pidana tanpa mengenal kondisi orang dan tanpa 
membedakan apakah orang tersebut melakukan atas dasar ke-
mauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum. Tidak hanya itu, 
binatang dan benda mati dibebani pertanggungjawaban pidana 
apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Selain itu, 
kematian tidak bisa menghindarkan seseorang dari pemeriksaan 
pengadilan dan hukuman. Bahkan seseorang harus mempertang-
gungjawabkan perbuatan orang lain, meskipun orang tersebut 
tidak tahu dan tidak ikut serta melakukan. Setelah revolusi 
Perancis, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang 
yang masih hidup serta memiliki pengetahuan dan pilihan.6

B.  Dasar Hukum Pertanggungjawaban PidanaB.  Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana
Orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang 

dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang 
lain. Hal ini berdasarkan firman Allah:

Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 
Jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang 
lain) untuk memikul dosanya itu tidak akan dipikulkan 
untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggil itu) 
kaum kerabatnya.7

5 Abu> Da>wud Sulayma>n bin Ash‘ath al-Sijista>ni> al-Azdi>, Sunan Abi> Da>wud, juz 
4 (Beirut: al-Maktabah al-‘As}ri>yah, 2007), 817.

6 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 75. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana 
Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 157.

7 al-Qur’a>n, 35 [Fa>t}ir]: 18.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM122

Yaitu, bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memi-
kul dosa orang lain dan bahwa manusia tidak memper-
oleh selain apa yang telah diusahakannya.8  

Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya 
dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya 
atas dirinya. Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-
hambaNya.9  
Berdasarkan ayat tersebut, orang yang melawan hukum 

dimintai pertanggungjawaban. Tentang pertanggungjawaban 
bagi orang yang melawan hukum, di antaranya adalah ayat-ayat 
sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas ka-
lian qis}a>s} berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan perempuan dengan perempuan. Oleh karena 
itu, barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara 
yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
diyah kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 
pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 

8 Ibid., 53 [al-Najm]: 38-39.
9 Ibid., 42 [Fus}s}ilat]: 46.
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Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barangsiapa melampaui 
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Di 
dalam qis}a>s} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi 
kalian wahai orang-orang yang berakal supaya kalian 
bertakwa.10

Ayat di atas menggambarkan adanya unsur melawan dari delik 
itu sendiri, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia 
dikenai hukum bunuh, yaitu qis}a>s}. Jika pihak keluarga terbunuh 
memberi pengampunan, pembunuh dikenai hukuman diyah.  

Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang 
baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat 
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 
delapan puluh kali dera. Janganlah kalian terima kesak-
sian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang 
yang fasik.11

Ayat di atas menggambarkan adanya pertanggungjawaban bagi 
orang yang menuduh zina dengan dicambuk delapan puluh kali jika 
tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Selain itu, ayat 
tersebut secara tidak langsung melarang menuduh zina. Ketika 
ada larangan kemudian terjadi perbuatan melanggar hukum sedang 
orang tersebut mengerti akibat hukumnya, maka tindakan tersebut 
melawan hukum dan pelakunya dikenai sanksi hukum.

C.  Hapusnya Pertanggungjawaban PidanaC.  Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena adanya 

beberapa sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku 
tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan 
keadaan pelaku. Oleh karena itu, tidak setiap pelaku perbuatan 

10 Ibid.,  2 [al-Baqarah]: 178-179.
11 Ibid., 24 [al-Nu>r]: 4.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM124

yang melawan hukum dapat dikenakan sanksi.  Di antara sebab 
dibolehkannya perbuatan yang dilarang, yaitu pembelaan yang 
sah ( ), pendidikan ( ), pengobatan ( ), 
permainan olahraga ( ), dan hak-hak dan kewajiban 
pihak yang berwenang ( ).

1.  Pembelaan yang Sah1.  Pembelaan yang Sah
Pembelaan yang sah  dalam hukum pidana Islam ada dua 

macam. Pertama, pembelaan khusus, yakni daf‘ al-s}a>’il (menolak 
penyerang). Kedua, pembelaan umum, yakni al-amr bi al-ma‘ru>f 
wa al-nahy ‘an al-munkar (memerintah kepada yang baik dan 
mencegah yang munkar). 

Yang dimaksud pembelaan khusus menurut hukum pidana 
Islam adalah hak atau kewajiban seseorang untuk menjaga diri 
atau orang lain dan harta benda sendiri atau harta benda orang 
lain dengan menggunakan kekuatan untuk menghadapi serang-
an. Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak 
bertujuan menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas 
serangan tersebut.12 Artinya, meskipun sudah ada pembelaan 
namun penjatuhan hukuman atas penyerangannya masih bisa 
dilakukan. Dasar hukum untuk pembelaan khusus adalah firman 
Allah dan sabda Rasulullah:

Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kalian 
maka seranglah ia seimbang dengan serangannya ter-
hadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.13

12 ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, al-Tashri>‘ al-Jina>’i> al-Isla>mi> Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n 
al-Wad}‘i>, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risa>lah, 1992), 473.

13 al-Qur’a>n, 2 [al-Baqarah]: 194. 
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Barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan aga-
manya maka ia mati syahid. Barangsiapa yang dibunuh 
karena mempertahankan jiwanya maka ia mati syahid. 
Barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan 
hartanya maka ia mati syahid.14

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu 
bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika 
seorang laki-laki datang bertujuan mengambil harta saya?” 
Rasulullah bersabda: “Jangan hartamu engkau berikan ke-
padanya.” Laki-laki itu bertanya lagi: “Bagaimana penda-
patmu jika dia menyerang saya?” Rasulullah menjawab: 
“Seranglah dia.” Laki-laki itu bertanya: “Bagaimana jika 
saya yang terbunuh?” Rasulullah menjawab: “Engkau mati 
syahid.” Laki-laki itu bertanya lagi: “Bagiamana jika dia 
terbunuh?” Rasulullah menjawab: “Dia masuk neraka.”15

14 Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Sawrah al-Turmudhi>, Sunan al-Turmudhi>, juz 4 
(Beirut: al-Maktabah al-‘As}ri>yah, 2009), 474.

15 Abu> al-H{usayn Muslim bin H{ajja>j al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim 
(Beirut: Da>r al-Fikr, 2010), 87.
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Dari Anas, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Tolonglah 
saudaramu yang menganiaya atau yang dianiaya.” Kami 
bertanya: “Wahai Rasulullah, saya menolong saudara 
yang dianiaya, bagaimana caranya menolang saudara 
yang menganiaya?” Rasulullah menjawab: “Engkau 
halangi dia dari perbuatan aniayanya, itulah cara meno-
longmu kepadanya.”16

Berdasarkan ayat al-Qur’a>n dan hadis tersebut, dapat diam-
bil pengertian tentang keharusan membela diri. Hadis tersebut 
menggambarkan bahwa orang yang meninggal karena membela 
agama, diri, harta, keluarga, dan kehormatan dari kejahatan 
adalah orang yang mati syahid, sedang orang yang menyerang 
kemudian meninggal adalah orang yang dilaknat oleh Allah. 

Pembelaan diri sampai membunuh orang dikategorikan 
orang yang membunuh pada saat perang fi> sabi>l Alla>h. Allah 
berfirman:

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang 
mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta mereka dengan 
balasan bahwa baginya adalah sorga, yaitu mereka 
berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh dan 
terbunuh sebagai suatu perjanjian yang benar tentang 
itu dalam Taurat, Injil, dan al-Qur’a>n. Itulah orang 
yang memenuhi janjinya kepada Allah. Oleh karena 

16 al-Turmudhi, Sunan al-Turmudhi>, juz 4, 474. Lihat Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad 
bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beirut: al-Maktabah al-‘As}ri>yah, 2012), 
420.
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itu, bergembiralah dengan perjanjian kalian yang kalian 
janjikan kepadaNya, karena yang demikian itu adalah 
kebahagiaan yang besar.17

Para fuqaha>’ sepakat bahwa membela adalah cara yang sah 
mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan ter hadap 
jiwa, kehormatan, dan harta benda. Mereka berbeda pendapat 
tentang hukumnya, apakah membela adalah hak atau wajib. Jika 
membela adalah hak, seseorang boleh memilih antara mengerjakan 
atau meninggalkan dan ia tidak berdosa jika memilih salah satunya. 
Jika membela adalah wajib, seseorang tidak punya pilihan kecuali 
mengerjakan. Jika meninggalkan, dia berdosa.18

Serangan seseorang terkadang ditujukan kepada kehormatan, 
jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para fuqaha>’ 
sepakat bahwa hukumnya wajib. Apabila seorang laki-laki 
hendak memperkosa seorang perempuan dan tidak bisa mem-
pertahankan kehormatan kecuali membunuh, maka perempuan 
tersebut wajib membunuhnya, demikian juga bagi orang lainnya 
yang melihat peristiwa itu.19

Untuk membela jiwa, para fuqaha>’ berbeda pendapat tentang 
hukumnya. Menurut mazhab H{anafi> dan pendapat yang umum 
dalam mazhab Ma>liki> dan mazhab Sha>fi‘i>, membela jiwa hu-
kumnya wajib. Menurut pendapat yang marju>h} dalam mazhab 
Ma>liki> dan mazhab Sha>fi‘i> serta pendapat yang ra>jih} di dalam 
mazhab H{anbali>, membela jiwa hukumnya boleh, bukan wajib 
berdasarkan hadis:

“Duduklah di rumah. Jika engkau khawatir disilaukan 

17 al-Qur’a>n, 9 [al-Tawbah]: 111. 
18 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 474-475.
19 Ibid., 474.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM128

oleh cahaya pedang mata, tutuplah mukamu.” Atau 
dalam lafal yang lain, “jadilah engkau hamba Allah 
yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah yang 
membunuh.”20

Tentang pembelaan terhadap harta benda, mayoritas fuqaha>’  
berpendapat hukumnya boleh, bukan wajib. Orang yang diserang 
juga boleh melakukan upaya pembelaan dan boleh tidak melaku-
kan. Hanya saja sebagian fuqaha>’ berpendapat bahwa pembelaan 
terhadap harta adalah wajib jika harta tersebut berupa binatang 
yang bernyawa, harta wakaf, harta titipan atau harta orang yang 
diserang tetapi terkait dengan hak orang lain seperti barang 
jaminan dan barang sewaan.21

Terkait dengan pembelaan untuk kepentingan umum atau 
al-amr bi al-ma‘ru>f wa al-nahy ‘an al-munkar, dasar hukumnya 
termaktub di dalam al-Qur’a>n dan hadis Rasulullah:

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang 
mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang 
ma‘ru>f dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu 
adalah orang-orang yang beruntung.22

Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, memerintah kepada yang ma‘ru>f dan mencegah 

20 Ibid., 475.
21 Ibid., 475-476.
22 al-Qur’a>n, 3 [A<li ‘Imra>n]: 104. 
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dari yang munkar serta beriman kepada Allah. Seandai-
nya ahli kitab beriman kepada Allah, tentu itu lebih baik 
bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.23

Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan 
dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah, 
sesungguhnya Allah sangat besar siksaNya.24

Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran 
kemudian dia mampu merubahnya, ubahlah dengan 
tangannya. Jika ia tidak mampu, ubahlah dengan 
lidahnya. Jika ia tidak mampu, ubahlah dengan hati-
nya. Sikap demikian itu adalah iman yang paling 
lemah.25

Para fuqaha>’  sepakat bahwa pembelaan umum adalah kewa-
jiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pembelaan umum tersebut 
diadakan dengan tujuan agar masyarakat tegak di atas kebajikan 
dan secara personal mereka memiliki sifat utama. Hanya saja 
mereka berbeda pendapat tentang batas wajib apakah wajib ‘ayn 
atau wajib kifa>yah? Siapa yang terkena kewajiban? 

23 Ibid., 3 [A<li ‘Imra>n]: 110. 
24 Ibid., 5 [al-Ma>’idah]: 2. 
25 Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah,, juz 3 

(Beirut: al-Maktabah al-‘As}ri>yah, 2010), 705. Lihat al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>, 
Sah}i>h} Muslim, 52.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM130

Menurut sebagian fuqaha>’, hukum pembelaan umum adalah 
wajib ‘ayn yang dikenakan kepada setiap umat Islam. Menurut 
mayoritas fuqaha>’, pembelaan umum adalah wajib kifa>yah.26

2. Pedidikan2. Pedidikan
Orang yang berhak memberikan pendidikan adalah suami 

terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Suami men-
didik istrinya jika tidak menaati dalam hal-hal yang harus ditaati. 
Dasar hak suami terhadap istri adalah firman Allah:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan 
karena Allah teleh melebihkan sebagian laki-laki atas 
sebagian perempuan dan karena laki-laki telah menafkah-
kan sebagian harta mereka. Sebab itu, perempuan yang 
saleh adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri 
ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara 
mereka. Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan 
nushu>znya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka 
di tempat tidur mereka serta pukullah mereka. Kemudian 
jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya.27

Nushu>s di dalam ayat di atas adalah penyelewengan ter-
hadap suami, yakni istri melalaikan kewajiban dan tidak taat 
kepada suami.

Para fuqaha>’ sepakat bahwa suami pada umumnya berhak 

26 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 493-494.
27 al-Qur’a>n, 4 [al-Nisa>’]: 34. 
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memberi pendidikan kepada istri apabila istri melakukan maksiat 
seperti pemborosan menggunakan harta suami. Para fuqaha>’ juga 
sepakat bahwa suami tidak boleh memukul istri karena khawatir 
istri menyeleweng melainkan setelah terjadi penyelewengan. 
Menurut pendapat yang ra>jih}, suami boleh memberi pendidikan 
kepada istri jika istri meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh 
Allah. Menurut Ma>lik, Abu> H{ani>fah, sebagian ulama Sha>fi‘i>yah, 
dan H{ana>bilah, suami tidak boleh memukul istri pada penyele-
wengan yang pertama melainkan penyelewengan yang dilakukan 
secara kontinu. Jika istri menyeleweng untuk pertama kali, suami 
menasehatinya dengan sikap yang halus. Jika ia menyeleweng un-
tuk kedua kali, suami boleh meninggalkannya sendirian di tempat 
tidur. Jika ia menyeleweng untuk yang ketiga kali, suami boleh 
memukul. Alasan mereka adalah bahwa huruf waw pada potongan 
ayat ( ) mengandung arti 
tarti>b (berurutan).28 Selain itu, tujuan pendidikan adalah mencegah 
terjadinya perbuatan maksiat di masa yang akan datang. Dengan 
demikian, suami berhak memukul istri pada penyelewengan yang 
pertama dan seterusnya tanpa didahului oleh nasehat dan suami 
tidak dikenai hukuman.

Menurut pendapat yang ra>jih} di dalam mazhab Sha>fi‘i> dan 
H{anbali>, suami berhak memukul istri baik pada penyelewengan 
pertama maupun penyelewengan ulangan, baik didahului dengan 
pemberian nasehat atau belum. Alasan mereka adalah bahwa 
hukuman untuk penyelewengan tidak berbeda karena pengulan-
gan perbuatan. Menurut mereka, huruf waw pada ayat tersebut 
mengandung arti al-jam‘ (gabungan), bukan tarti>b (berurutan). 
Dengan demikian, suami yang memukul istri pada penyelewen-
gan yang pertama tidak dikenai hukuman, karena suami meng-
gunakan hak pada batas-batas yang ditentukan.29

28 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 514.
29 Ibid., 514-515.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM132

Selain itu, suami tidak boleh memukul istri yang melukai. 
Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah:

Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi 
perempuan, karena kalian telah mengambil mereka dengan 
kalimat Allah dan kalian halalkan farjinya dengan kalimat 
Allah. Hak kalian atas mereka untuk tidak memasukkan 
laki-laki lain yang tidak kalian sukai ke kamar tidur kalian. 
Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pu-
kulan yang tidak melukai. Hak mereka atas kalian untuk 
memperoleh nafkah dan pakaian dengan baik.30

Selain hadis di atas terdapat hadis lain yang diriwayatkan 
oleh H{aki>m bin Mu‘a>wiyah al-Qushayri> dari ayahnya, ia ber-
kata:

Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak istri atas suami?” 
Rasulullah menjawab: “Diberi makan jika engkau makan, 
diberi pakaian jika engkau berpakaian. Engkau tidak boleh 
memukul wajahnya, tidak boleh menjelek-jelekkannya, dan 
tidak boleh meninggalkannya kecuali di dalam rumah.”31

Pukulan yang tidak melukai adalah pukulan yang tidak 
keras. Sebagian ulama menafsirkan dengan pukulan yang tidak 

30 Bandingkan dengan al-Turmudhi>, Sunan al-Turmudhi>, juz 3, 390. al-Qazwi>ni>, 
Sunan Ibn Ma>jah, juz 3, 321.

31 al-Azdi>, Sunan Abi> Da>wud, juz 2, 402.
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menyakitkan, tidak mematahkan tulang, dan tidak mengalir-
kan darah. Menurut sebagian yang lain, pukulan tersebut tidak 
menghitamkan kulit, tidak mengalirkan darah, dan mengarah 
pada edukusi. Sebagian yang lain berpandangan, pukulan terse-
but tidak membekas. Semua penafsiran ulama yang redaksinya 
berbeda itu, muaranya adalah satu, yakni pukulan yang tidak 
membahayakan.32 

Jika pemukulan suami terhadap istri mengakibatkan luka-
luka atau cacat tubuh, para fuqaha>’ berbeda pendapat. Menurut 
Ma>lik dan Ah}mad, jika pemukulan tersebut masih dalam batas-
batas pendidikan, suami tidak wajib mengganti kerugian ter-
hadap istri. Jika tindakan suami melampaui batas edukasi, istri 
berhak menuntut ganti rugi.33

Abu> H{ani>fah dan al-Sha>fi‘i> berpendapat, suami wajib mem-
beri ganti rugi terhadap istri jika melukai, baik tindakannya 
dalam batas pendidikan atau malampau batas. Menurut Abu> 
H{ani>fah, pedidikan merupakan perbuatan yang masih memberi-
kan hak hidup sejahtera. Jika pendidikan merusak jiwa istri atau 
salah satu anggota badannya rusak, perbuatan tersebut termasuk 
penganiayaan, bukan sebagai pendidikan. Menurut al-Sha>fi‘i>, 
pendidikan tersebut tidak menjadi kewajiban suami tetapi hanya 
hak dan diserahkan pada ijtihad (upaya) suami. Oleh karena itu, 
ia wajib menanggung akibat tindakannya.34

 Selain pendidikan suami terhadap istri, pendidikan juga 
dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pendidikan terhadap 
anak dapat dilakukan oleh ayah, guru, kakek, was}iy (orang yang 
mendapatkan wasiat) untuk mendidik, demikian juga ibu. 

Syarat-syarat memberikan pendidikan terhadap anak tidak 
berbeda dengan syarat pendidikan terhadap istri. Pendidikan 
diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah dilakukan, 

32 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 515. 
33 Ibid., 517.
34 Ibid.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM134

bukan kesalahan yang akan dilakukan. Selain itu, pukulan tidak 
boleh melukai dan tidak mengenai wajah dan anggota badan yang 
sensitif seperti perut dan kemaluan. Pukulan juga tidak boleh 
berlebihan dan layak dianggap sebagai pendidikan.35

Jika pukulan masih dalam batas-batas tersebut, orang yang 
melakukan pendidikan tidak dibebani pertanggungjawaban kare-
na dinilai muba>h}. Jika pemukulan membuat cedera pada anggota 
tubuh anak, menurut Ma>lik dan Ah}mad, seorang pendidik tidak 
dikenakan ganti rugi apabila pukulan tersebut layak dianggap 
sebagai pendidikan dan dalam batas-batas yang ditentukan. 
Jika pukulan itu sangat keras dan tidak layak dianggap sebagai 
pendidikan, ia dikenakan pertanggungjawaban pidana.35 

Al-Sha>fi‘i> berpendapat, seorang pendidik harus memberi 
ganti rugi atas cedera pada anggota tubuh anak dalam kon-
disi apapun. Menurutnya, pendidikan merupakan hak, bukan 
kewajiban. Oleh karena itu, ia boleh meninggalkan dan boleh 
mengerjakan. Jika ia mengerjakan, ia bertanggung jawab atas 
akibat perbuatan tersebut.37 

3.  Pengobatan3.  Pengobatan
Para fuqaha>’ sepakat bahwa akibat yang merugikan pasien 

tidak dipertanggungjawabkan kepada dokter yang mengobati. 
Mereka berbeda pendapat tentang alasan yang dijadikan dasar 
untuk pembebasan pertanggungjawaban. Menurut Abu> H{ani>fah, 
tidak adanya pertanggungjawaban karena dua alasan, yaitu 
kebutuhan masyarakat dan adanya persetujuan dari pasien atau 
keluarga. Al-Sha>fi‘i> berpendapat, alasan hapusnya pertanggung-
jawaban dari seorang dokter adalah persetujuan orang yang sakit 
dan iktikad baik dokter untuk menyembuhkan pasien. Pendapat 
ini selaras dengan pandangan Ah}mad bin H{anbal. Menurut Ma>lik, 

35 Ibid., 518.
36 Ibid.
37 Ibid.



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alasan hapusnya pertanggungjawaban dokter adalah persetujuan 
penguasa dan persetujuan orang yang sakit.38

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bebas dari pertang-
gungjawaban adalah:
1. Orang yang melakukan pengobatan adalah dokter. 
2. Pekerjaan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengobati 

dan didasarkan pada niat yang baik.
3. Pekerjaannya dilakukan sesuai aturan medis.
4. Orang yang sakit atau orang yang menjadi wakil seperti wali 

(keluarga) menyetujuinya.39

Orang yang disetarakan dengan dokter adalah dokter hewan, 
tukang canduk, tukang sunat, dan dukun bayi. Mereka memiliki per-
tanggungjawaban dan syarat-syarat yang sama dengan dokter.40

Tentang syarat-syarat seorang dokter dan posisi pekerjaannya, 
menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, merupakan perbua-
tan muba>h}, yakni hak dan bukan wajib. Hukum positif menganggap 
bahwa pengobatan sebagai hak, sedang mayoritas fuqaha>’ mengang-
gap sebagai kewajiban.41 Berdasarkan pendirian ini, seorang dokter 
harus mengabdikan ilmunya kepada masyarakat demi tegaknya asas 
saling kerjasama dan saling membantu.

Menurut jurisprudensi di Ingris, hapusnya pertanggung-
jawaban berpangkal pada persetujuan pasien terhadap tindakan 
yang dilakukan oleh dokter. Pendirian ini dianut juga oleh para 
sarjana hukum di Jerman, Perancis, dan Mesir pada tahun 1897. 
Mayoritas sarjana hukum Perancis berpendapat bahwa alasan 
hapusnya pertanggungjawaban tersebut adalah tidak adanya 
niat melawan hukum. Ketika seorang dokter melaksanakan pro-
fesinya, tujuannya adalah menyembuhkan pasien. Pendirian ini 
dianut juga oleh jurisprudensi Mesir sekarang.42 Pendirian yang 

38 Ibid., 521.
39 Ibid., 523.
40 Muslich, Pengantar, 109.
41 Hanafi, Asas, 232-233.
42 Ibid., 233.
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EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM136

banyak dianut pada masa sekarang di Mesir dan Perancis adalah 
bahwa profesi seorang dokter merupakan suatu profesi yang sah 
dan diizinkan serta diatur oleh negara. Semua argumentasi yang 
diungkap oleh para sarjana hukum positif merupakan alasan yang 
juga dikemukakan oleh fuqaha>’.43

4.  Olahraga4.  Olahraga
Hukum pidana Islam memperkenankan aktivitas untuk 

menyehatkan fisik, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan 
keberanian agar muncul sikap satria dan pahlawan melalui 
kegiat an olahraga seperti pacuan kuda, panah, tinju, sepak bola, 
dan lain-lain. Dasar hukum tentang dibolehkannya olahraga 
adalah firman Allah dan sabda Rasulullah:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 
saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang diambil 
untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian meng-
getarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang yang 
selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedang 
Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan 
pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepada 
kalian dan tidak akan dianiaya.44

Sesungguhnya Allah SWT memasukkan tiga golongan 
ke dalam sorga karena satu buah panah, yaitu pembuat-

43 Ibid., Musclih, Pengantar, 110.
44 al-Qur’a>n, 8 [al-Anfa>l]: 60.
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nya yang mengharapkan kebaikan dalam hasil karyanya, 
orang yang menggunakannya, dan orang yang menyiapkan 
busurnya.45

Dari ‘Uqbah bin ‘A<mir al-Juhni>, ia berkata: Saya men-
dengar Rasulullah SAW yang pada saat itu beliau di atas 
mimbar membaca ayat al-Qur’a>n “Dan siapkanlah untuk 
menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sang-
gupi” (al-Anfa>l: 60). Ingatlah, sesungguhnya kekuatan 
itu adalah memanah, ingatlah sesungguhnya kekuatan 
itu adalah memanah, ingatlah sesungguhnya kekuatan itu 
adalah memanah.46

Hukum pidana Islam membolehkan pemberian hadiah bagi 
orang yang berprestasi dalam bidang olahraga. Para fuqaha>’ berbeda 
pendapat tentang cabang olahraga yang diperkenankan. Menurut 
Ma>lik, hadiah harus diambil dari bayt al-ma>l karena manfaat olah-
raga untuk masyarakat, yaitu mempersiapkan anggota militer. Abu> 
H{ani>fah, al-Sha>fi‘i>, dan Ah}mad bin H{anbal membolehkan pengam-
bilan hadiah dari bayt al-ma>l atau dari harta orang lain selain para 
pemain, atau dari harta salah seorang pemain dengan ketentuan 
jika pemain lain yang menang, dia yang menerima hadiah dan yang 
tidak menang tidak menerima hadiah.47

Permainan olahraga terkadang mengakibatkan luka-luka, 
baik yang menimpa pemain maupun orang lain seperti wasit. 
Apabila sakit atau luka-luka itu timbul dari permainan kekuatan 

45 al-Azdi>, Sunan Abi> Da>wud, juz 3, 476. Lihat al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, juz 
2, 494.

46 Ibid., 476.  al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, 969.
47 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 527.
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dan kekerasan antara pihak-pihak yang bermain olahraga yang 
seharusnya tidak perlu terjadi, maka yang berlaku adalah aturan 
umum karena tidak termasuk dalam bagian permainan olahraga. 
Apabila pemain dengan sengaja melakukan, ia harus bertanggung 
jawab atas kesengajaannya. Apabila terjadi karena kelalaian, ia 
bertanggung jawab karena kelalaiannya.48

Tentang permainan olahraga yang memerlukan kekuatan 
dalam menghadapi lawan seperti tinju dan gulat, maka luka-luka 
yang timbul tidak dikenakan hukuman jika tidak melampau batas 
yang telah ditentukan.49 

Kedudukan permainan olahraga dalam hukum positif belum 
disepakati. Amerika Serikat dan Belgia menganggap bahwa luka-
luka yang timbul dari permainan olahraga sebagai tindak pidana. 
Pendapat yang kuat di Ingris, Italia, dan Jerman menyatakan 
bahwa permainan olahraga boleh diadakan dalam batas-batas 
tertentu dan tidak mengakibatkan pertanggungjawaban. Di Mesir 
dan Perancis, sebagian sarjana hukum menghapus pertanggung-
jawaban pidana dan sebagian lagi menetapkannya. Dalam hal ini 
pendapat pertama yang kuat.50

Sebagian sarjana hukum positif berpendapat bahwa alasan diha-
pusnya pertanggungjawaban tersebut karena tidak ada niat melawan 
hukum. Sebagian yang lain berpandangan bahwa alasan tersebut 
karena korban memberikan izin dan negara menganggap permainan 
olahraga sebagai perbuatan yang sah. Dengan demikian, orang yang 
melakukan permainan telah menjalankan hak yang diberikan oleh 
undang-undang dan ia tidak dibebani pertanggungjawaban.51  

5.  Hak-hak dan Kewajiban Penguasa5.  Hak-hak dan Kewajiban Penguasa
Hukum pidana Islam meletakkan kewajiban atas penguasa 

48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid., 528. Hanafi, Asas, 235. Muslich, Pengantar, 112.
51 Hanafi, Asas, 235. Muslich, Pengantar, 112.
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yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan dan 
kemasalahatan umat. Orang yang melaksanakan kewajiban 
tersebut adalah penguasa publik dengan berbagai tingkatan dan 
kewenangan. Jika seorang petugas melaksanakan kewajiban, ia 
tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Seorang algojo yang 
mengeksekusi hukuman, tidak dibebani pertanggungjawaban, 
meskipun membunuh orang.52

Selain itu, seorang petugas wajib melaksanakan. Seorang algojo 
yang melaksanakan kewajiban hukuman h}add zina yang mengaki-
batkan terhukum meninggal dunia, eksekutor tidak dikenai per-
tanggungjawaban. Apabila ia sengaja karena kelalaian menambah 
hukuman, ia dikenakan pertanggungjawaban pidana.53

Para fuqaha>’ berbeda pendapat tentang ganti rugi akibat  
tindakan penguasa karena kelalaian. Menurut sebagian fuqaha>’, 
penguasa dan keluarganya yang menanggung. Menurut fuqaha>’ 
yang lain, bayt al-ma>l yang menanggung, bukan harta pribadi 
karena dia bekerja untuk kepentingan umum.54

Ketentuan tersebut menjadi pegangan Ma>lik, Abu> H{ani>fah, 
dan Ah}mad bin H{anbal dalam pelaksanaan hukuman ta‘zi>r. 
Menurut mereka, seorang penguasa tidak dikenakan hukuman 
atau ganti rugi apabila ia menjatuhkan hukuman ta‘zi>r atas 
seorang terhukum yang berakibat kematian. Pendapat mereka 
didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan terhukum meng-
haruskan adanya pelaksanaan hukuman. Selain itu, hukuman 
ta‘zi>r wajib dilaksanakan untuk menjaga keselamatan anggota 
masyarakat dan ketertiban umum. Pelaksanaan kewajiban tidak 
terikat dengan syarat keselamatan jika dilaksanakan dalam batas-
batas yang ditentukan.55

Menurut al-Sha>fi‘i>, penguasa harus membayar diyah terhu-

52 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 557-558.
53 Muslich, Pengantar, 115.
54 ‘Awdah, al-Tashri>‘, juz 1, 559.
55 Ibid.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 139



 

 digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM140

kum jika ia menjatuhkan hukuman ta‘zi>r dan pelaksanaannya 
mengakibatkan kematian, karena penguasa berhak memberikan 
pengampunan atas tindak pidana dan sanksi hukum sebagaimana 
ia berhak menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kondisi 
tindak pidana dan pelaksana jari>mah. Selain itu, hukuman ta‘zi>r 
dimaksudkan untuk memberikan pendidikan, bukan pembina-
saan. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak disyaratkan tidak 
menimbulkan kerugian bagi terhukum.56

Penggunaan hak penguasa diungkap oleh Allah dalam al-Qur’a>n:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul dan uli> al-amr di antara kalian. Kemudian jika ka-
lian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia 
kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama 
dan lebih baik akibatnya.57

Ayat tersebut menjelaskan hak memerintah bagi penguasa 
dan kewajiban rakyat taat kepada penguasa. Hak dan kewajiban 
taat tersebut terbatas, karena penguasa tidak boleh memberi 
instruksi yang berlawanan dengan ketentuan shara‘ dan rakyat 
tidak boleh taat terhadap ketentuan yang bertentangan dengan 
ketentuan shara‘. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan 
oleh Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: 

56 Ibid., 559-560.
57 al-Qur’a>n, 4 [al-Nisa>’]: 59.
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Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam hal-hal 
yang disenangi dan dibenci kecuali apabila ia diperintah melaku-
kan maksiat. Jika diperintah melakukan maksiat, maka ia tidak 
wajib mendengar dan menaati.58

Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa perintah 
penguasa tidak membebaskan orang yang diperintah dari per-
tanggungjawaban, walaupun yang diperintah adalah seorang 
pengua sa di bawahnya. Apabila seorang penguasa memerintah-
kan bawahannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
ketentuan shara‘ dan ia taat terhadap perintah itu, maka orang 
yang diperintah dikenakan hukuman dan perbuatannya harus 
dipertanggungjawabkan, karena perintah tersebut tidak wajib 
dilaksanakan.

58 al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, 936. al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, 
juz 2, 503.
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